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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat tersusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
serta Peréwran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan
pencapaian kinerja ini, juga sebagai laporan evaluasi dari pengimplementasian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya
peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan kritik dan
saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para
pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang
telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, 03 Mosek 2026

___Kepala Dinas
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P;ﬁ"qdusmn dan Perdagangan
4 £ <P’r§/1n31 Sulawesi Tengah
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, disusun sebagai bahan evaluasi Organisasi Perangkat Derah yang disajikan dalam

bentuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan
perdagangan, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Namun dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, peran strategis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi
Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-2

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis

potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan ”.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan
Kewenangan yang diatur dalam Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Hasil
upaya itu dapat dilihat pada hasil pencapaian sasaran Kinerja secara umum sudah dapat

memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :
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Ringkasan Pencapaian Tahun 2025 sebagai berikut :

» RENSTRA Tahun 2021-2026

1.

IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) dengan realisasi
sebesar 5,12% dan tingkat capaian sebesar 72,42%.

IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar
11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 92,09%.

IKU 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan realisasi
sebesar 5,9% dan tingkat capaian sebesar 81,94%.

IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi
sebesar 41,24% dan tingkat capaian sebesar 94,99%.

RENSTRA Tahun 2021-2026

IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) dengan realisasi sebesar 41,24% dan
tingkat capaian sebesar 94,99%.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan realisasi
sebesar 5,9 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 146,85%.

IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar
11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 99,66%.

IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) dengan realisasi sebesar 132,25% dan
tingkat capaian sebesar 143,50%.

IKU 5 Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD) dengan realisasi sebesar
19.325,87 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 105,04%.

IKU 6 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang) dengan realisasi sebesar
137.860 orang dan tingkat capaian sebesar 101,80%.

IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%) dengan

realisasi sebesar 2,32% dan tingkat capaian sebesar 177,10%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp.

38.657.951.981,30 dengan realisasi Rp. 33.878.850.789,00 atau sebesar 87,64% untuk

realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 95%.
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1.1

BAB |
PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan
selama satu tahun anggaran. LAKIP disusun sebagai implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
mempunyai peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan
perdagangan daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat struktur
industri, serta menjaga stabilitas dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok
dan barang penting. Peran tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi kepada pelaku usaha industri dan
perdagangan.

LAKIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan Kinerja,
pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan
laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Melalui LAKIP, diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran dan
tujuan organisasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta berbagai
permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu,

LAKIP juga menjadi sarana evaluasi kinerja dan dasar perbaikan berkelanjutan
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guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi, serta

akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di

masa mendatang.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan terkait urusan

perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 didukung oleh potensi sumber daya

manusia (SDM) sebanyak 159 orang personel yang terdiri dari PNS 100 orang dan

PPPK 59 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Jenis -
No. | Unit Kerja ;:;;l;};i Kelamin Pendidikan Golongan Eselon
L P |[SMP|SMA | D3| S1 | S2 [S3 |1 || M |[IV|V|IVIL|IX|[IV|W|lN
1 | Sekretariat 38 22 | 17 2 1 27 9 17 | 4 | 2 16 | 3 1
2 | Bid.SP2| 14 6 8 1 7 6 4 |1 4 1
3 | Bid. PSDI 18 7 |11 1 12 5 1 3 6 1
4 | Bid. Dagri 15 7 1 10 3 1 513 6 1
5 | Bid. Daglu 18 10 2 9 7 10| 1 5 1
6 | UPT.PSMB 16 5 11 1 12 1 11 | 1 4 1
7 | UPT.P2IPK 21 11 | 10 4 10 1 14 (1 (3] 1] 2 1
8 | UPT.P2K 19 9 10 1 15 3 11 | 1 6 1
JUMLAH TOTAL 159 77 | 83 0 13 4 (102 (35| 1|0 81|18 (9| 1 (49 |11|7 |1

Adapun dukungan sarana dan prasarana dengan kondisi baik yang dimiliki

oleh Dinas Perindustrian disajikan pada tabel 2

Tabel 1.2
Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2025
Kondisi
No. Jenis Barang Baik Kurang | Rusak Tidak
Baik Berat | Diketemukan

1 | A.C. Split 75 5 3
2 | A.C. Window 21
3 | Alat Dapur lainnya 274
4 | Alat Kantor Lainnya 21 7
S5 | Alat Kedokteran umum lainnya 1
6 | alat laboratorium fisika lainnya 31

(dst)
7 | alat laboratorium kimia lainnya 2

(dst)
8 | alat laboratorium lain lainnya (dst) 37
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9 | Alat Laboratorium lainnya 16 8
10 | alat laboratorium logam, mesin dan 10
listrik lainnya (dst)
11 | alat laboratorium makanan lainnya 1
(dst)
12 | alat laboratorium umum lainnya 3
(dst)
13 | Alat Pembantu Kebakaran 5
14 | Alat Pembersih lainnya 5
15 | Alat Penghancur Kertas 1 1
16 | Alat Prosesing lainnya 1
17 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 21
18 | alat ukur lain-lain lainnya (dst) 1
19 | Aqua Bidest Apparatus 1
20 | Bangku Tunggu 1
21 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 1
22 | Bangunan Gedung Kantor 11 1
Permanen
23 | Bangunan gedung Tempat Kerja 4 1 2
Lainnya
24 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) 2 1 4
25 | Bangunan Gudang Terbuka Semi 1
Permanen
26 | Bangunan Pengujian Kelaikan Semi 1
Permanen
27 | Bejana Ukur 2
28 | Botol Uji Berbagai Ukuran 50
29 | Brandkas 2
30 | Camera film 3 10
31 | Camera Video 2
32 | Cawan Porselin 12
33 | CCTV - Camera Control Television 6 2
System
34 | Coffee Maker 1
35 | Crusible Penyaring 12
36 | Dispenser 17 6
37 | Display 8
38 | Droping Bottle 6
39 | electric generating set lainnya (dst) 1
40 | Exhause Fan 13
41 | External/ Portable Hardisk 15
42 | Facsimile 1
43 | Filing Cabinet Besi 22
44 | Focusing Screen/Layar LCD 2
Projector
45 | Gedung Pos Jaga Permanen 2
46 | Gelas Piala 12
47 | general laboratory tool lainnya (dst) 1
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48 | Generator 1
49 | Generator Set(Lab Scale) 1
50 | Genset 1
51 | Gordyin/Kray 206 1
52 | Hard Disk 2
53 | Humadity Chamber (General 1
Laboratory Tool)
54 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi 1
Lain-lain
55 | Instalasi Gardu Listrik Induk Lain- 1
lain
56 | Jalan Khusus Lainnya 1
57 | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 1
20 KVA
58 | Jaringan Distribusi Tegangan 1
Diatas 20 KVA
59 | Jaringan Rumah Tangga (JARUT) 1
60 | Jaringan Sambungan Ke Rumah 1
Kapasitas Sedang
61 | Jaringan Transmisi Tegangan 2
Diatas 3 KVA
62 | Jeep 2
63 | Kipas Angin 8
64 | Kitchen Set 1
65 | Kompor Gas (Alat Dapur) 4
66 | Kursi Besi/Metal 61
67 | Kursi Biasa 40
68 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja 15
lainnya
69 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja 25
Pejabat Eselon III
70 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 10
71 | Kursi Kerja Pejabat Eselon I/ Wakil 1
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikota
72 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 1
73 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 2
74 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 10 9
75 | Kursi Kerja Pejabat lainnya 122 41
76 | Kursi Lipat 15
77 | Kursi Putar 31
78 | Kursi Rapat 124 30
79 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat 5
Eselon III
80 | Kursi Tamu 6
81 | Kursi Tamu di Depan Ajudan 71
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
82 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1

Eselon III
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83 | Labu Takar (Volumetrik) berbagai 10
capasitas
84 | Lain-lain 1
85 | Lap Top 59 26 S
86 | Layar Film/Projector 4 1
87 | LCD Projector/Infocus 2
88 | Lemari Arsip Pejabat lainnya 3
89 | Lemari Asam 1
90 | Lemari Besi/Metal 6
91 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 36 4 2
Dinamis
92 | Lemari Display 1
93 | Lemari Es 14
94 | Lemari Kaca 11
95 | Lemari Kayu 4
96 | Local Area Network (LAN) 1
97 | Locker 6
98 | Manometer 12
99 | Meja 1/2 Biro 10 6
100 | Meja Kerja Besi/Metal 23
101 | Meja Kerja Kayu 63 36 2
102 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 2
103 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 9 9
104 | Meja Kerja Pejabat lain-lain 4
105 | Meja Komputer 10
106 | Meja Makan Besi 6
107 | Meja Rapat 29
108 | Meja Rapat Pejabat Eselon II 1
109 | Meja Rapat Pejabat Eselon III 3
110 | Meja Rapat Pejabat lainnya 22
111 | Meja Resepsionis 3
112 | mesin ketik lainnya (dst) 1
113 | Mesin Ketik Listrik 10
114 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 3
Inci)
115 | Mesin Ketik Manual Standard (14- 1
16 Inci)
116 | Mesin Laminating 1
117 | Mesin Pemotong Rumput 4
118 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum 1 2
Cleaner
119 | Mesin Penghitung Uang 1 1
120 | Meubeleur lainnya 127
121 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 1
Kebawah )
122 | Muffie Furnace 1
123 | Note Book 7 4
124 | Oven (Alat Laboratorium Umum) 33
125 | Oven Listrik 1
126 | P.C Unit 93 43
127 | Pagar Permanen 1
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128

Papan Nama Instansi

129

Papan Pengumuman

130

Papan Visual/Papan Nama

N[+

131

Partisi

132

Pengurus Barang

133

Peralatan Komputer lainnya

134

Peralatan Personal Komputer
lainnya

15

135

peralatan studio audio lainnya (dst)

136

perkakas bengkel khusus lainnya
(dst)

137

Personal Komputer lainnya

138

Pesawat Telephone

139

Pick Up

140

Pompa Air

141

Printer (Peralatan Personal
Komputer)

— | = =] =] =

24

142

Rak Besi

143

Rice Cooker (Alat Dapur)

—_ | —

144

Rumah Negara Golongan II Tipe C
Permanen

145

Rumah Negara Golongan III Tipe B
Permanen

146

Rumah Negara Golongan III Tipe C
Semi Permanen

147

Scanner (Peralatan Mini Komputer)

148

Scanner (Peralatan Personal
Komputer)

149

Scooter

150

Sepeda Motor

48

151

Sofa

10

152

Sound System

153

Station Wagon

11

154

Sumur Gali (SGL)

N

155

Tablet PC

156

Tanah Bangunan Kantor
Pemerintah

157

Tanah Bangunan Rumah Negara
Golongan II

158

Tanah Bangunan Rumah Negara
Golongan III

159

Tangga Aluminium

160

Target Drone (Simulasi Pesawat
Sasaran Tembak Udara)

29

161

Telephone Mobile

162

Televisi

25

163

Tenda

164

Tenda Sangga

165

Termometer Standar
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166

Thermohygrometer (Alat
Laboratorium Logam, Mesin Dan
Listrik)

167

Thermometer Digital (Alat
Laboratorium Lainnya)

168

Timbangan Elektronik

169

Timbangan Meja Capasitas 10 Kg

170

Tips Pipet Sesuai Ukuran

171

Tool Kit Set

172

Top Loading Balance (Alat
Laboratorium Farmasi)

173

Top Loading Balance (Alat
Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan
Plastik)

174

TV Monitor

175

Wireless

176

Wireless Amplifier

Jumlah

2.498

361

41

1.2

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan
perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di
era Mayarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan
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Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri,
Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan
Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri,
Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan
Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan
Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan
Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan
Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di
Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan
Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan
Perdagangan Luar Negeri;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan

g. pelaksaanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi
Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam
Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali

sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada

masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program
dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan,
hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan
perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat

diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (Rational Frame
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Work) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.
Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang
digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian serta evaluasi.

B. Struktur Organisasi

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi
Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi
Tengah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan
Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing
bidang memiliki tiga Kepala Seksi serta tiga kepala UPT yang membawahi
masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur

organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 5 berikut:
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Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah)

KEPALA DINAS

SUBBAG
PERENCANAAN
PROGRAM

KEUAMGAN DAN ASET

SUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

SUBBAG

BIDANG SARANA DAN PRASARAMNA
DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

BIDANG PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA INDUSTRI

BIDANG PENGEMBAMNGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BIDANG PERDAGANGAN
LUAR MEGERI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOR JABATAN FUNGEIONAL

EELOMPORK JABATAN FUNGEIONAL

KELOMPOE JABATAN FUNGEIONAL

UPTD
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERANMNAN DAERAH

UPTD
PENGUJIAN DAN SERTIFIKAS] MUTU BARANG

SUBBAG TATA USAHA SUBBAG TATA USAHA

SEKSI
FENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DAN KEMASAN

SEKSI

PEMGEMBANGAN KERAIINAN

SEKSI SEKSI

PELAYAMNAN TEKNIS PENGLIIAN PELAYANAN TEKNIS KALIBRASI
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1.3

Isu Strategis / Permasalahan

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal
terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta
permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan
informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta
melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan
RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan
masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan
pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang
ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan
(pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas
demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap
Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di

tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi
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rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting
yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke
depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang
berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan
langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar
rakyat Indonesia (pro poor).

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya
terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam
negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar,
pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya
perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang
berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan tehnologi.
Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan
kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan
dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru
yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi
negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari
dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta
mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri
Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan
pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah
akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang
mampu memberikan multiplier effect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja

maupun value edded pada hasil pengolahan hulu komuditi unggulan akan tetapi juga
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akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian
nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar
wilayah jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang
mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet
dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan
lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional,
Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan
penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan

secara online. Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

LAKIP DISPERINDAG Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Tabel 1.3 Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

POTENSI ISU STRATEGIS
ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD
DAERAH YANG DAERAH
ISU KLHS YANG RELEVAN
MENJADI PERMASALAHAN
DENGAN PD
KEWENANGAN GLOBAL NASIONAL REGIONAL
PD
1 2 3 4 5 6 7 8
Potensi sumber Hilirisasi Sektor Peningkatan kualitas dan Peningkatan Melanjutkan Masih tingginya Rendahnya Daya . Peningkatan daya saing industri melalui
daya alam Pertanian, Perikanan daya saing sector unggulan Persaingan Hilirisasi dan tingkat kemiskinan Saing Sektor penguatan struktur industri (huluantara
/Kelautan, Pariwisata daerah, serta infrastruktur Pemanfaatan Mengembangkan dimana struktur Pertanian, hilir), optimalisasi percepatan
dan Pengelolaan Hasil penghubung antar wilayah Sumber Daya Industri Berbasis tenaga kerja Perkebunan, pengembangan, penyebaran dan
Pertambangan belum untuk peningkatan Alam Sumber Daya masih didominasi Peternakan, perwilayahan industri, sumber daya
Optimal kesejahteraan masyarakat Alam untuk pada sektor Kelautan, industri, pembangunan sarana dan

dan kemandirian fiscal

Meningkatkan
Nilai Tambah di

Dalam Negeri

pertanian dan
menyumbang
tingkat

kemiskinan

Perikanan dan

Pariwiasata

prasarana industri, serta pemberdayaan

industri.

. Penguatan sistem informasi dan data

industri, sebagai bagian dari
pengendalian izin usaha industri serta
pembinaan dan pengawasan terhadap
perusahaan industri, perusahaan
kawasan industri, dan pemerintah

daerah.

. Peningkatan neraca perdagangan non-

migas luar negeri, melalui optimalisasi
pemanfaatan peran kerjasama
perdagangan internasional, pameran
dagang internasional, nasional, dan lokal,
peningkatan citra produk, serta

pembinaan pelaku usaha ekspor.
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Daya Dukung
Daya Tampung
Lingkungan
Hidup

Hilirisasi Sektor
Pertanian, Perikanan
/Kelautan, Pariwisata
dan Pengelolaan Hasil
Pertambangan belum

Optimal

Peningkatan kualitas dan
daya saing sector unggulan
daerah, serta infrastruktur
penghubung antar wilayah
untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat

dan kemandirian fiscal

Peningkatan
Persaingan
Pemanfaatan
Sumber Daya

Alam

Memantapan
system pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa

melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
syariah, ekonomi
digital dan

ekonomi biru

Masih tingginya
tingkat kemiskinan
dimana struktur
tenaga kerja

masih didominasi
pada sektor
pertanian dan
menyumbang
tingkat

kemiskinan

Rendahnya Daya
Saing Sektor
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan,
Kelautan,
Perikanan dan

Pariwisata

1. Peningkatan daya saing industri melalui

penguatan struktur industri (huluantara
hilir), optimalisasi percepatan
pengembangan, penyebaran dan
perwilayahan industri, sumber daya
industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, serta pemberdayaan

industri.

. Peningkatan pengembangan perdagangan

dalam negeri, melalui optimalisasi
pengendalian stabilisasi harga-harga
barang kebutuhan pokok dan barang
penting, pembinaan dan pengawasan
sarana distribusi, pengendalian perizinan
dan pendaftaran perusahaan, promosi
dan pemasaran produk dalam negeri guna
mendukung peningkatan penggunaan

produk dalam negeri.

. Peningkatan neraca perdagangan non-

migas luar negeri, melalui optimalisasi
pemanfaatan peran kerjasama
perdagangan internasional, pameran
dagang internasional, nasional, dan lokal,
peningkatan citra produk, serta

pembinaan pelaku usaha ekspor.

. Peningkatan perlindungan konsumen

melalui optimalisasi pengawasan barang
beredar, pemberdayaan konsumen dan
kelembagaan perlindungan konsumen,
serta peningkatan edukasi bagi
masyarakat berkaitan dengan barang

beredar dan tertib niaga;
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5. Optimalisasi standarisasi mutu barang,

melalui peningkatan layanan penilaian
kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan

kalibrasi.

Berketahanan
energi, air dan
kemandirian

pangan

Kondisi Infrastruktur
dan Konektivitas belum

optimal dan merata

Peningkatan kualitas dan
daya saing sector unggulan
daerah, serta infrastruktur
penghubung antar wilayah
untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat

dan kemandirian fiscal

Perkembangan
Teknologi

Melanjutkan
Pengembangan
Infrastruktur dan
Meningkatkan
Lapangan Kerja
yang Berkualitas,
Mendorong
Kewirausahaan,
Mengembangkan
Industri kreatif
serta
Mengembangkan
Agromaritim
Industri di
Sentra Produksi
melalui Peran Aktif

Koperasi

Tingginya
ketimpangan
antarkelompok dan
wilayah akibat
belum meratanya
infrastruktur

daerah

Inovasi Pembiayaan
Pembangunan
dalam Mendukung

Kesinambungan

. Peningkatan daya saing industri melalui

penguatan struktur industri (huluantara
hilir), optimalisasi percepatan
pengembangan, penyebaran dan
perwilayahan industri, sumber daya
industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, serta pemberdayaan

industri.

. Penguatan sistem informasi dan data

industri, sebagai bagian dari pengendalian
izin usaha industri serta pembinaan dan
pengawasan terhadap perusahaan
industri, perusahaan kawasan industri,

dan pemerintah daerah.
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1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk
memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhir pelaksanaan tahun
anggaran 2024 masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan guna
perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil monitoring dan
evaluasi sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja
masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara baik dan konsisten.

Disadari lemahnya kontrol pengawasan internal terhadap proses bisnis
pengukuran capaian kinerja mengakibatkan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam
proses penyusunan perjanjian Kkinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan
akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan untuk dilakukan secara berkala. Adapun
tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:
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Mnyelaraskan kembali isu-isu
strategis dalam Rencana Kinerja
yang disesuaikan dengan dokumen
Rencana Strategis dan Perjanjian
Kerja.

Memastikan bahwa membuat atau
menyusun Dokumen Laporan
Kiinerja secara berkala di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

Melakukan pemantauan atas
capaian kinerja secara berjenjang

Memanfaatkan teknologi informasi
dalam pengukuran capaian kinerja

Memastikan bahwa di dalam
Laporan Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
memuat informasi yang memadai
untuk perbaikan Kinerja organisasi
dalm pelaksanaan
program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan/kegagalan capaian
kinerja.

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah akan melaksanakan check and review untuk memastikan
dokumen yang disusun telah sesuai ketentuan. Serta memperhatikan
program-program strategis yang menjadi kewenangan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah akan menyusun Laporan kinerja secara berkala.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit
kerja secara berjenjang dan telah tercatat dalam aplikasi SALIARA.

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan sarana informasi
berupa website dinas sebagai bagian dari keterbukaan informasi
public.Selain itu penyampaian laporan kinerja telah menggunakan
aplikasi penyimpanan di google drive, serta telah dilaporkan pada
aplikasi SALIARA secara berkala

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
rutin melakukan desk evaluasi kinerja yang melibatkan semua unit
kerja secara berjenjang. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi
mengenai pencapaian IKU dan menyajikan pembanding data
kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan,
peningkatan Kinerja dan penilaian kinerja.

Dokumen RENSTRA,
RENJA, Arsitektur
Kinerja, dan PK selaras
dengan RPIMD

Dokumen Laporan Kinerja
semesteran dan tahunan

Pencatatan hasil Evaluasi
Kinerja terinput pada
aplikasi SALIARA

Dokumen Hasil Desk
Evaluasi Kinerja

Dokumen LAKIP memuat
informasi perbaikan
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Bulan Juli, Agustus,
Oktober

Bulan Juli (Laporan
Kinerja Semester 1)
dan Desember
(Pengumpulan data
awal Laporan Kinerja
Tahunan )

Minggu ke-2 Juli,
Minggu ke2 Oktober,
Minggu ke-3 dan ke-4
Desember

Minggu ke-1 Juli,
Minggu ke2 Oktober,
Minggu ke-3 dan ke-4
Desember

Minggu ke-2 Juli,
Minggu ke2 Oktober,
Minggu ke-3 dan ke-4
Desember

Sekretaris
Dinas

Sekretaris
Dinas

Sekretaris
Dinas

Sekretaris
Dinas

Sekretaris
Dinas

Status / Progres
Penyelesaian
https://drive.google.com/d
rive/folders/16jEWwWSszt

X-
vcfhSIn7KJJggj2H8q7zY?
usp=sharing

https://drive.google.com/d
rive/folders/1RgGkpSGK9
ohCYvWxQmCGaao4Ux
Wu9cxH?usp=sharing

https://drive.google.com/d
rive/folders/1x08NQr85uj
Lun5EjrzYcvBgQFgLc3-

yX?usp=sharing

https://drive.google.com/d
rive/folders/1 nTHZlewft
ap8vORVPVpo6hOMGPO
ZUo4?usp=sharing

https://drive.google.com/d
rive/folders/AMTOPOrR4
W5XJE-30JHAp4J2ab-
bWSs66J?usp=drive link



https://drive.google.com/drive/folders/16jEWwWsztX-vcfhSln7KJJggj2H8q7zY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16jEWwWsztX-vcfhSln7KJJggj2H8q7zY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16jEWwWsztX-vcfhSln7KJJggj2H8q7zY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16jEWwWsztX-vcfhSln7KJJggj2H8q7zY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16jEWwWsztX-vcfhSln7KJJggj2H8q7zY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RgGkpSGK9ohCYvWxQmCGaao4UxWu9cxH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RgGkpSGK9ohCYvWxQmCGaao4UxWu9cxH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RgGkpSGK9ohCYvWxQmCGaao4UxWu9cxH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RgGkpSGK9ohCYvWxQmCGaao4UxWu9cxH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x08NQr85ujLun5EjrzYcvBgQFgLc3-yX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x08NQr85ujLun5EjrzYcvBgQFgLc3-yX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x08NQr85ujLun5EjrzYcvBgQFgLc3-yX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x08NQr85ujLun5EjrzYcvBgQFgLc3-yX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_nTHZIewftap8v0RvPVpo6hOMGPOZUo4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_nTHZIewftap8v0RvPVpo6hOMGPOZUo4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_nTHZIewftap8v0RvPVpo6hOMGPOZUo4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_nTHZIewftap8v0RvPVpo6hOMGPOZUo4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MT9POrR4W5XJE-3OJHAp4J2ab-bWs66J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MT9POrR4W5XJE-3OJHAp4J2ab-bWs66J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MT9POrR4W5XJE-3OJHAp4J2ab-bWs66J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MT9POrR4W5XJE-3OJHAp4J2ab-bWs66J?usp=drive_link

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran
tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan
salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi
tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah

sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan
Sasaran 1l : Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
Indikator 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%).
Indikator 2 : Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD).
Indikator 3 : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga
barang kebutuhan pokok (%).
Indikator 4 : Inflasi pangan bergejolak (%).

Tujuan 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja  Sektor Industri

Pengolahan Non Migas.
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Indikator 5

Indikator 6
Indikator 7
Indikator 8

. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

(%).

. Nilai ekspor produksi industry non-migas (US$ juta).
: Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa).
: Cakupan bina pelaku IKM (persen).

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

(Good Governance and Clean Government).

Sasaran 3

Indikator 9

: Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel,

inovatif, efisien dan transparan.

. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
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Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Meningkatkan PDRB Kontribusi PDRB sektor 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
Sektor Perdagangan perdagangan (%)
Meningkatnya kinerja Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 3.828,92 5.203,94 5.849,88 6.648,15 6.903,07 7.274,98
Sektor Perdagangan (Juta USD)
Persentase stabilitas dan jumlah 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
ketersediaan harga barang
kebutuhan pokok (%)
Inflasi pangan bergejolak (%) 3-5 35 35 35 35 35
2 | Meningkatkan PDRB Kontribusi PDRB Industri 11,37% 11,69% 12,00% 12,60% 13,20% 13,80%
Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
Pengolahan
Meningkatnya kinerja Nilai ekspor produksi industry non- 1.097 1371 1.646 1.920 2.194 2.468
Sektor Industri migas (US$ juta)
Pengolahan Non Migas
Jumlah tenaga kerja di sektor 67.823 67.911 68.000 68.088 68.176 68.264
industry (jiwa)
Cakupan bina pelaku IKM (persen) 13,83 11-14 11-14 11-14 11-14 11-14
3 | Mewujudkan tata kelola Terwujudnya Indeks Reformasi Birokrasi 60 62 64 66 68 70,05
kepemerintahan yang pemerintahan yang Perangkat Daerah
baik dan bersih (Good akuntabel, inovatif,
Governance and Clean efisien dan transparan
Government)
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Adapun dengan adanya Penyelarasan terhadap Arsitektur Kinerja, pada Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 diselaraskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 (Arsitektur Kinerja)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

No Sasaran Indikator Sasaran
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 | Meningkatnya Kontribusi Laju pertumbuhan na na na na 7,07 7,08
PDRB Perdagangan PDRB ADHK Sektor
Perdagangan (%)
2 | Meningkatnya Nilai Nilai Ekspor Bersih 3.828,92 | 5.203,94 | 9.525,71 | 10.668,80 | 11.949,06 | 13.382,94
Ekspor Bersih (Juta USD)
3 | Terwujudnya Koefisien Variasi na na na na 7,20 7,10
Pemerataan Harga Harga Antar
Barang Pokok antar wilayah tingkat
wilayah di sulawesi Provinsi (%)
Tengah
4 Meningkatnya Kontribusi Kontribusi PDRB 11,37 11,69 32,00 41,00 41,45 42,00

PDRB Industri
Pengolahan Non Migas

Industri
Pengolahan
Non Migas (%)

Pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
telah menyusun dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah

satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu :

“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi

berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

yang berkeadilan”.

Sejalan dengan Misi ke-2 RPJIMD 2025-2029 diatas, maka cita-cita yang menjadi

tujuan, sasaran,

indikator

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2025-2029), adalah sebagai

berikut:
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Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN TARGET TAHUN
SASARAN
BASELINE
ANG TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 | ET
RELEVAN
@) 2 ®) (4) Q) (6) @) (®) 9) (10) (11) (12)
Meningkatnya | Meningkatkan Rasio PDRB 41,18 40,97-41,45 | 41,5-42,48 | 42,5-43,99 | 43,5-45,49 | 47,00-50,99 | 48,51-51,1
PDRB Sektor PDRB Sektor Industri
Unggulan Unggulan Pengolahan (%)
Daerah (%) Daerah (%) Meningkatnya Koefisien Variasi 7,4 11,1 10,93 10,75 10,58 10,4 10,23
Pemerataan Harga Antar
Distribusi dan wilayah tingkat
Harga Barang Provinsi (%)
Kebutuhan
Pokok
Antarwilayah di
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Meningkatnya Nilai Ekspor 10.540,90 11.041,52 11.543,86 12.046,11 12.548,26 12.850,33 13.152,40
Ekspor Barang | Bersih
dan Jasa Perdagangan (Juta
UsD)
Ekspor Barang 159,47 90,74 - 92,80 — 94,91 - 96,50 — 98,80 — 101,20 -
dan Jasa (PDRB) 92,16 94,15 96,50 98,79 101,20 103,16
(%)
Meningkatnya Nilai ekspor 17.828,09 18.398,59 18.969,09 19.539,59 20.110,09 20.113,29 20.116,00
Nilai ekspor produksi industry
produk industri | non-migas (Juta
non migas uUsD)
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Meningkatnya | Jumlah tenaga 135.160 135.417,00 | 135.674,00 | 135.931,00 | 136.188,00 | 136.445,00 | 136.702,00
tenaga kerja di kerja di sektor

sektor industry | industry (Orang)

Meningkatnya Proporsi Jumlah 1,21 1,31 1,51 1,72 1,92 2,12 2,32
Proporsi Jumlah | Industri Kecil dan

Industri Kecil Menengah pada

dan Menengah | level provinsi (%)

pada

level provinsi
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2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan10 program
yang terdiri dari 6 program Urusan Perdagangan, 3 program Urusan Perindustrian,
dan 1 program penunjang. Adapun Struktur program dan kegiatan tahun 2025
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO

URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHAN(Rp)

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN(Rp)

BERTAMBAH /
BERKURANG

Bidang DAGRI

Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

78.766.650

37.397.250

41.369.400

Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan
Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan
Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Provinsi

78.766.650

37.397.250

41.369.400

Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

191.038.800

99.354.400

91.684.400

Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi
Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta
Pasar Lelang Komaoditas

191.038.800

99.354.400

91.684.400

Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

1.570.790.550

1.550.525.250

20.265.300

Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah
Provinsi

110.756.950

56.075.200

54.681.750

Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam
Sistem

Informasi Perdagangan

1.395.862.850

1.464.417.550

-68.554.700

Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat
Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

64.170.750

30.032.500

34.138.250

Prog. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam
Negeri

255.899.000

124.368.300

131.530.700

Keg. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

107.037.250

51.457.600

55.579.650

Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk
Dalam Negeri

108.299.750

58.475.900

49.823.850

Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri

40.562.000

14.434.800

26.127.200

Bidang DAGLU

Prog. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

236.290.850

113.651.400

122.639.450
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Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi 236.290.850 113.651.400 122.639.450
Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai
Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal
Importir (API)
Prog. Pengembangan Ekspor 671.189.600 614.146.350 57.043.250
Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui 671.189.600 614.146.350 57.043.250
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Bidang PSDI
Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri 1.100.470.800 622.934.000 477.536.800
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana 1.100.470.800 622.934.000 477.536.800
Pembangunan Industri Provinsi
Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri 277.999.750 183.910.850 94.088.900
Keg. Penerbitan I1zin Usaha Industri (1UI), Izin 277.999.750 183.910.850 94.088.900
Perluasan Usaha Industri (IPUI), 1zin Usaha
Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Bidang SP2I
Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri 4.986.000.300 4.927.745.250 58.255.050
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana 4.986.000.300 4.927.745.250 58.255.050
Pembangunan Industri Provinsi
Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri 90.206.138 38.057.735 52.148.403
Nasional
Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk 1UI, IPUI, 90.206.138 38.057.735 52.148.403
IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
UPT PSMB
Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 529.227.358 440.935.431 88.291.927
Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu 529.227.358 440.935.431 88.291.927
Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
UPT P2IPK
Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri 1.023.301.752 1.155.456.316 -132.154.564
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana 1.023.301.752 1.155.456.316 -132.154.564
Pembangunan Industri Provinsi
UPT P2K
Prog. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 1.235.414.000 1.077.726.800 157.687.200
Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh 1.013.626.150 945.669.400 67.956.750
Daerah Kabupaten/Kota
Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar 221.787.850 132.057.400 89.730.450
dan/atau Jasa di Seluruh Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah 12.246.595.548,00 10.986.209.332,00 | 1.260.386.216,00
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Tabel 2.5

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO

URAIAN ROGRAM /

KEGIATAN

ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN(Rp)

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN(Rp)

BERTAMBAH /
BERKURANG

SEKRETARIAT

Prog.

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

19.938.474.357

19.207.409.045

731.065.312

Keg.

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

780.179.900

376.917.250

403.262.650

Keg.

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

16.749.050.447

16.810.158.300

-61.107.853

Keg.

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

176.472.000

121.135.500

55.336.500

Keg.

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

170.271.100

58.145.000

112.126.100

Keg.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

394.209.290

366.492.675

27.716.615

Keg.

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

506.422.300

230.882.900

275.539.400

Keg.

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

533.856.820

481.703.620

52.153.200

Keg.

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

628.012.500

761.973.800

-133.961.300

UPT. PS

MB

Prog.

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

7.193.857.805

7.309.956.079

-116.098.274

Keg.

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

284.430.000

284.430.000

Keg.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

172.926.281

83.813.113

89.113.168

Keg.

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

6.399.941.876

6.550.618.826

-150.676.950

Keg.

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

234.109.648

264.726.848

-30.617.200

Keg.

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

102.450.000

126.367.292

-23.917.292

UPT. P2

IPK

Prog.

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

982.971.623

784.053.125

198.918.498
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Keg.

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

504.900.000

391.740.000

113.160.000

Keg.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

64.486.765

45.423.315

19.063.450

Keg.

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

86.125.000

86.125.000

Keg.

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

184.411.858

199.436.310

-15.024.452

Keg.

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

143.048.000

147.453.500

-4.405.500

UPT. P2K

Prog.

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

392.483.200

370.324.400

22.158.800

Keg.

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

231.960.000

231.960.000

0

Keg.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

57.364.500

28.045.700

29.318.800

Keg.

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

48.606.800

48.606.800

Keg.

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

54.551.900

61.711.900

-7.160.000

Jumlah

28.507.786.985

27.671.742.649

836.044.336

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun
2025 sebelum revisi sebesar Rp. 40.754.382.533 dan Rp. 38.657.951.981,30

sesudah revisi, seperti dalam tabel dibawah ini:
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Tabel 2.6 Pagu Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian Pagu TA 2025 | Pagu Akhir TA 2025
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH 212.500.000 218.500.000
(PAD)
Retribusi Daerah 167.500.000 173.500.000
Lain-lain PAD yang Sah 45.000.000 45.000.000
BELANJA DAERAH 40.754.382.533 38.657.951.981,30
BELANJA OPERASI 40.148.796.633 32.049.110.105,30
Belanja Pegawai 15.134.383.497 15.389.417.000,30
Belanja Barang dan Jasa 24.214.413.136 15.859.693.105,00
Belanja Hibah 800.000.000 800.000.000,00
BELANJA MODAL 605.585.900 6.608.841.876,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 605.585.900 6.608.841.876,00
Jumlah Belanja 40.754.382.533 38.657.951.981,30

2.3 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka untuk

tahun 2021-2026 IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi

Tengah yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran

No IKU IKU Penjelasan/Formulasi Sumber Data PRSI
Jawab
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya 1  Laju pertumbuhan Penjelasan : BPS BID. DAGRI,
Kontribusi PDRB PDRB ADHK . UPTD. PSMB,
sektor perdagangan Sektor Perdagangan | Laju pertumbuhan PDRB ADHK UPTD. P2K

di Sulawesi Tengah (%)

Sektor Perdagangan dihitung
dengan menggunakan rumus
perhitungan growth ratio. Growth
ratio adalah parameter yang
digunakan untuk menunjukkan
persentase pertumbuhan suatu
variabel dalam kurun waktu
tertentu.

Formulasi :
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(Nilai PDRB ADHK Sektor
Perdagangan tahun berjalan -nilai
PDRB ADHK Sektor
Perdagangan tahun
sebelumnya)/PDRB ADHK
Sektor Perdagangan tahun
sebelumnya x 100%
2 Meningkatnya Nilai Nilai Ekspor Bersih | Penjelasan : BPS BID. DAGLU
i Juta USD
Ekspor Bersih ( ) Ekspor bersih sama dengan
ekspor dikurangi impor. Nilai
positif dari ekspor bersih (surplus
perdagangan) dan Nilai negatif
ekspor neto (defisit perdagangan)
Formulasi :
Nilai Ekspor Bersih =Nilai
Ekspor- nilai impor
3 Terwujudnya Koefisien Variasi Penjelasan : Data BID. DAGRI,
Pemerataan Harga Harga Antar Pemantauan UPTD. PSMB,
Barang Pokok antar wilayah tingkat harga Bidang | UPTD. P2K
wilayah di sulawesi Provinsi (%) Disparitas Harga pada Barang Pengembangan
Tengah Kebutuhan Pokok dan Barang Perdagangan
Penting di antara Kabupaten/Kota | Dalam Negeri
di dalam Satu Provinsi
Formulasi :
(KVH(barang 1) + KVH
(barang2) + KVH (barang_n)) /
jumlah bapokting
4 Meningkatnya Kontribusi PDRB Penjelasan : BPS BID. PSDI, BID.
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan . . SP2I, UPTD.
Industri Pengolahan Non Migas (%) Persentase PDRB sektor industri P2IPK
Non Migas terhadap total PDRB
Formulasi :
Jumlah Kontribusi PDRB Sektor
Industri / Jumlah Total PDRB x
100%
Adapun berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 IKU Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai sebagaimana tersebut
pada tabel berikut:
Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
No Tu;ualn P/(Slj\saran IKU Penjelasan/Formulasi Sumber Data | Penanggung Jawab
1 2 3 4 6 7
1 | Meningkatkan PDRB Rasio PDRB Penjelasan : BPS BID. PSDI, BID.
Sektor Unggulan Industri SP21, UPTD. P2IPK

Daerah

Pengolahan (%)
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Persentase PDRB sektor industri
terhadap total PDRB

Formulasi :




Jumlah Kontribusi PDRB Sektor
Industri / Jumlah Total PDRB x
100%

Meningkatnya Koefisien Variasi Penjelasan : Data BID. DAGRI, UPTD.
Pemerataan Distribusi Harga Antar Pemantauan PSMB, UPTD. P2K
dan Harga Barang wilayah tingkat Disparitas Harga pada Barang harga Bidang
Kebutuhan Pokok Provinsi (%) Kebutuhan Pokok dan Barang Pengembangan
Antarwilayah di Penting di antara Kabupaten/Kota Perdagangan
Provinsi Sulawesi di dalam Satu Provinsi Dalam Negeri
Tengah Formulasi :
(KVH(barang 1) + KVH (barang2)
+ KVH (barang_n)) / jumlah
bapokting
Meningkatnya Ekspor Nilai Ekspor Penjelasan : BPS BID. DAGLU
Barang dan Jasa Bersih Ekspor bersih sama dengan ekspor
Perdagangan (Juta | gikurangi impor. Nilai positif dari
usD) ekspor bersih (surplus
perdagangan) dan Nilai negatif
ekspor neto (defisit perdagangan)
Formulasi
Nilai Ekspor Bersih =Nilai Ekspor-
nilai impor
Ekspor Barang Penjelasan : BPS BID. DAGLU
doan Jasa (PDRB) | Ekspor barang dan jasa (% PDRB)
(%) merupakan share ekspor barang
dan jasa terhadap PDRB Provinsi.
Formulasi
Ekspor Barang dan Jasa = Total
Ekspor Barang dan Jasa
PDRB ADHK x 100%
Meningkatnya Nilai Nilai ekspor Penjelasan : BPS BID. SP2I
ekspor produk produksi industry . .
industri non migas non-migas (Juta Nilai ekspor produksi industry non-
USD) migas merupakan nilai ekspor
produksi industri pengolahan non-
migas
Formulasi :
Nilai ekspor produksi industry non-
migas = Nilai Ekspor Industri
Pengolahan - Nilai Ekspor Industri
Pengolahan Migas
Meningkatnya tenaga Jumlah tenaga Penjelasan : BPS BID. PSDI
kerja di sektor kerja di sektor . (SAKERNAS)
industry industry (jiwa) Jumlah tenaga kerja yang terserap
pada sektor industry
Formulasi :
Jumlah tenaga kerja di sektor
industry hasil Survey SAKERNAS
Meningkatnya Proporsi Jumlah Penjelasan : Data Hasil BID. PSDI, BID.
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan . . . Rekon Industri | SP2I, UPTD. P2IPK
Industri Kecil dan Menengah pada Proporsi jumlah industri kecil dan | gjq gpp)

Menengah pada
level provinsi

level provinsi (%)

menengah merupakan
perbandingan jumlah unit industri
kecil dan menengah terhadap
seluruh unit industri pada tahun
yang sama.

Formulasi :
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Industri Kecil dan Menengah /

‘ Proporsi IKM = Jumlah Unit ‘ ‘

Total Jumlah Unit Industri

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

» RENSTRA 2021-2026

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
No Tujuan/Sasaran IKU IKU Target
1 Meningkatnya Kontribusi PDRB 1  Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor 7,07
sektor perdagangan di Sulawesi Perdagangan (%)
Tengah
2 Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih 2 Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) 11.949,06
3 Terwujudnya Pemerataan Harga 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat 7,20
Barang Pokok antar wilayah di Provinsi (%)
sulawesi Tengah
4 Meningkatnya Kontribusi PDRB 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non 41,45
Industri Pengolahan Non Migas Migas (%)
» RENSTRA 2025-2029
Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
No Tujuan/Sasaran IKU IKU Target
1 Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 40,97-41,45
(%)
2 Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Koefisien Variasi Harga Antar 11,1
Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di wilayah tingkat Provinsi (%)
Provinsi Sulawesi Tengah
3 Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta 11.041,52
uUsD)
Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) 90,74 - 92,16
4 Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non Nilai ekspor produksi industry non- 18.398,59
migas migas (Juta USD)
5 Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry Jumlah tenaga kerja di sektor industry 135.417,00
(Orang)
6 Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan 1,31

Menengah pada
level provinsi

Menengah pada
level provinsi (%)
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi
Tengah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai rencana kinerja yang
telah dilaksanakan dalam tahun 2025, pencapaian kinerja atau realisasi pencapaian
sasaran dan analisis terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis.
Penetapan indikator kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Tahun 2025 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025,
Rencana Kerja Tahun 2025, Renstra Tahun 2021-2026, dan Renstra Tahun 2025-
2029.

Pengukuran Kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan
membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Pengukuran mengacu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai

peringkat Kinerja sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja l;ggfé;iﬁi?::::?: Kode

1 91% < 100% Sangat tinggi

2 76% < 90% Tinggi Hijau Muda

3 66% < 75% Sedang Kuning Tua

4 51% < 65% Rendah Kuning Muda

5 < 50% Sangat Rendah ﬁ
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» RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026

No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Kinerja 2025 Kategori Sumber
Tujuan/Sasaran Target | Realisasi** | Capaian* Data
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan Meningkatnya Laju pertumbuhan % 7,07 5,12 72,42 Sedang BPS diolah
PDRB Sektor Kontribusi PDRB PDRB ADHK kembali oleh
Perdagangan sektor perdagangan di Sektor Perindag
Sulawesi Tengah Perdagangan (%)
Meningkatnya Nilai Nilai Ekspor Juta USD | 11.949,06 | 11.003,93 92,09 Sangat BPS diolah
Ekspor Bersih Bersih (Juta USD) Tinggi kembali oleh
Perindag
Terwujudnya Koefisien Variasi % 7,2 59 118,06 Sangat Data
Pemerataan Harga Harga Antar Tinggi Pemantauan
Barang Pokok antar Wllayah tlngkat Harga Bid
wilayah di sulawesi Provinsi (%) DAGRI
Tengah
2 | Meningkatkan Meningkatnya Kontribusi PDRB % 41,45 41,24 99,49 Sangat BPS diolah
PDRB Sektor Kontribusi PDRB Industri Tinggi kembali oleh
Industri Industri Pengolahan Pengolahan Non Perindag
Pengolahan Non Migas Migas (%)

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara
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» RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029

. . . Realisasi Kinerja 2025 .
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan — : Kategori Sumber Data
Target Realisasi** | Capaian*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Meningkatkan Rasio PDRB Industri % 40,97- 41,24 99,49 Sangat Tinggi | BPS diolah kembali
PDRB Sektor Pengolahan (%) 41,45 oleh Perindag
Unggulan Daerah
(%) Meningkatnya Pemerataan Koefisien Variasi Harga % 11,10 5,90 146,85 Sangat Tinggi | Data Pemantauan
Distribusi dan Harga Barang Antar wilayah tingkat Harga Bid DAGRI
Kebutuhan Pokok Provinsi (%)
Antarwilayah di Provinsi
Sulawesi Tengah
Meningkatnya Ekspor Nilai Ekspor Bersih JutaUSD | 11.041,52 | 11.003,93 99,66 Sangat Tinggi | BPS diolah kembali
Barang dan Jasa Perdagangan (Juta USD) oleh Perindag
Ekspor Barang dan Jasa % 90,74 - 132,25 143,50 | Sangat Tinggi | BPS diolah kembali
(PDRB) (%) 92,16 oleh Perindag
Meningkatnya Nilai ekspor Nilai ekspor produksi JutaUSD | 18.398,59 | 19.325,87 105,04 Sangat Tinggi | BPS diolah kembali
produk industri non migas industry non-migas (Juta oleh Perindag
usD)
Meningkatnya tenaga kerja Jumlah tenaga kerja di Orang 135.417,00 | 137.860 101,80 Sangat Tinggi | BPS diolah kembali
di sektor industry sektor industry (Orang) oleh Perindag
Meningkatnya Proporsi Proporsi Jumlah Industri % 1,31 2,32 177,10 Sangat Tinggi | Data Rekon Bid.
Jumlah Industri Kecil dan Kecil dan Menengah pada Industri
Menengah pada level level provinsi (%)
provinsi

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara
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Pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-

2029 yang tertera sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
secara kumulatif sepanjang tahun 2025. Perbandingan antara realisasi dengan target
indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100
persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi,
sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target
dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuh, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam
proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian Kinerja pada Laporan
Kinerja Tahun 2025 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter

indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:
Capaian ) Realisasi < 100%
Kinerja Rencana

Rumus 2:
Capaian _ Rencana - (Realisasi - Rencana) % 100%
Kinerja Rencana

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik
jika semakin besar nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian
indikator kinerja yang semakin baik jika semakin kecil nilainya. Persentase capaian
kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam

Perjanjian Kinerja.
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» RENSTRA 2021-2026
Tabel 3.4
Target dan Realisasi PERINDAG Sulteng Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2021-2026

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi** Ca[(:)f)lan
1 2 3 4 5 6
1 | Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor | Laju pertumbuhan PDRB ADHK 7,07 5,12 72,42
perdagangan di Sulawesi Tengah Sektor Perdagangan (%)
Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) 11.949,06 11.003,93 92,09
3 | Terwujudnya Pemerataan Harga Barang | Koefisien Variasi Harga Antar 7,2 59 118,06
Pokok antar wilayah di sulawesi Tengah | wilayah tingkat Provinsi (%)
4 | Meningkatnya Kontribusi PDRB Kontribusi PDRB Industri 41,45 41,24 99,49
Industri Pengolahan Non Migas Pengolahan Non Migas (%)

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025 * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Analisis capaian Kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan

sebagai berikut:

SS 1: Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)
IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)
Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan
pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan harga.
Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan
tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi sebesar 5,12%
dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Penurunan laju pertumbuhan PDRB
ADHK sektor perdagangan merupakan salah satu indikasi adanya perlambatan
aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan dinamika konsumsi
masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas perekonomian daerah data yang
digunakan merupakan data rilis BPS dalam Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi
Tengah Triwulan 1V-2025, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan

Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih
2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)
Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan

nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika
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Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai
memiliki target yang ditetapkan 11.949,06 Juta USD dan terealisasi sebesar
11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 92,09%. Secara umum
capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya
ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai
ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh
melampaui nilai impor.

Adapun Laporan Ekspor tahun 2025 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi
Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor
Daerah tahun 2025 berikut:

Tabel 3.5
Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2025 (US$ Juta)
BPS
T I o
JUTA USS$ | JUTA US$ JUTA US$

JANUARI 1.709,61 616,15 1.093,46
FEBRUARI 1.515,99 1.231,19 284,80
MARET 1.870,51 783,50 1.087,01
APRIL 1.612,54 943,37 669,17
MEI 1.968,45 863,07 1.105,38
JUNI 1.750,61 1.119,84 630,77
JULI 1.635,79 916,79 719,00
AGUSTUS 1.938,36 805,92 1.132,44
SEPTEMBER 2.091,75 1.064,33 1.027,42
OKTOBER 2.169,74 1.019,06 1.150,68
NOPEMBER 1.756,53 847,73 908,80
DESEMBER 2.339,60 1.101,58 1.238,02
TOTAL 22.316,46 | 11.312,53 11.003,93

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di

sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)
Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan

tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota
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dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan
simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga
antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 7,2 % dan terealisasi sebesar
5,9% dengan tingkat capaian sebesar 81,94%. Koefisien variasi harga
antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga
antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat
perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya
distribusi.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4.

IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

41,24 % dari 41,45 % yang ditargetkan menunjukkan bahwa perekonomian
daerah ini sangat bergantung pada aktivitas industri, khususnya industri
pengolahan non-migas. Tingginya kontribusi sektor ini mencerminkan peran
strategis industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian daerah,
baik dari sisi penciptaan nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja. Kuatnya
peran industri pengolahan juga mengindikasikan bahwa struktur ekonomi
Sulawesi Tengah telah bergerak menuju industrialisasi berbasis sumber daya
alam, terutama melalui pengolahan hasil pertambangan dan komoditas primer.
Namun demikian, dominasi yang terlalu besar pada satu sektor juga berpotensi
menimbulkan kerentanan ekonomi apabila terjadi perlambatan produksi atau
fluktuasi harga komoditas. Capaian sebesar 99,49% menunjukkan bahwa
indikator ini hampir memenuhi target dan secara umum dapat dikategorikan
sebagai kinerja sangat baik. Selisih yang terjadi relatif kecil dan tidak
menunjukkan deviasi signifikan dari perencanaan. Kontribusi Industri
Pengolahan Non Migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan indikator penting dalam menilai Struktur ekonomi daerah, Tingkat
industrialisasi dan Ketahanan ekonomi non-berbasis sumber daya alam.
Beberapa kemungkinan penyebab tidak tercapainya target secara penuh antara
lain :

*  Perlambatan pertumbuhan subsektor industri tertentu

*  Fluktuasi harga bahan baku atau energi
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+  Gangguan rantai pasok

»  Penurunan permintaan domestik/ekspor

»  Pertumbuhan sektor lain yang lebih tinggi sehingga menurunkan proporsi

kontribusi industri pengolahan

» RENSTRA 2025-2029

Target dan Realisasi PERINDAG Sulteng Tahun 2025
berdasarkan Renstra 2025-2029

Tabel 3.6

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi** | Capaian %

1 2 3 4 5 6

1 | Meningkatkan PDRB Sektor Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 40,97-41,45 41,24 99,49
Unggulan Daerah (%)

2 | Meningkatnya Pemerataan Koefisien Variasi Harga Antar wilayah 11,10 5,90 146,85
Distribusi dan Harga Barang tingkat Provinsi (%)
Kebutuhan Pokok Antarwilayah di
Provinsi Sulawesi Tengah

3 | Meningkatnya Ekspor Barang dan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta 11.041,52 11.003,93 99,66
Jasa UsD)

Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) 90,74 - 92,16 132,25 143,50

4 | Meningkatnya Nilai ekspor produk | Nilai ekspor produksi industry non- 18.398,59 19.325,87 105,04
industri non migas migas (Juta USD)

5 | Meningkatnya tenaga kerja di Jumlah tenaga kerja di sektor industry 135.417,00 137.860 101,80
sektor industry (Orang)

6 | Meningkatnya Proporsi Jumlah Proporsi Jumlah Industri Kecil dan 1,31 2,32 177,10
Industri Kecil dan Menengah pada | Menengah pada level provinsi (%)
level provinsi

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025 * Angka sementara **Angka Sangat Sementara
Analisis capaian Kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan

sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%0)
1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi
industri pengolahan dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan
tingkat industrialisasi dan kekuatan sektor manufaktur dalam perekonomian.
Rasio PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah yang mencapai 41,24
persen menunjukkan bahwa struktur perekonomian provinsi ini sangat
didominasi oleh sektor industri, khususnya industri berbasis pengolahan sumber
daya alam. Dari range 40,97-41,45 yang ditargetkan dengan realisasi 41,24 %

atau 99,49 %, angka ini berarti hampir setengah aktivitas ekonomi Sulawesi
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Tengah berasal dari industri pengolahan. Dibandingkan banyak provinsi lain di
Indonesia, rasio ini tergolong sangat tinggi, sehingga Sulawesi Tengah dapat
dikategorikan sebagai daerah dengan industrial-led economy, bukan lagi
berbasis pertanian atau jasa. Tingginya rasio ini terutama dipengaruhi oleh
industri pengolahan logam dasar, khususnya nikel, Keberadaan kawasan
industri besar seperti IMIP Morowali, Kebijakan hilirisasi mineral yang
mendorong pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi
dan masuknya investasi besar, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Karena target ditetapkan dalam bentuk interval (range), maka capaian 41,24%
dapat dinyatakan : Memenuhi target kinerja, Berada mendekati batas atas
rentang (upper bound), Mengindikasikan performa yang optimal dalam koridor
perencanaan. Jika dihitung terhadap nilai tengah rentang (41,21%), maka
realisasi sedikit lebih tinggi (+0,03 poin persentase), menunjukkan
kecenderungan kinerja yang stabil dan positif.

Tabel 3.7
Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah
No Nama Kawasan Industri Lokasi Status
1 PT. AMUGRAH SAMALAGI KAB. MOROWALI SWASTA
INDUSTRIAL PARK (ASIP)
2 ENAM SEMBILAM KAWASAM KAB. MOROWALI SWASTA
INDUSTRI (ESKI) UTARA
3 INDONESIA HUABAO KAB. MOROWALI SWASTA
INDUSTRIAL PARK
4 KAWASAN INDUSTRI KAB. MOROWALI SWASTA
MOROWALI
5 KAWASAN INDUSTRI PALU KOTA PALU SWASTA
6 KAWASAN INDUSTRI KAB. MOROWALI SWASTA
STARDUST UTARA
7 NEO ENERGY MOROWALI KAB. MOROWALI SWASTA
INDUSTRIAL ESTATE (NEMIE)
8 NEO ENERGY PARIMO KAB. PARIGI SWASTA
INDUSTRIAN ESTATE MOUTONG
9 QINGDAO INDONESIA KAB. MOROWALI SWASTA
INDUSTRIAL PARK

Sumber : Bidang SP2I, Dinas Perindag, 2025
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SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan

Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan
tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota
dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan
simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga
antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 11,10% dan terealisasi
sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 146,85%. Koefisien variasi harga
antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga
antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat
perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya
distribusi.

Selama tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan
kegiatan pasar murah / operasi pasar sebanyak 20 kali dalam rangka stabilitas
harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota,

menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya

kelangkaan.
Tabel 3.8
Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar Tahun 2025
. . Waktu Nilai Nilai
No. Pasar Murah / Operasi Pasar Lokasi Pelaksanaan Subsidi Transaksi
1 Dalam Rangka Penanganan dan Lapangan Sepak 26 - 27 58.100.000 | 363.800.200
Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi Bola Kel. Nunu Kec. Februari
Tengah serta menjelang Perayaan Hari | Tatanga Kota Palu
Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
Menyambut bulan Suci Ramadhan
2 Dalam Rangka Penanganan dan Lapangan Sepak 18 -19 Maret | 67.050.000 | 344.114.000
Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi Bola Telkom 2025
Tengah serta menjelang Perayaan Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
Menyambut Idul Fitri 1 syawal 1446 H
Tahun 2025
3 Dalam Rangka Penanganan dan Desa Pangalasiang 30 April -1 15.100.000 64.500.000
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi Kab. Donggala Mei 2025
Harga Daerah Sulawesi Tengah
4 Dalam Rangka Penanganan dan JI. Diponegoro 03 — 04 Juni 72.580.000 | 416.836.000
Pengendalian Inflasi Daerah Sulawesi | (Halaman Kosong 2025

Tengah serta menjelang Perayaan
Hari Besar Keagamaan Nasional
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10

11

12

13

14

15

16

(HBKN) Menyambut Idul Adha 1446
H

Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan
STQH Ke XXVII Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah
Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke
79 tahun 2025 dan Penbgendalian
Inflasi serta Stabilisasi Harga Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka Pelaksanaan Program
Terminal dan Transportasi Pangan
Terpadu (TETRA PANDU),
Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi
Harga

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah
Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam rangka Pelaksanaan Program
Terminal dan Transportasi Pangan
Terpadu (TETRA PANDU),
Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi
Harga

Dalam rangka Pelaksanaan Program
Terminal dan Transportasi Pangan
Terpadu (TETRA PANDU),
Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi
Harga

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Lapangan Voli 24 — 25 Juni
Sintuvu Maroso 2025
Kab. Poso

Halaman Kantor 03 Juli 2025
POLDA SULTENG

Desa Bainaa dan 06 - 08
Desa Bainaa Barat Agustus 2025
Kec. Tinombo Kab.

Parigi Moutong

Mako Lanal, Kel. 11-12
Sidoarjo dan September
Mangala Kodim 2025
1305BT, Kel. Baru,

Kec. Baolan Kab.

Toli-toli

Pasar Tani Kec. 17 -18
Luwuk Kab. September
Banggai 2025
Halaman Gedung 24 - 25
Morokoa Kec. September
Kolonodale Kec. 2025
Petasia Kab.

Morowali Utara

Alun-alun Desa 8 — 9 Oktober
Matansala Kec. 2025
Bungku Tengah

Kab. Morowali

Halaman Kantor 29 -30
Kec. Ampana Kota Oktober 2025
dan Halaman Kantor

Kelurahan Dondo

Barat Kec. Ratulindo

Kab. Tojo Una-una

Desa Malino dan 02-04
Desa Onggulara September
Kec. Banawa 2025
Selatan Kab.

Donggala

Halaman Puskesmas 04 -05
Pembantu Kel. Tipo November
Kec. Palu Barat 2025
Kota Palu

Kantor Camat Parigi 06 -07
Barat dan Kantor November
Desa Baliara Kec. 2025
Parigi Barat Kab.

Parigi Moutong

RTH Taiganja Desa 11-12
Kalukubula Kec. November
Sigi Biromaru Kab. 2025

22.374.000

20.064.000

18.1850.000

36.000.000

50.800.000

44.150.000

44.400.000

60.250.000

18.100.000

41.400.000

38.900.000

40.000.000
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177.419.000

177.419.000

112.850.000

241.300.000

266.769.000

196.350.000

225.700.000

231.250.000

67.500.000

194.750.000

156.900.000

156.900.000
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18

19

20

Sumber : Bid. DAGRI Disperindag, 2025

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka Penanganan dan
Pengendalian Inflasi serta Stabilisasi
Harga Daerah Sulawesi Tengah

Dalam Rangka HUT KORPRI Ke 54,
HBKN Natal 2025 dan tahun Baru
2026 sertaPengendalian Inflasi dan
Stabilisasi Harga Daerah Sulawesi
Tengah

Sigi

Halaman Kantor
Camat Siniu,
Kecamatan Siniu,

Kab. Parigi Moutong

Balai Desa
Tompodau dan
Halaman Kantor
Camat Tinangkung
Kec. Tinangkung
Kab. Banggai
Kepulauan

Desa Lokotoy Kec.
Banggai Utara dan
area Pelabuhan
Kontainer Kec.
Banggai Kab.
Banggai laut
Halaman Parkir
Restaurant Mary
Glow Kel. Lolu
selatan Kec. Palu
selatan Kota Palu

13-14
November
2025

19-20
November
2025

19-20
November
2025

09 -10
Desember
2025

38.900.000

39.640.000

39.640.000

80.935.000

130.750.000

129.870.000

129.870.000

300.165.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan

pemantauan harga BAPOKTING, berikut rekapitulasi hasil pemantauan harga

beberapa komoditi pantauan selama Tahun 2025 :
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Tabel 3.9 Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari — Desember 2025)

Tahun 2025 Standar Rata2 KV x Bobot
o .. KV Bobot
Komoditi Deviasi 2025 _ . (e=cxd)
Januari | Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus |September| Oktober | November | Desember (a) (b) (c=a/bx100%) | (d)
Beras Medium 13.257 13.475 13.582 13.439 13.177 13.700 15.022 15.602 15.117 14.396 13.635 13.571 821,1 13.998 59| 3,80 22,3
Kedelai 14.000 13.758 13.807 14.333 14.333 14.333 14.246 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 198,7 14.068 1,41 036 0,5
Cabe Merah Keriting 34619 39.071 45.687 49.078 56.039 51.734 50.121 41.664 41.551 37.287 36.046 37.386 7.017,6 43.357 16,2 | 0,53 8,6
Cabe Rawit Merah 60.375 56.150 75.095 69.284 62.102 59.593 71.656 50.420 48.151 42413 33.744 52.785| 12.1751 56.814 21,4 | 0,16 34
Bawang Merah 40.626 37.067 42.794 45.111 40.891 47.024 50.775 58.481 50.062 42.829 40.521 51.997 6.155,5 45.682 13,5| 0,50 6,8
Daging Ayam Ras 37.584 36.418 36.574 36.067 34.947 35335 34.172 33.358 34.401 35.219 35.467 37.714 1.328,1 35.605 37| 131 49
Daging Sapi 133.269 133.269 133.630 134.599 134.936 135.123 134.808 134.808 134.808 134.457 134.423 134.557 641,6 134.391 05| 0,65 0,3
Telur Ayam Ras 31.280 31.267 31.633 31.672 31.345 31.018 30.679 30.857 31.559 31.909 31.413 31.917 389,7 31.379 1,2| 0,76 0,9
lkan Kembung 30.583 30.688 31.132 33.750 32.485 29.333 30.054 31.583 31.750 31.069 30.833 32.857 1.232,2 31.343 39| 0,32 13
Minyak Goreng (MGR) 17.144 16.612 16.613 16.450 16.672 16.901 16.923 16.691 16.994 17.079 17.230 17.178 259,8 16.874 15| 081 1,2
Tepung Terigu 13.860 13.859 14.116 13.893 13.905 13.916 13.893 13.886 13.879 13.915 13.884 13.824 72,1 13.903 05| 0,04 0,0
Gula Pasir 19.083 19.242 19.384 19.422 19.452 19.517 19.282 19.019 18.976 18.960 18.843 18.730 259,1 19.159 1,41 0,40 0,5
Total 71,2 9,7 50,86
Koefisien Antar Wilayah 59

Koefisien antar waktu, KV Bapok = (3e / 3d) 53

Sumber : Bid. DAGRI Disperindag, 2025
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk komoditi seperti Cabe Merah
Keriting, dan Cabe Rawit memiliki nilai Koefisien Variasi > 15% hal ini
dikarenakan selama tahun 2025 harga dari 2 komoditi tersebut cenderung
berfluktatif antar waktu dan wilayah. Koefisien Variasi sendiri adalah
perbandingan Simpangan Baku (Standar Deviasi) dengan Rata-rata Hitung dan
dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk
melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien
variasi maka data semakin homogen (seragam), sedangkan semakin besar
koefisien variasi maka data semakin heterogen (bervariasi).

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3. IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai
ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta
dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih target
yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD
dengan tingkat capaian sebesar 99,66%. Namun secara umum capaian Nilai
Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai
ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi
Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan
industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.
Selama Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan aktif melaksanakan
kegiatan promosi untuk meningkatkan citra produk potensi ekspor.
Tabel 3.10
Kegiatan Pameran Tahun 2025
NAMA JUMLAH PELAKU
WAKTU NILAI
NO KEGIATAN/ USAHA YANG LOKASI
PAMERAN DIFASILITASI PELAKSANAAN TRANSAKSI
1  Pameran Semarak 3 Lapangan Imannuel, 19 April - 12 Mei 2025  64.214.000,00
Sulteng Nambaso JI. Prof. Moh.
Yamin
2 Pameran Sulteng 28 Atrium PGM Palu 18 - 19 Oktober 2025 25.228.000,00
Coffee Festival
3 Pameran Trade Expo 3 ICE BSD 15 - 19 Oktober 2025 47.971.000,00
Indonesia Tangerang
4 Festival Teluk 13 Pantai Kayubura 21 November - 23 28.200.000,00
Tomini (Eks. Sail Tomini) November 2025

Parigi Moutong
Sumber : Bid. DAGLU. Disperindag, 2025
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4. 1KU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)
Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi

ekspor barang dan jasa dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan

orientasi ekspor dan keterkaitan ekonomi daerah dengan pasar luar. Tahun 2025

indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) tercapai. Target yang ditetapkan

90,74 - 92,16 % dan terealisasi sebesar 128,48% dengan tingkat capaian sebesar

143,50%. Capaian yang tinggi ini menggambarkan tingkat keterbukaan

ekonomi daerah terhadap pasar luar (luar provinsi maupun luar negeri), yang

mana semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungan dan

kontribusi kegiatan ekspor dalam mendorong perekonomian daerah. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2025 menerbitkan 7.698 SKA.

Berikut perbandingan Nilai Ekspor berdasarkan data BPS terhadap SKA yang
diterbitkan oleh IPSKA yang berkedudukan.
Tabel 3.11

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2025 (US$ Juta) terhadap SKA

BPS SKA
JUTA US$ | JUTA US$ JUTA US$ JUTA US$ TON
JANUARI 1.709,61 616,15 1.093,46 826,98 | 38.363.888,17
FEBRUARI 1.515,99 1.231,19 284,80 954,58 | 86.509.755,31
MARET 1.870,51 783,50 1.087,01 786,39 | 43.356.057,98
APRIL 1.612,54 943,37 669,17 1.013,50 | 75.886.668,50
MEI 1.968,45 863,07 1.105,38 1.023,91 | 71.674.866,93
JUNI 1.750,61 1.119,84 630,77 1.050,56 | 50.178.247,11
JULI 1.635,79 916,79 719,00 858,03 | 50.969.944,86
AGUSTUS 1.938,36 805,92 1.132,44 867,98 | 37.266.231,73
SEPTEMBER 2.091,75 1.064,33 1.027,42 1.082,36 | 46.549.913,83
OKTOBER 2.169,74 1.019,06 1.150,68 957,02 | 34.049.063,93
NOPEMBER 1.756,53 847,73 908,80 896,28 | 46.435.166,59
DESEMBER 2.339,60 1.101,58 1.238,02 980,95 | 104.693.626,72
TOTAL 22.316,46 11.312,53 11.003,93 11.298,53 | 685.933.431,66

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025
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SS 3 : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

IKU 5 Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD)

Realisasi nilai ekspor produksi industri non-migas Provinsi Sulawesi Tengah
mencapai 19.325,87 juta USD dari 18.398,59 USD yang ditargetkan dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 105,04 %, capaian ini menunjukkan bahwa
kinerja ekspor yang sangat kuat dan berperan signifikan dalam mendorong
perekonomian daerah. Capaian ini mencerminkan tingginya kontribusi sektor
industri pengolahan non-migas, khususnya industri berbasis sumber daya alam.
Tingginya nilai ekspor tersebut terutama didukung oleh industri pengolahan
logam dan mineral, sejalan dengan berkembangnya kawasan industri dan
aktivitas hilirisasi di Sulawesi Tengah. Permintaan global yang relatif stabil
terhadap produk industri non-migas turut memperkuat kinerja ekspor daerah.

Nilai ekspor industri non-migas merupakan indikator penting dalam menilai :

o Daya saing produk industri di pasar global
e Kinerja hilirisasi dan nilai tambah industri
o Ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi komoditas migas

o  Kontribusi terhadap devisa daerah/nasional

Beberapa kemungkinan faktor yang mendorong capaian melampaui target

antara lain :

e Peningkatan permintaan global terhadap produk industri non-migas
e  Ekspansi pasar ekspor baru

e Peningkatan kapasitas dan produktivitas industri

e Stabilitas harga komoditas manufaktur di pasar internasional

o Kebijakan fasilitasi ekspor dan kemudahan perizinan

Capaian ini menunjukkan bahwa : Strategi penguatan industri berorientasi
ekspor berjalan efektif, Program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
memberikan dampak nyata, Perencanaan target cukup konservatif dan
berpotensi ditingkatkan pada periode berikutnya. Namun demikian, perlu
diantisipasi risiko eksternal seperti : Perlambatan ekonomi global, Kebijakan

proteksionisme negara tujuan ekspor dan Fluktuasi nilai tukar.
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Tabel 3.12
Rekapitulasi Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2025

Golongan Barang (HS 2 Digit) Nilai FOB (Juta USD)* Desember
Bahan Bakar Mineral 2.819,43
Bahan Kimia Anorganik 566,90
Berbagai Produk Kimia 22,29
Besi dan Baja 13.682,25
Buah-Buahan 124,10
Lemak dan Minyak Hewan 7,84
Logam Dasar lainnya 118,83
Minyak atsiri, kosmetik wangi-
wangian
Pupuk 12,30
Nikel 3.703,22
Aluminium 1.212,24
Golongan Barang Lainnya 47,05
Jumlah 22.316,45
Nilai Ekspor Migas 2.819,43
Nilai Ek_spor Industri Pengolahan 10.325.87
(Non Migas)

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry

IKU 6 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)

Sejalan dengan peningkatan Kinerja ekspor, jumlah tenaga kerja di sektor
industri juga menunjukkan kinerja positif. Realisasi tenaga kerja sektor industri
mencapai realisasi sebesar 137.860 orang dari target 135.417 orang, dengan
tingkat capaian sebesar 101,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa
pertumbuhan ekspor industri non-migas turut berdampak pada peningkatan
penyerapan tenaga kerja di daerah. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut
mencerminkan pertumbuhan aktivitas industri, khususnya industri pengolahan,
yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya investasi dan operasional
kawasan industri di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
industri memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan
mendukung perekonomian daerah. Jumlah tenaga kerja di sektor industri

merupakan indikator penting yang mencerminkan :
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o Daya serap sektor industri terhadap angkatan kerja
e  Perluasan kesempatan kerja formal
o Kontribusi sektor industri terhadap pengurangan pengangguran

e Penguatan struktur ekonomi berbasis manufaktur

Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini juga menunjukkan bahwa sektor
industri tetap menjadi salah satu penggerak utama dalam pembentukan nilai
tambah pada Produk Domestik Regional Bruto. Beberapa faktor yang

kemungkinan mendukung capaian ini antara lain :

o  Ekspansi kapasitas produksi industri

e Masuknya investasi baru di sektor manufaktur

e Peningkatan permintaan pasar domestik maupun ekspor

e Program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja

o Kebijakan kemudahan berusaha dan insentif industri

Kondisi Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025
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Gambar 2 Grafik Kondisi Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024-2025 (Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag, 2025)

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada
level provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)
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Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level Provinsi
Sulawesi Tengah mencapai realisasi sebesar 2,32 persen dari target 1,31 persen,
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 177,10 persen. Capaian ini menunjukkan
bahwa kinerja indikator melampaui target secara signifikan, sehingga berada
pada kategori sangat baik. Tingginya capaian indikator tersebut mencerminkan
meningkatnya peran dan kontribusi IKM dalam struktur industri daerah. Hal ini
mengindikasikan bahwa kebijakan pembinaan, pemberdayaan, dan
pengembangan IKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan secara
efektif dan mampu mendorong pertumbuhan jumlah IKM di tingkat provinsi.
Peningkatan proporsi IKM juga berkontribusi dalam memperluas basis ekonomi
daerah serta mendukung penciptaan lapangan kerja. Keberadaan IKM yang
semakin berkembang turut memperkuat rantai pasok industri, termasuk sebagai
pendukung industri skala besar dan sektor industri pengolahan non-migas.
Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam :

e  Pemerataan pembangunan ekonomi

e Penciptaan lapangan kerja skala lokal

e Penguatan ekonomi berbasis komunitas

e  Peningkatan nilai tambah sektor manufaktur

Peningkatan proporsi IKM di tingkat provinsi juga memperkuat struktur
ekonomi daerah dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto,
khususnya pada sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah. Beberapa

faktor yang kemungkinan mendukung capaian tinggi ini antara lain :

e  Program pembinaan dan fasilitasi IKM yang efektif
e Kemudahan perizinan dan legalisasi usaha

e  Akses pembiayaan yang lebih luas

o Digitalisasi pemasaran dan perluasan pasar

e Peningkatan minat kewirausahaan masyarakat

Capaian yang jauh melampaui target menunjukkan bahwa : Intervensi kebijakan
berjalan sangat efektif, Ekosistem pengembangan IKM semakin kondusif,
Target awal kemungkinan ditetapkan cukup konservatif. Namun demikian,

perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan : Keberlanjutan usaha IKM yang
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baru tumbuh, Kualitas dan daya saing produk IKM, Kontribusi riil terhadap

output industri dan penyerapan tenaga kerja.

B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun

sebelumnya
» RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan tahun sebelumnya (RENSTRA 2021-2026)

. 2023 2024 2025
No Sasaran Indikator e e o
Strategis Kinerja Target | Realisasi a‘g/i'a" Target | Realisasi af,’/i'a” Target | Realisasi* ag/z;uan
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya Laju na 5,76 na na 5,55 na 7,07 5,12 72,42
Kontribusi pertumbuhan
PDRB sektor PDRB ADHK
perdagangan di | Sektor
Sulawesi Perdagangan
Tengah (%)
2 | Meningkatnya Nilai Ekspor 9.525,71 | 10.222,21 107,31 | 10.668,80 | 10.540,85 98,80 | 11.949,06 | 11.003,93 92,09
Nilai Ekspor Bersih (Juta
Bersih UsD)
3 | Terwujudnya Koefisien na na na 74 na 7,2 59 118,06
Pemerataan Variasi Harga
Harga Barang Antar wilayah
Pokok antar tingkat
wilayah di Provinsi (%)
sulawesi
Tengah
4 | Meningkatnya Kontribusi 32,00 37,19 116,22 41,00 37,08 90,44 41,45 41,24 99,49
Kontribusi PDRB
PDRB Industri Industri
Pengolahan Pengolahan
Non Migas Non Migas
(%)

Analisis capaian Kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan

sebagai berikut:

SS 1: Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah

1.

IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)
IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan

pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan harga.
Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan
tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi sebesar 5,12%

dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Berdasarkan data dari tahun 2024 dan
2025 laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor Perdagangan di Sulawesi Tengah
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mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa PDRB ADHK sektor
Perdagangan masih bertumbuh, tetapi lajunya sedikit melambat. Hal ini dapat
disebabkan adanya penyesuaian daya beli masyarakat, stabilisasi permintaan

setelah pertumbuhan tinggi sebelumnya, atau faktor musiman dan struktural.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2.

IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan
nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika
Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai. Target
yang ditetapkan 11.949,06 Juta USD dan terealisasi sebesar 11.003,93 Juta USD
dengan tingkat capaian sebesar 92,09%. Namun secara umum capaian Nilai
Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai
ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi
Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan
industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor.
Berdasarkan data dari tahun sebelumnya Nilai ekspor bersih Sulawesi Tengah
mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, menunjukkan bahwa
ekspor daerah tumbuh lebih tinggi dibanding impor. Hal ini mencerminkan daya
saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar global. Namun,

pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil pertambangan.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di

sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

3.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan
tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota
dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan
simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga
antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 7,2 % dan terealisasi sebesar
5,9% dengan tingkat capaian sebesar 118,06%. Koefisien variasi harga

antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga
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antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat
perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya
distribusi. Penurunan Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi
Sulawesi Tengah pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya
menunjukkan telah berkurangnya disparitas harga antar kabupaten/kota, yang
mencerminkan semakin meratanya distribusi barang dan meningkatnya
stabilitas harga di tingkat provinsi. Hal ini didukung dengan adanya operasi

pasar dan pasar murah yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4. IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)
Pada Tahun 2025, indikator kinerja Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non
Migas (%) menunjukkan perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan
capaian Tahun 2024. Penetapan target Tahun 2025 dilakukan dengan
mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta arah kebijakan
pembangunan sektor industri yang menitikberatkan pada penguatan industri
pengolahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Target Kontribusi
PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) pada Tahun 2025 ditetapkan lebih
tinggi dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan target tersebut mencerminkan
optimisme terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas, seiring
dengan meningkatnya aktivitas produksi industry, penguatan hilirisasi industri,
serta membaiknya iklim investasi dan permintaan pasar.
Target tahun 2025 sedikit meningkat dari 41,00% menjadi 41,45% (+0,45 poin),
menunjukkan optimisme perencanaan. Realisasi yang mampu mendekati target
tersebut menunjukkan : Strategi penguatan industri lebih efektif dibanding tahun
sebelumnya, Kondisi ekonomi dan industri lebih stabil dan Kebijakan hilirisasi
dan pengembangan industri memberikan dampak nyata. Perbandingan dua tahun
menunjukkan :
e Tahun 2024 mengalami deviasi cukup besar terhadap target
e Tahun 2025 menunjukkan pemulihan kuat (strong rebound)
e Struktur ekonomi kembali menguat pada sektor industri pengolahan non

migas
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Kenaikan 4,16 poin persentase dalam satu tahun merupakan peningkatan yang

signifikan dan mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan.
» RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan tahun sebelumnya (RENSTRA 2025-2029)

. 2023 2024 2025
No Sasaran Indikator o ro— rom—
Strategis Kinerja Target | Realisasi ag/r;uan Target | Realisasi a’g/i'a” Target | Realisasi* ag/'cslan
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Meningkatkan Rasio PDRB na na na na 41,18 na 40,97- 41,24 99,49
PDRB Sektor Industri 41,45
Unggulan Daerah | Pengolahan (%)
(%)
2 | Meningkatnya Koefisien Variasi na na na na 74 na 11,10 5,90 146,85
Pemerataan Harga Antar
Distribusi dan wilayah tingkat
Harga Barang Provinsi (%)
Kebutuhan Pokok
Antarwilayah di
Provinsi Sulawesi
Tengah
3 Meningkatnya Nilai Ekspor na na na na 10.540,90 na 11.041,52 11.003,93 99,66
Ekspor Barang Bersih
dan Jasa Perdagangan (Juta
UsD)
Ekspor Barang na na na na 159,47 na 90,74 - 132,25 143,50
dan Jasa (PDRB) 92,16
(%)
4 Meningkatnya Nilai ekspor na na na na 17.828,09 na 18.398,59 19.325,87 105,04
Nilai ekspor produksi industry
produk industri non-migas (Juta
non migas UsD)
5 Meningkatnya Jumlah tenaga na na na na 135.160 na 135.417,00 137.860 101,80
tenaga kerja di kerja di sektor
sektor industry industry (Orang)
6 Meningkatnya Proporsi Jumlah na na na na 1,21 na 1,31 2,32 177,10

Proporsi Jumlah
Industri Kecil dan
Menengah pada
level provinsi

Industri Kecil dan
Menengah pada
level provinsi (%)

Analisis capaian Kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan

sebagai berikut:
Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%0)
1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Realisasi kinerja pada indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun
2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024,

rasio PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 41,18 %, sementara pada tahun

2025 meningkat menjadi 41,24 %. Kenaikan ini mencerminkan semakin

menguatnya peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian

Provinsi Sulawesi Tengah. Dari sisi perencanaan, target Rasio PDRB Industri
Pengolahan tahun 2025 ditetapkan pada rentang 40,97 %-41,45 %. Realisasi
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sebesar 41,24 % berarti capaian sangat tinggi, dengan tingkat capaian kinerja
sebesar 99,49 %.

Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri
pengolahan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,
mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong
hilirisasi industri, peningkatan investasi sektor pengolahan, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya lokal. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Tidak
terjadi penurunan kontribusi, Terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan,
Target 2025 berhasil dikendalikan dalam koridor yang realistis. Hal ini
menunjukkan konsistensi kebijakan pembangunan industri dan stabilitas

struktur ekonomi daerah.

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan

Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan
tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota
dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan
simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga
antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 11,10% dan terealisasi
sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 146,85%. Koefisien variasi harga
antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga
antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat
perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya
distribusi. Penurunan Koefisien Variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi
Sulawesi Tengah tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya
menunjukkan berkurangnya disparitas harga antar kabupaten/kota, yang
mencerminkan semakin meratanya distribusi barang dan meningkatnya

stabilitas harga di tingkat provinsi.

LAKIP DISPERINDAG PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3.

IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai
ekspor dan nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta
dolar Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak
tercapai. Target yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi sebesar
11.003,93 Juta USD atau 99,66%. Namun secara umum capaian Nilai Ekspor
Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai ekspor
lebih besar daripada nilai impor. Tingginya ekspor bersih di Sulawesi Tengah
terutama disebabkan oleh besarnya nilai ekspor komoditas tambang dan industri
pengolahan, khususnya nikel, yang jauh melampaui nilai impor. Berdasarkan
data dari tahun sebelumnya Nilai ekspor bersih Sulawesi Tengah mengalami
peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, menunjukkan bahwa ekspor daerah
tumbuh lebih tinggi dibanding impor. Hal ini mencerminkan daya saing produk
unggulan daerah yang semakin kuat di pasar global. Namun, pertumbuhan ini

masih didominasi oleh komoditas hasil pertambangan.

IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi
ekspor barang dan jasa dalam membentuk PDRB daerah, yang mencerminkan
orientasi ekspor dan keterkaitan ekonomi daerah dengan pasar luar. Tahun 2025
indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) tercapai. Target yang ditetapkan
90,74 - 92,16 % dan terealisasi sebesar 132,25% atau 139,41%. Capaian yang
tinggi ini menggambarkan tingkat keterbukaan ekonomi daerah terhadap pasar
luar (luar provinsi maupun luar negeri), yang mana semakin tinggi
persentasenya, semakin besar ketergantungan dan kontribusi kegiatan ekspor
dalam mendorong perekonomian daerah. Berdasarkan data dari tahun 2024 dan
2025 menunjukkan terjadi penurunan Ekspor Barang dan Jasa, kondisi ini belum
menunjukkan penurunan dalam kerangka kontribusinya terhadap PDRB (masih
tumbuh positif dalam periode yang tersedia). Namun nilai ekspor secara
nominal dapat turun pada periode tertentu (bulan ke bulan), serta fluktuatif

tergantung kondisi pasar global dan kinerja komoditas ekspor.
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SS 3 : Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas

5.

IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non-Migas (Juta USD)

Realisasi kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 tercatat sebesar 19.325,87

juta USD dengan tingkat capaian kinerja mencapai 105,04 %. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 melampaui target yang telah

ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung

indikator ini dapat dinilai berjalan secara efektif.

Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi kinerja mengalami peningkatan

yang signifikan, di mana pada tahun 2024 realisasi tercatat sebesar 17.828,09

juta USD. Peningkatan nilai realisasi tersebut mengindikasikan adanya

penguatan Kkinerja ekonomi serta meningkatnya kontribusi sektor terkait

terhadap perekonomian daerah. Peningkatan nilai ekspor ini mencerminkan :

e Meningkatnya daya saing produk industri non-migas

o Ekspansi pasar ekspor atau peningkatan volume produksi

o Dampak positif kebijakan hilirisasi dan penguatan industri

o Kontribusi lebih besar sektor industri terhadap pembentukan Produk
Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan 8,40% dari tahun sebelumnya menunjukkan tren ekspansi yang

sehat dan progresif.

SS 4 : Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri

6.

IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Realisasi kinerja pada indikator Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri pada
tahun 2025 tercatat sebesar 137.860 orang, melampaui target yang ditetapkan
sebesar 135.417 orang. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai
101,80 %, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan penyerapan tenaga
kerja di sektor industri berjalan dengan baik dan efektif. Jika dibandingkan
dengan tahun 2024, realisasi jumlah tenaga kerja di sektor industri pada tahun
2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja di sektor
industri tercatat lebih rendah, yaitu sebesar 135.160 orang. Peningkatan jumlah
tenaga kerja ini mengindikasikan adanya ekspansi aktivitas industri serta

meningkatnya kapasitas produksi dan investasi di sektor industri.
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Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan keberhasilan
kebijakan dan program pembangunan sektor industri dalam mendorong
penciptaan lapangan kerja. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah
menjaga kesinambungan pertumbuhan industri agar peningkatan penyerapan
tenaga kerja dapat terus dipertahankan, sekaligus diiringi dengan peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level

provinsi

7. Realisasi kinerja pada indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
(IKM) pada Level Provinsi pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,32 %, melampaui
target yang ditetapkan sebesar 1,31 %. Dengan demikian, tingkat capaian
kinerja mencapai 177,10 %, yang menunjukkan kinerja sangat tinggi dalam
pengembangan dan penguatan sektor IKM di tingkat provinsi. Dibandingkan
dengan tahun 2024, realisasi indikator ini pada tahun 2025 mengalami
peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, proporsi jumlah IKM pada level
provinsi hanya mencapai 1,21 %. Peningkatan yang cukup tajam pada tahun
2025 mencerminkan adanya percepatan pertumbuhan jumlah IKM, baik melalui
pembinaan usaha baru maupun peningkatan skala usaha IKM yang telah ada.
Dibandingkan tahun 2024, kinerja tahun 2025 menunjukkan : Lonjakan
pertumbuhan yang sangat signifikan, Peningkatan keberhasilan intervensi
kebijakan, Ekosistem industri kecil dan menengah yang semakin berkembang.
Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan :
Keberlanjutan dan ketahanan usaha IKM, Kualitas dan daya saing produk,
Kontribusi riil terhadap penyerapan tenaga kerja dan output industri.

Tabel 3.15
Data Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024 s/d 2025

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH (UNIT USAHA)
2024 2025

1 PALU 1696 1795
2 | SlGl 1254 1312
3 DONGGALA 522 532
4 | PARIGI MOUTONG 584 584
5 POSO 1024 1119
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6 | TOJO UNA UNA 1455 1829
7 | BANGGAI 591 679
8 | BANGGAI LAUT 1312 1322
9 | BANGGAI KEPULAUAN 1360 1384
10 | MOROWALI UTARA 440 526
11 | MOROWALI 1187 1302
12 | TOLI TOLI 940 980
13 | BUOL 824 859
Total 13189 14223

Sumber : Bidang SP2I, Dinas Perindag, 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Renstra
» RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap RENSTRA (RENSTRA 2021-2026)

. . S . . Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 2025 Target Akhir Renstra Kemajuan
1 2 3 4 5 6=4/5*100
1 Meningkatnya Kontribusi Laju pertumbuhan PDRB 5,12 7,08 72,32
PDRB sektor perdagangan ADHK Sektor Perdagangan
di Sulawesi Tengah (%)
2 Meningkatnya Nilai Ekspor | Nilai Ekspor Bersih (Juta 11.003,93 13.382,94 82,22
Bersih UsD)
3 Terwujudnya Pemerataan Koefisien Variasi Harga 59 7,1 116,90
Harga Barang Pokok antar Antar wilayah tingkat
wilayah di sulawesi Tengah | Provinsi (%)
4 Meningkatnya Kontribusi Kontribusi PDRB Industri 41,24 42 98,19

PDRB Industri Pengolahan
Non Migas

Pengolahan Non Migas (%)

SS 1: Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi Tengah
1. IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)
Tingkat kemajuan capaian indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor

Perdagangan (%) tahun 2025 terhadap target akhir Renstra adalah sebesar
72,32%. PDRB ADHK sektor perdagangan masih bernilai positif, namun

melihat capaian tahun-tahun sebelumnya ini merupakan salah satu indikasi

adanya perlambatan aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan dinamika

konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas perekonomian.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih
2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Tingkat kemajuan capaian indikator Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) tahun 2025

terealisasi sebesar 82,22%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi
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Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini
mencerminkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar
global. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil

pertambangan.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di

sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

3.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Tingkat kemajuan capaian indikator Koefisien Variasi Harga Antar wilayah
tingkat Provinsi (%) tahun 2025 terealisasi sebesar 116,90%. Koefisien variasi
(KV) dihitung dari perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata
harga, lalu dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat
seberapa merata harga antarwilayah. Koefisien variasi harga antarwilayah
sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga antar daerah
di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat perbedaan

harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya distribusi.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4.

IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) bertujuan
untuk mengukur besarnya peran sektor industri pengolahan non migas dalam
struktur perekonomian daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat
industrialisasi dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari sektor pengolahan
non berbasis migas. Pada tahun 2025, realisasi indikator ini tercatat sebesar
41,24%, sedangkan target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026
ditetapkan sebesar 42%. Dengan demikian, capaian kinerja hingga tahun 2025
telah mencapai 98,19% dari target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 0,76
poin persentase.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan non
migas berada dalam kategori sangat baik dan telah berada pada jalur yang tepat
(on track) menuju target akhir periode Renstra. Selisih capaian yang relatif kecil
mengindikasikan bahwa target tahun 2026 cukup realistis untuk dicapai,
sepanjang pertumbuhan sektor industri tetap terjaga dan tidak terjadi tekanan
signifikan terhadap struktur ekonomi daerah.

Peningkatan kontribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
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Meningkatnya aktivitas produksi industri pengolahan non migas.

Bertambahnya investasi pada sektor industri pengolahan.

1
2
3. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
4

Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelaku industri.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diantisipasi, seperti

fluktuasi kondisi ekonomi global dan nasional, dinamika harga bahan baku,

serta daya beli pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui

penguatan kebijakan industrialisasi, peningkatan daya saing industri, dan

penciptaan iklim usaha yang kondusif. Secara keseluruhan, realisasi tahun 2025

menunjukkan progres yang sangat positif dan memberikan keyakinan bahwa

target akhir Renstra sebesar 42% pada tahun 2026 dapat tercapai.

» RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap RENSTRA (RENSTRA 2025-2029)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 2025 Target Akhir Renstra T|ng!<at
Kemajuan
1 2 & 4 5 6=4/5*100
1 Meningkatkan PDRB Rasio PDRB Industri 41,24 47,00-50,99 87,74
Sektor Unggulan Daerah Pengolahan (%)
(%)
2 Meningkatnya Pemerataan Koefisien Variasi Harga 5,90 10,4 143,27
Distribusi dan Harga Antar wilayah tingkat
Barang Kebutuhan Pokok Provinsi (%)
Antarwilayah di Provinsi
Sulawesi Tengah
3 Meningkatnya Ekspor Nilai Ekspor Bersih 11.003,93 12.850,33 85,63
Barang dan Jasa Perdagangan (Juta USD)
Ekspor Barang dan Jasa 132,25 98,80 - 101,20 133,85
(PDRB) (%)
4 Meningkatnya Nilai ekspor | Nilai ekspor produksi 19.325,87 20.113,29 96,09
produk industri non migas industry non-migas (Juta
usD)
5 Meningkatnya tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja di 137.860 136.445,00 101,04
di sektor industry sektor industry (Orang)
6 Meningkatnya Proporsi Proporsi Jumlah Industri 2,32 2,12 109,43

Jumlah Industri Kecil dan
Menengah pada level
provinsi

Kecil dan Menengah pada
level provinsi (%)

Analisis capaian Kinerja per tujuan/sasaran strategis (SS) tahun 2025 dijabarkan

sebagai berikut:
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Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%0)

1.

IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa rasio PDRB Industri
Pengolahan telah mencapai 87,74% dari target akhir Renstra. Capaian ini
mencerminkan kemajuan yang signifikan, meskipun secara absolut masih
berada di bawah rentang target akhir Renstra. Secara keseluruhan, kinerja
indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 berada pada
kategori baik, dengan tingkat kemajuan yang relatif tinggi. Namun demikian,
upaya strategis dan berkelanjutan masih diperlukan agar pertumbuhan sektor
industri pengolahan dapat dipacu secara lebih agresif sehingga target akhir
Renstra 2025-2029 dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan

Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Tingkat kemajuan capaian indikator Koefisien Variasi Harga Antar wilayah
tingkat Provinsi tahun 2025 terealisasi sebesar 143,27%. Secara umum capaian
Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah
mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025. Penurunan Koefisien
Variasi harga antarwilayah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025
dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan berkurangnya disparitas
harga antar kabupaten/kota, yang mencerminkan semakin meratanya distribusi

barang dan meningkatnya stabilitas harga di tingkat provinsi.

SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3.

IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Tingkat kemajuan capaian indikator Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) tahun 2025
terealisasi sebesar 85,63%. Secara umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi
Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini
mencerminkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat di pasar
global. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh komoditas hasil

pertambangan.
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4.

IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)
Tingkat kemajuan capaian indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) tahun
2025 terealisasi sebesar 133,85%. Kondisi ini menunjukkan menguatnya kinerja

ekspor serta meningkatnya permintaan eksternal terhadap produk daerah.

SS 3 : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

5.

IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)

Pada tahun 2025, nilai ekspor produksi industri non migas Sulawesi Tengah
mencapai realisasi sebesar 19.325,87 juta USD. Sementara itu, target akhir
Renstra 2025-2029 ditetapkan sebesar 20.113,29 juta USD. Dengan demikian,
tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai adalah 96,09%. Capaian ini
menunjukkan bahwa kinerja ekspor industri non migas pada tahun 2025 sudah
sangat mendekati target akhir Renstra, dengan selisih sebesar 787,42 juta USD
atau sekitar 3,91% dari target yang ditetapkan. Tingginya tingkat kemajuan ini
mengindikasikan bahwa sektor industri non migas di Sulawesi Tengah memiliki
Kinerja yang sangat baik dan berada pada jalur pencapaian target Renstra.
Meskipun demikian, masih diperlukan upaya penguatan dan keberlanjutan
kebijakan, khususnya dalam peningkatan daya saing produk industri,
diversifikasi pasar ekspor, serta optimalisasi nilai tambah komoditas unggulan,
agar target akhir Renstra 2025-2029 dapat tercapai bahkan berpotensi

terlampaui.

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri

6.

IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor industri Provinsi Sulawesi
Tengah mencapai realisasi sebesar 137.860 orang. Sementara itu, target akhir
Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan sebesar 136.445 orang. Dengan demikian,
tingkat kemajuan kinerja yang dicapai adalah 101,04%. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa realisasi jumlah tenaga kerja telah melampaui target akhir
Renstra, dengan selisih sebesar 1.415 orang atau 1,04% di atas target yang
ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dan penyerapan
tenaga kerja yang sangat baik di sektor industri, yang mencerminkan
meningkatnya aktivitas industri dan iklim investasi di Sulawesi Tengah.
Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dan program

pengembangan sektor industri yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam
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mendorong penciptaan lapangan kerja. Ke depan, diperlukan upaya untuk
menjaga keberlanjutan penyerapan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri agar pertumbuhan yang terjadi

tetap sejalan dengan arah pembangunan industri jangka menengah daerah.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level

provinsi

7.

IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level provinsi di
Sulawesi Tengah tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 2,32%. Sementara itu,
target akhir Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan sebesar 2,12%. Dengan
demikian, tingkat kemajuan kinerja yang dicapai sebesar 109,43%. Capaian ini
menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target akhir Renstra,
dengan selisih sebesar 0,20 poin persentase atau 9,43% di atas target yang
ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dan penguatan peran
IKM di tingkat provinsi, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun
kontribusinya terhadap struktur industri daerah. Keberhasilan tersebut
mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembinaan IKM, termasuk
fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas dan akses
pasar. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga
keberlanjutan pertumbuhan IKM, meningkatkan skala usaha dan daya saing
produk, serta mendorong IKM agar mampu naik kelas dan berkontribusi lebih

besar terhadap perekonomian daerah.
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D. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya

» RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya (RENSTRA 2021-2026)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Fel e NasiFf)izllli/SIgsz;ierah Lelall) Tt
d ! 2025 e Lebih Rendah
1 2 3 4 5 6=4-5
1 | Meningkatnya Laju pertumbuhan 5,12 5,49 (0,37)
Kontribusi PDRB PDRB ADHK
sektor perdagangan di Sektor Perdagangan
Sulawesi Tengah (%)
2 | Meningkatnya Nilai Nilai Ekspor Bersih 11.003,93 41.052,20 (30.048,27)
Ekspor Bersih (Juta USD)
3 | Terwujudnya Koefisien Variasi 59 na na
Pemerataan Harga Harga Antar wilayah
Barang Pokok antar tingkat Provinsi (%)
wilayah di sulawesi
Tengah
4 | Meningkatnya Kontribusi PDRB 41,24 19,07 22,17
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
Industri Pengolahan Non Migas (%)
Non Migas
SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi
Tengah
1. IKU 1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor
Perdagangan nasional lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana
capaian nasional sebesar 5,49 dan capaian Sulawesi Tengah 5,12. Hal ini
mencerminkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah tidak secepat atau sebesar pertumbuhan sektor perdagangan

agregat di tingkat nasional pada periode yang sama.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

2.

IKU 2 Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Nilai Ekspor Bersih nasional lebih tinggi
dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 41.052,20 Juta
USD dan capaian Sulawesi Tengah sebesar 11.003,93 Juta USD. Secara
nasional proporsi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Ekspor nasional
sebesar 7,89%.
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SS

3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di

sulawesi Tengah

3.

IKU 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)
Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Koefisien Variasi Harga Antar wilayah

tingkat Provinsi belum terdapat pembanding untuk indicator ini.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4.

IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Pada tahun 2025, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan non migas di
Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 41,24%. Sementara itu, capaian nasional
atau rata-rata daerah lainnya tercatat sebesar 19,07%. Perbandingan tersebut
menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan non migas di
Sulawesi Tengah jauh lebih tinggi dibandingkan capaian nasional/daerah lain,
dengan selisih sebesar 22,17 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa
struktur perekonomian Sulawesi Tengah sangat didominasi oleh sektor industri
pengolahan non migas, khususnya industri berbasis sumber daya alam dan
pengolahan mineral. Tingginya kontribusi ini mencerminkan peran strategis
sektor industri pengolahan non migas sebagai penggerak utama pertumbuhan
ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan keberhasilan pengembangan kawasan
industri dan hilirisasi. Namun demikian, kondisi ini juga perlu diimbangi
dengan penguatan sektor ekonomi lainnya serta peningkatan nilai tambah,
efisiensi, dan keberlanjutan industri agar ketergantungan terhadap satu sektor

tidak menimbulkan risiko struktural bagi perekonomian daerah.

» RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.19
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Terhadap Capaian Nasional / Daerah Lainnya (RENSTRA 2025-2029)

Realisasi e s Lebih Tinggi/
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2025 Nasmrlli:i/rli)aerah Lebih Rendah
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan PDRB Rasio PDRB Industri 41,24 19,07 22,17
Sektor Unggulan Daerah Pengolahan (%)
(%)
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Meningkatnya Koefisien Variasi 5,90 na na
Pemerataan Distribusi dan | Harga Antar wilayah
Harga Barang Kebutuhan | tingkat Provinsi (%)
Pokok Antarwilayah di
Provinsi Sulawesi Tengah
Meningkatnya Ekspor Nilai Ekspor Bersih 11.003,93 41.052,20 (30.048,27)
Barang dan Jasa Perdagangan (Juta
UsD)
Ekspor Barang dan Jasa 132,25 24,48 107,76
(PDRB) (%)
Meningkatnya Nilai Nilai ekspor produksi 19.325,87 209.087,80 (189.761,93)
ekspor produk industri industry non-migas
non migas (Juta USD)
Meningkatnya tenaga Jumlah tenaga kerja di 137.860 1.386.000.000 (1.385.862.140)
kerja di sektor industry sektor industry (Orang)
Meningkatnya Proporsi Proporsi Jumlah 2,32
Jumlah Industri Kecil dan | Industri Kecil dan
Menengah pada level Menengah pada level
provinsi provinsi (%)

Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1. IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Pada tahun 2025, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi
Tengah mencapai 41,24%. Sementara itu, capaian nasional atau rata-rata daerah
lainnya tercatat sebesar 19,07%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa
rasio PDRB industri pengolahan di Sulawesi Tengah jauh lebih tinggi
dibandingkan capaian nasional/daerah lain, dengan selisih sebesar 22,17 poin
persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian daerah
Sulawesi Tengah sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan, khususnya
industri non migas berbasis sumber daya alam dan kegiatan hilirisasi. Tingginya
rasio ini mencerminkan peran dominan sektor industri pengolahan sebagai
kontributor utama PDRB daerah, sekaligus menunjukkan keberhasilan
pembangunan industri dan pengembangan kawasan industri strategis. Namun
demikian, kondisi tersebut juga perlu diimbangi dengan diversifikasi struktur
ekonomi, peningkatan keterkaitan industri dengan sektor lain, serta penguatan
nilai tambah dan keberlanjutan, agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil
dan inklusif.

SS 1 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan

Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2. IKU 2 Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)
Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Koefisien Variasi Harga Antar wilayah

tingkat Provinsi belum terdapat pembanding untuk indicator ini.

LAKIP DISPERINDAG PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

3.

IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Nilai Ekspor Bersih nasional lebih tinggi
dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar 41.052,20 Juta
USD dan capaian Sulawesi Tengah sebesar 11.003,93 Juta USD. Secara
nasional proporsi ekspor Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Ekspor nasional
sebesar 7,89%.

IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) nasional
lebih tinggi dari capaian Sulawesi Tengah, dimana capaian nasional sebesar
24,48% dan capaian Sulawesi Tengah sebesar 132,25%. Secara nasional
proporsi ekspor barang jasa Provinsi Sulawesi Tengah terhadap capaian
nasional hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sangat
bergantung pada pasar global, sensitif terhadap harga komoditas dan permintaan
luar negeri, dan fluktuasi ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah.

SS 3: Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

5.

IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)

Nilai ekspor produksi industri non migas Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025
mencapai 19.325,87 juta USD. Sementara itu, capaian nasional atau akumulasi
daerah lain tercatat sebesar 209.087,80 juta USD. Perbandingan tersebut
menunjukkan bahwa kontribusi nilai ekspor industri non migas Sulawesi
Tengah masih relatif kecil dibandingkan capaian nasional, yaitu sekitar 9,24%
dari total capaian nasional/daerah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa
meskipun Kinerja ekspor industri non migas di Sulawesi Tengah tergolong
tinggi di tingkat regional, namun kontribusinya terhadap total ekspor nasional
masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur ekspor nasional
masih didominasi oleh beberapa provinsi dengan basis industri dan jaringan
ekspor yang lebih luas. Di sisi lain, capaian Sulawesi Tengah menunjukkan
potensi besar untuk terus ditingkatkan, khususnya melalui penguatan hilirisasi

industri, diversifikasi produk ekspor, perluasan akses pasar internasional, serta
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peningkatan daya saing produk industri non migas. Dengan strategi
pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, nilai ekspor industri non migas
Sulawesi Tengah berpeluang memberikan kontribusi yang lebih signifikan

terhadap kinerja ekspor nasional pada periode mendatang.

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri

6. IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)
Realisasi Jumlah tenaga kerja di sektor industri Sulawesi Tengah tahun 2025
vtercatat sebesar 137.860 orang. Sementara itu, capaian nasional atau total
daerah lain mencapai 1.386.000.000 orang. Dengan demikian, jumlah tenaga
kerja industri di Sulawesi Tengah lebih rendah sebesar 1.385.862.140 orang
dibandingkan capaian nasional. Perbandingan ini menunjukkan bahwa
kontribusi tenaga kerja industri Sulawesi Tengah terhadap total tenaga kerja
industri nasional masih sangat kecil, yang wajar mengingat populasi dan skala
industri Sulawesi Tengah lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi besar atau
total nasional. Meskipun jumlahnya relatif kecil, capaian ini tetap
mencerminkan peran penting sektor industri dalam menyerap tenaga kerja di
tingkat provinsi, terutama pada industri pengolahan dan sektor hilir berbasis
sumber daya lokal. Ke depan, diperlukan strategi peningkatan kapasitas industri,
pengembangan IKM, dan penyerapan tenaga kerja terampil, agar pertumbuhan

industri dapat terus mendorong penciptaan lapangan kerja secara lebih optimal.

SS 5: Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level

provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)
Realisasi proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)
tahun 2025 sebesar 2,32 %.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
» RENSTRA 2021-2026
SS 1 : Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perdagangan di Sulawesi
Tengah
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1.

IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%)

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) menunjukkan

pertumbuhan riil ekonomi sektor Perdagangan tanpa pengaruh perubahan

harga. Tahun 2025 indikator Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor

Perdagangan tidak tercapai. Target yang ditetapkan 7,07% dan terealisasi

sebesar 5,12% dengan tingkat capaian sebesar 72,42%. Penurunan laju

pertumbuhan PDRB ADHK sektor perdagangan merupakan salah satu
indikasi adanya perlambatan aktivitas ekonomi riil yang berkaitan erat dengan
dinamika konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta stabilitas
perekonomian daerah data yang digunakan merupakan data rilis BPS dalam

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan 1V-2025, yang dihitung

berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor. Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor perdagangan besar

dan eceran di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan,

seperti:

« Persaingan yang ketat: Persaingan antar pedagang semakin ketat, baik
dari pedagang tradisional maupun modern.

 Infrastruktur yang belum memadai: Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan,
gudang, pasar dan sarana perdagangan lainnya masih perlu ditingkatkan
untuk kelancaran distribusi barang.

« Akses permodalan yang terbatas: Masih banyak pedagang kecil yang
kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan
usahanya.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengatasi tantangan

tersebut dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di

Sulawesi Tengah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

« Pemerintah terus berupaya membangun dan peningkatan infrastruktur
seperti jalan, pelabuhan, gudang dan pasar untuk kelancaran distribusi
barang.

« Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para
pedagang untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

* Pemerintah bekerja sama dengan lembaga Kkeuangan untuk

mempermudah akses permodalan bagi para pedagang.
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Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor perdagangan besar dan
eceran di Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada
peningkatan ekonomi daerah.

SS 2 : Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih
2. IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan
nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar Amerika
Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak tercapai
memiliki target yang ditetapkan 11.949,06 Juta USD dan terealisasi sebesar
11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 92,09%. Secara umum
capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya
ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai
ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang jauh
melampaui nilai impor.

Hal yang mendukung capaian ekspor bersih perdagangan di Sulawesi Tengah
dikarenakan adanya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang
/ smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain
adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui
Klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi
coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang
menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana
pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar
muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang
menurun dari negara tujuan diakibatkan kondisi ekonomi global yang

melambat.

SS 3 : Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah di
sulawesi Tengah Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah
3. IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)

Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan

tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar kabupaten/kota
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dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari perbandingan
simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu dinyatakan dalam
persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa merata harga
antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 7,2 % dan terealisasi sebesar
5,9% dengan tingkat capaian sebesar 81,94%. Koefisien variasi harga
antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan pemerataan harga
antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik, meskipun masih terdapat
perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat faktor geografis dan biaya
distribusi. Beberapa hal yang berperan penting dalam menjaga stabilisasi harga
antara lain pemantauan harga dan ketersediaan BAPOK serta pelaksanaan
operasi pasar dan pasar murah.

Selama tahun 2025, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah khususnya Dinas Perindag Prov Sulteng telah mengambil

beberapa langkah untuk mengatasi stabilisasi harga dan ketersediaan pangan,

seperti:

« Memastikan Ketersediaan Stok Barang Pokok Melalui Koordinasi Dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Teknis, BUMN, Distributor dan Ritel
Modern

« Melaksanakan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan barang
kebutuhan pokok harian di pasar rakyat/pedagang eceran di wilayah masing-
masing

» Melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah untuk menstabilkan harga
pangan dan memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai
stakeholder

«  Memberikan subsidi ongkos angkut/ harga komoditi dengan bersumber dari
APBD sebagai dukungan mempelancar distribusi dan meningkatkan daya
beli masyarakat

* Menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan beras medium di pasar dengan
memanfaatkan SPHP Beras Medium Perum BULOG secara optimal di
wilayah masing-masing

«  Mendorong Kerjasama Antar Daerah untuk menjamin kemandirian pangan,

khususnya antar daerah dalam Provinsi
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Melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi
petani
Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memperbaiki rantai

pasokan pangan, seperti dengan mengurangi perantara.

SS 4 : Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas

4.

IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini

antara lain : Dominasi Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam,

Pengembangan Industri Hilir dan Nilai Tambah, Kebijakan dan Dukungan

Pemerintah Daerah, Investasi dan Aktivitas Industri yang Stabil. Sulawesi

Tengah memiliki sektor industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan,

dan sumber daya mineral yang kuat, sehingga memberikan kontribusi besar

terhadap PDRB industri. Meskipun kinerjanya tinggi, beberapa faktor yang
dapat menjadi tantangan dan berpotensi membatasi pencapaian lebih optimal
adalah : Ketergantungan pada Beberapa Industri Dominan, Keterbatasan

Diversifikasi Industri, Keterbatasan SDM dan Teknologi, Akses Pasar dan

Infrastruktur, Kendala logistik dan akses pasar, baik domestik maupun

internasional, dapat membatasi ekspansi industri pengolahan lebih lanjut.

Selain itu adapun masalah-masalah yang sering dihadapi di daerah adalah

sebagai berikut :

1. Rendahnya kompetensi SDM industri di Sulawesi Tengah (Aparat dan
pelaku industri). Tenaga fungsional industri sebagian besar belum dibekali
dengan pelatihan untuk peningkatan kapasitas apartur dalam melaksankan
pembinaan terhadap pelaku industri

2. Sentra-sentra IKM yang terbentuk di Sulawesi Tengah belum memiliki
kelembagaan sehingga belum bisa berfungsi sesuai peruntukannya

3. Belum adanya kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri
besar dan kawasan yang ada di Sulawesi Tengah

4. Sebagian besar pelaku industri kecil menengah di Sulawesi Tengah belum
memahami pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk

5. Ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku dalam negeri belum stabil

sehinga menjadi kendala untuk mendorong hilirisasi industri
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9.

Pelaku industri kecil belum bisa memenuhi tingginya permintaan pasar dan
perbroduksi secara continue dengan kualitas produk yang memenuhi
standar

Rendahnya pelaku industri kecil, menengah, besar dan kawasan industri
yang ada di Sulawesi Tengah dalam melakukan pelaporan melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)

Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku industri dalam penerapan
industri hijau

Kurang koordinasi lintas sektor/OPD terkait

10. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk mendukung program kegiatan

yang bisa mendorong pertumbuhan sektor industri

Adapun Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait permasalahan

yang dihadapi di daerah adalah sebagai berikut :

1.

Perlu dilakukan pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM untuk aparat
dan pelaku industri kecil menengah (IKM)

Mendorong daya saing sentra IKM melalui penguatan kelembagaan
Fasilitasi kemitraan antara industri kecil menengah dengan industri besar
dan kawasan yang ada di Sulawesi Tengah

Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis/workshop tentang pentingnya
standarisasi dan sertifikasi produk dalam meningkatkan daya saing produk
Penguatan sumber bahan baku lokal dan koordinasi lintas sektor hulu ke
hilir

Perluasan akses pasar bagi pelaku industri kecil dan menengah
Mendorong pelaku industri kecil, menengah, besar dan kawasan industri
untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan melalui SI1Nas

Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang penerapan industri hijau bagi industri
Perlu dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor/OPD terkait Perlunya
anggaran dalam mendukung program kegiatan dalam mendorong

pertumbuhan sektor industri.
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» RENSTRA 2025-2029
Tujuan : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)

1.

IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini
antara lain : Dominasi Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam,
Pengembangan Industri Hilir dan Nilai Tambah, Kebijakan dan Dukungan
Pemerintah Daerah, Investasi dan Aktivitas Industri yang Stabil. Sulawesi
Tengah memiliki sektor industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan,
dan sumber daya mineral yang kuat, sehingga memberikan kontribusi besar
terhadap PDRB industri. Meskipun kinerjanya tinggi, beberapa faktor yang
dapat menjadi tantangan dan berpotensi membatasi pencapaian lebih optimal
adalah : Ketergantungan pada Beberapa Industri Dominan, Keterbatasan
Diversifikasi Industri, Keterbatasan SDM dan Teknologi, Akses Pasar dan
Infrastruktur, Kendala logistik dan akses pasar, baik domestik maupun
internasional, dapat membatasi ekspansi industri pengolahan lebih lanjut.
Untuk memperkuat capaian indikator di masa mendatang, beberapa hal yang

dapat dilakukan adalah :

1. Diversifikasi Produk Industri — dorong produksi berorientasi ekspor
dengan nilai tambah lebih tinggi.

2. Penguatan Keterampilan SDM — program pelatihan vokasi dan
teknologi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

3. Pengembangan Klaster Industri — promaosi integrasi antar subsektor agar
memperluas basis struktural ekonomi.

4. Peningkatan Akses Pasar dan Logistik — dukung konektivitas dan

kemudahan distribusi barang industri.

SS 1: Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan

Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah

2.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi (%)
Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) menunjukkan

tingkat perbedaan (disparitas) harga barang dan/atau jasa antar
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kabupaten/kota dalam satu provinsi. Koefisien variasi (KV) dihitung dari
perbandingan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga, lalu
dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa
merata harga antarwilayah. Tahun 2025, target yang ditetapkan 11,1 % dan
terealisasi sebesar 5,9% dengan tingkat capaian sebesar 146,85%. Koefisien
variasi harga antarwilayah sebesar 5,9% menunjukkan bahwa stabilitas dan
pemerataan harga antar daerah di tingkat provinsi masih tergolong baik,
meskipun masih terdapat perbedaan harga kecil yang bersifat normal akibat
faktor geografis dan biaya distribusi.

Beberapa hal yang berperan penting dalam menjaga stabilisasi harga antara
lain pemantauan harga dan ketersediaan BAPOK serta pelaksanaan operasi
pasar dan pasar murah. Selama tahun 2025 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan melaksanakan kegiatan pasar murah / operasi pasar sebanyak
20 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di
Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

Sesuai Regulasi Permendag
21/2021 tentang Pedoman

7 ofubongga
BerAKHLAK £5uEn

Pembangunan  dan Pengelolaan
Sarana Perdagangan, untuk
Pemerintah  Provinsi sudah tidak
memberikan  rekomendasi  lagi
terhadap kabupaten/kota yang akan
menerima dana DAK atau TP untuk
pembangunan maupun revitalisasi
pasar rakyat. Hal tersebut menjadi
kendala karena Perintah Provinsi
tidak  mengetahui  jika ada
Penerimaan Pembangunan atau
Revitalisasi dari Pemerintah
Kabupaten/ Kota, namun jika

terjadi permasalahan Pemerintah

Gambar 3. Pelaksanaan Pasar Murah Provinsi yang akan dihubungi
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terlebih dahulu. Hal ini juga menyebabkan sarana perdagangan utamanya
Pasar Rakyat yang dibangun kadang tidak sesuai dengan standar SNI. Sarana
Pasaar ber-SNI diharapkan akan menunjang dan mendukung program 9
Berani Gubernur menuju Masyarakat yang makmur dimulai dari Pengelolaan
Pasar Rakyat sebagai salah satu tempat fasilitas umum masyarakat
melakukan usaha perekonomian.

Selain pelaksanaan Pemantauan harga dan kegiatan operasi pasar / pasar
murah terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi
Tengah melalui Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada
tahun 2025 juga melaksanakan perlindungan konsumen, pengujian mutu
barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah
kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT
PSMB dan UPT P2K. Pengawasan barang / jasa serta perlindungan
konsumen dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi
merata, sedangkan pengujian mutu memastikan keamanan dan kualitas tetap
terjaga. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga ketahanan pangan dan
kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.20 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2025

Uraian Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Komaoditi yang di 77 148 384 478 218
Uji
Jumlah Alat yang di 207 158 305 366 333
Kalibrasi
Tabel 3.21 Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2025
BPSK Jumlah Jumlah
N Kab/Kota PRI g Pengaduan Penyelesaian
1 Bpsk Kota Palu Jalan Kartini No. 412 Palu 17 17
2 Bpsk Kabupaten Jalan Pue Mami No. 5 14 14
Donggala
3 Bpsk Kabupaten Toli- | Jalan Magamu No. 86 12 12
Toli
4 Bpsk Kabupaten Jalan Sist. Al Jufri Lorong Camar 15 15
Morowali No. 05 Kel. Marsaoleh, Kec.
Bungku Tengah
Total Keseluruhan 58 58
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SS 2 : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa

IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD) menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan
nilai impor suatu wilayah atau negara yang dinyatakan dalam juta dolar
Amerika Serikat (USD). Tahun 2025 indikator Nilai Ekspor Bersih tidak
tercapai memiliki target yang ditetapkan 11.041,52 Juta USD dan terealisasi
sebesar 11.003,93 Juta USD dengan tingkat capaian sebesar 99,66%. Secara
umum capaian Nilai Ekspor Bersih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Tingginya
ekspor bersih di Sulawesi Tengah terutama disebabkan oleh besarnya nilai
ekspor komoditas tambang dan industri pengolahan, khususnya nikel, yang
jauh melampaui nilai impor.

Hal yang mendukung capaian ekspor bersih perdagangan disebabkan adanya
ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter
mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain adanya
upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik
ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching
terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat
kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung
ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat
(transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun

dari negara tujuan diakibatkan kondisi ekonomi global yang melambat.

Selama Tahun 2025, guna mendukung kinerja ekspor Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah aktif mengikuti event-event
seperti Pameran Trade Expo Indonesia, Pameran Semarak Sulteng Nambaso,

Pameran Sulteng Coffee Festival, dan Festival Teluk Tomini.
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Selain Dberpartisipasi dalam event-event tersebut dinas juga aktif
melaksanakan FGD Akselerasi Ekspor dan menggiatkan KLINIK EKSPOR
yang merupakan salah satu inovasi yang dibentuk oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memperkenalkan
KLINIK EKSPOR kepada Masyarakat salah satu kegiatan yang dilakukan
yaitu KLINIK EKSPOR Goes to Campus yang sasarannya adalah para
mahasiswa. Pemilihan lokasi serta sasaran ini adalah salah satu upaya dari
Pemerintah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan mahasiswa tentang ekspor dan pasar internasional dan kegiatan
ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausahawan muda yang siap

bersaing di pasar global.

Menteri Perdagangan Rl Kunjungi Booth
Provinsi Sulawesi Tengah di Trade Expo
Indonesia 2025
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Gambar 4. Pelaksanaan TEI

IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)

Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) menunjukkan seberapa besar kontribusi
ekspor barang dan jasa dalam membentuk PDRB daerah, yang
mencerminkan orientasi ekspor dan keterkaitan ekonomi daerah dengan
pasar luar. Tahun 2025 indikator Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) tercapai.
Target yang ditetapkan 90,74 - 92,16 % dan terealisasi sebesar 128,48%
dengan tingkat capaian sebesar 143,50%. Capaian yang tinggi ini
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menggambarkan tingkat keterbukaan ekonomi daerah terhadap pasar luar

(luar provinsi maupun luar negeri), yang mana semakin tinggi persentasenya,

semakin besar ketergantungan dan kontribusi kegiatan ekspor dalam

mendorong perekonomian daerah.

Keberhasilan Ekspor Barang dan Jasa (% tPDRB) di Provinsi Sulawesi

Tengah terutama dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang sangat berorientasi

ekspor dan dukungan investasi industri pengolahan. Berikut faktor-faktor

utamanya:

e Dominasi Industri Pengolahan Berbasis Nikel

e Masuknya Investasi Besar (PMDN & PMA) di Kawasan industri.

e Adanya Kebijakan Hilirisasi Nasional

e Tersedianya Infrastruktur dan Akses Pelabuhan Industri mempermudah
ekspor langsung.

Selama Tahun 2025, guna mendukung kinerja ekspor Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah aktif mengikuti event-event

seperti Pameran Trade Expo Indonesia, Pameran Semarak Sulteng Nambaso,

Pameran Sulteng Coffee Festival, Festival Teluk Tomini, FGD Akselerasi

Ekspor, KLINIK EKSPOR Goes to Campus.

SS 3 : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas

5.

IKU 5 Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas (Juta USD)

Pada tahun 2025, nilai ekspor produksi industri non migas Sulawesi Tengah
mencapai 19.325,87 juta USD, dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi
terhadap target Renstra. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan

tersebut antara lain :

a. Ekspor didominasi oleh produk industri pengolahan berbasis sumber
daya lokal, seperti hasil pertambangan dan pengolahan komoditas
unggulan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.

b. Pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi

meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor industri non migas.
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C.

Fasilitasi perizinan, pengembangan kawasan industri, serta dukungan
terhadap kegiatan ekspor mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja
ekspor industri.

Investasi yang relatif stabil pada industri pengolahan menjaga
keberlanjutan produksi dan kemampuan ekspor sepanjang tahun.

Meskipun capaian ekspor tergolong tinggi, masih terdapat beberapa faktor

yang menjadi kendala atau berpotensi menghambat pencapaian yang lebih

optimal, antara lain :

Struktur ekspor yang masih terkonsentrasi pada beberapa jenis komoditas
membuat Kinerja ekspor rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan
global.

Produk ekspor industri non migas belum sepenuhnya beragam, serta
pasar ekspor masih terbatas pada negara tertentu.

Kendala pada sarana transportasi dan efisiensi logistik dapat
meningkatkan biaya dan menurunkan daya saing produk ekspor.
Penguasaan teknologi industri dan kualitas SDM yang belum merata

membatasi peningkatan produktivitas dan kualitas produk ekspor.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 mengindikasikan bahwa strategi

pengembangan industri dan peningkatan ekspor telah berjalan efektif. Ke

depan, diperlukan upaya diversifikasi produk industri pengolahan non-migas,

peningkatan nilai tambah, serta perluasan pasar ekspor guna menjaga

keberlanjutan pertumbuhan kinerja sektor industri daerah.
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Guna mendukung indikator Nilai Ekspor Produksi Industri Non Migas, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang
Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri telah melakukan Sosialisasi

Peta Perwilayahan Industri Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Gambar5. Pelaksanaan Sosialisasi Peta Perwilayahan Industri

Pelaksanaan Sosialisasi Peta Perwilayahan Industri pada umumnya berjalan
dengan baik, didukung oleh adanya keselarasan kebijakan pusat dan daerah,
potensi sumber daya industri di wilayah Sulawesi Tengah, serta meningkatnya
koordinasi lintas OPD. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih
menghadapi beberapa kendala, antara lain belum optimalnya sinkronisasi
kebijakan lintas sektor, keterbatasan infrastruktur pendukung di sebagian
wilayah, perbedaan tingkat kesiapan daerah dan pelaku industri serta
keterbatasan anggaran yang ada. Sebagai upaya perbaikan, perlu dilakukan
penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penerapan pendekatan
pengembangan industri berbasis wilayah, fasilitasi perizinan dan investasi,
serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna meningkatkan

efektivitas pelaksanaan kebijakan perwilayahan industri.

Pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan
keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan, penyebaran, dan
perwilayahan industri. Selain itu juga perlu dilaksanakan pemutakhiran peta
potensi dan prioritas wilayah industri sebagai dasar penetapan lokasi dan

jenis industri unggulan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan
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industri daerah, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan anggaran yang

memadai.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan, diperlukan ketersediaan
anggaran yang berkelanjutan guna mendukung kegiatan koordinasi,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah
daerah dan pelaku industri agar kebijakan perwilayahan industri dapat

berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi industri di Sulawesi Tengah
berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai ekspor non-migas, terutama dari
komoditas logam dasar dan produk turunannya. Dengan demikian, semakin
optimal pelaksanaan sosialisasi Peta Perwilayahan Industri, semakin besar
peluang peningkatan kinerja indikator Nilai Ekspor Produksi Industri Non-
Migas melalui peningkatan volume ekspor dan nilai tambah produk industri
daerah.

SS 4 : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri

6. IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Orang)

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor industri Sulawesi Tengah
mencapai 137.860 orang, bahkan melampaui target akhir Renstra, sehingga
menunjukkan kinerja yang sangat baik. Keberhasilan tersebut didorong oleh

beberapa faktor berikut :

a. Meningkatnya aktivitas industri pengolahan, baik skala menengah
maupun besar, mendorong penyerapan tenaga kerja baru.

b. Beroperasinya kawasan industri dan sentra industri di Sulawesi Tengah
membuka peluang kerja yang cukup besar, terutama di sektor industri
pengolahan non migas.

c. Kemudahan perizinan, insentif investasi, serta dukungan pemerintah
daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penciptaan lapangan

kerja industri.
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d. Pertumbuhan jumlah IKM turut berkontribusi dalam menyerap tenaga
kerja lokal, terutama tenaga kerja semi-terampil.

Sedangkan beberapa tantangan yang dihadapi adalah Penyerapan tenaga
kerja masih terkonsentrasi pada beberapa subsektor industri, sehingga rentan
terhadap perlambatan sektor tertentu, Penerapan teknologi dan otomatisasi
pada sebagian industri berpotensi membatasi penyerapan tenaga kerja baru
dalam jangka panjang. Infrastruktur transportasi dan logistik yang belum
optimal dapat membatasi ekspansi industri dan peluang kerja baru.

Selama tahun 2025, guna mendukung meningkatnya tenaga kerja di sektor
industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
melalui Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri telah melakukan
pendampingan/pelatihan vokasi pengelasan di Kota Palu .

Pelatihan ~ vokasi  pengelasan
merupakan salah satu program
} peningkatan kompetensi tenaga
'W kerja yang bertujuan  untuk

B meningkatkan keterampilan teknis

PELATIHAN VC
PENGELASANDIKOTZ

;’ " masyarakat agar sesuai dengan
s Kebutuhan sektor industri. Program

ini dirancang untuk mendukung

. peningkatan kualitas sumber daya

manusia serta mengurangi tingkat

% pengangguran, khususnya pada

| usia produktif.
Gambar 6 Pelatihan vokasi pengelasan

Pelatihan vokasi pengelasan memberikan kontribusi signifikan terhadap
peningkatan indikator tenaga kerja sektor industri, khususnya dalam aspek

kompetensi, penyerapan tenaga Kkerja, produktivitas, dan peningkatan
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pendapatan. Program ini efektif
sebagai salah satu strategi penguatan

SDM industri dan penguranganf-

pengangguran.

Meskipun kegiatan berjalan dengan
baik, masih terdapat beberapa
kendala yang ditemui, antara lain:

) Gambar 7. Pelatihan vokasi pengelasan
a. Keterbatasan Waktu Pelatihan

Durasi pelatihan relatif terbatas sehingga belum seluruh peserta dapat
menguasai teknik pengelasan secara maksimal.

b. Perbedaan Latar Belakang Peserta
Peserta memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-
beda, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih
variatif.

¢. Jumlah Peralatan Praktik yang Terbatas
Pada saat praktik, jumlah peralatan las belum sepenuhnya sebanding
dengan jumlah peserta, sehingga pelaksanaan praktik harus dilakukan

secara bergantian.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah dan solusi

telah dilakukan, antara lain:

a. Pengaturan Jadwal Praktik Secara Bergiliran
Untuk mengatasi keterbatasan peralatan, peserta dibagi dalam beberapa
kelompok kecil agar setiap peserta tetap mendapatkan kesempatan
praktik yang memadai.

b. Pendampingan Intensif oleh Instruktur
Instruktur memberikan bimbingan lebih intensif kepada peserta yang
masih mengalami kesulitan dalam memahami materi atau praktik

pengelasan.
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c. Penyesuaian Metode Pembelajaran
Metode pelatihan disesuaikan dengan kondisi peserta, dengan
menyeimbangkan antara penyampaian teori dan praktik langsung.
d. Evaluasi dan Umpan Balik
Dilakukan evaluasi di akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat
pemahaman peserta dan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan
kegiatan pelatihan selanjutnya.

SS 5 : Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada
level provinsi

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)

Pada tahun 2025, proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di
Sulawesi Tengah mencapai 2,32%, melampaui target akhir Renstra sebesar
2,12%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

a. Bertambahnya jumlah IKM yang terdata dan memiliki legalitas usaha
meningkatkan proporsi IKM di tingkat provinsi.

b. Program fasilitasi perizinan, pelatihan, pendampingan usaha, serta bantuan
peralatan dan teknologi mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan IKM.

c. Meningkatnya akses IKM terhadap pembiayaan serta kemitraan dengan
industri yang lebih besar memperkuat peran IKM dalam struktur industri
daerah.

d. IKM berbasis potensi dan kearifan lokal berkembang, terutama pada sektor

pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan.

Namun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan skala usaha,
kualitas SDM, akses pasar, dan ketahanan usaha. Penguatan kapasitas dan daya
saing IKM menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan capaian di tahun-tahun

berikutnya.
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F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

» RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.22
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (RENSTRA 2021-2026)
. Kinerja Anggaran .
] Indikator _ _ Tingkat
e Kinerja Target | Realisasi** Crpak Target Realisasi=+ | CaPalan | Efisiensi
% %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =6-9
1 Meningkatnya Laju 7,07 5,12 72,42 1.779.782.181 | 1.616.892.195 90,85 (18,43)

Kontribusi PDRB pertumbuhan

sektor perdagangan | PDRB ADHK

di Sulawesi Sektor

Tengah Perdagangan

(%)

2 | Meningkatnya Nilai Ekspor 11.949,06 | 11.003,93 92,09 727.797.750 709.305.380 97,46 (5,37)

Nilai Ekspor Bersih (Juta

Bersih UsD)
3 | Terwujudnya Koefisien 7,2 5,9 81,94 1.550.525.250 | 1.456.094.265 93,91 (11,97)

Pemerataan Harga | Variasi Harga

Barang Pokok Antar wilayah

antar wilayah di tingkat Provinsi

sulawesi Tengah (%)
4 Meningkatnya Kontribusi 41,45 41,24 99,49 6.928.104.151 | 5.985.694.329 86,40 13,10

Kontribusi PDRB PDRB Industri

Industri Pengolahan Non

Pengolahan Non Migas (%)

Migas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih
antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi
anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran
dengan capaian keluaran. Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa 3 IKU
Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merujuk pada RENSTRA 2021-2026
memiliki efisiensi yang cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya
factor-faktor yang mempengaruhi PDRB sektor perdagangan dan sektor industry
pengolahan non migas. Adapun efisiensi sasaran strategis ini dijabarkan sebagai
berikut:

e Sasaran strategis 1 didukung oleh 4 (empat) program, yakni Program Perizinan
dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. SS 1 didukung anggaran

sebesar Rp 1.779.782.181,-. Efisiensi sasaran strategis ini (-18,43) poin.
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e Sasaran strategis 2 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perizinan

dan Pendaftaran Perusahaan, serta Program Pengembangan Ekspor. SS 2

didukung anggaran sebesar Rp 709.305.380,-. Efisiensi sasaran strategis ini
(-5,37) poin.

e Sasaran strategis 3 didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Stabilisasi

Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. SS 3 didukung anggaran

sebesar Rp 1.550.525.250,-. Efisiensi sasaran strategis ini (-11,97) poin.

e Sasaran strategis 4 didukung oleh 3 (tiga) program, yakni Program Perencanaan

dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, serta

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. SS 4 didukung

anggaran sebesar Rp 6.928.104.151,-. Efisiensi sasaran strategis ini 13,10 poin.

» RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.23
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (RENSTRA 2025-2029)
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Kinerja _ Anggaran _ Tingkat
Strategis Target Realisasi** Ca‘ga'a“ Target Realisasi** | CaPaian | Efisiensi
% %
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 =6-9
1 | Meningkatkan PDRB Rasio PDRB 40,97- 41,24 99,49 10.986.209.332 | 9.767.986.169 | 88,91 10,58
Sektor Unggulan Industri 41,45
Daerah (%) Pengolahan (%)
2 Meningkatnya Koefisien Variasi 11,10 5,90 146,85 3.330.307.431 | 3.072.986.460 92,27 54,57
Pemerataan Distribusi Harga Antar
dan Harga Barang wilayah tingkat
Kebutuhan Pokok Provinsi (%)
Antarwilayah di
Provinsi Sulawesi
Tengah
3 Meningkatnya Ekspor Nilai Ekspor 11.041,52 11.003,93 99,66 614.146.350 603.967.966 98,34 1,32
Barang dan Jasa Bersih
Perdagangan (Juta
usD)
Ekspor Barang 90,74 - 132,25 143,50 113.651.400 105.337.414 92,68 50,81
dan Jasa (PDRB) 92,16
(%)
4 | Meningkatnya Nilai Nilai ekspor 18.398,59 19.325,87 105,04 | 4.965.802.985 | 4.357.860.369 | 87,76 17,28
ekspor produk industri produksi industry
non migas non-migas (Juta
uUsD)
5 | Meningkatnya tenaga Jumlah tenaga 135.417,00 137.860 101,80 806.844.850 523.209.017 64,85 36,96
kerja di sektor industry | kerja di sektor
industry (Orang)
6 | Meningkatnya Proporsi | Proporsi Jumlah 1,31 2,32 177,10 1.155.456.316 | 1.104.624.943 95,60 81,50
Jumlah Industri Kecil Industri Kecil dan
dan Menengah pada Menengah pada
level provinsi level provinsi (%)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas
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Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih

antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi

anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran

dengan capaian keluaran. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 7 IKU

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merujuk pada RENSTRA 2025-2029

memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Adapun efisiensi sasaran strategis ini

dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 didukung oleh 5 (lima) program, yakni Program Perizinan
dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. SS 1 didukung anggaran
sebesar Rp 3.330.307.431,-. Efisiensi sasaran strategis ini 54,57poin.

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator yang didukung oleh 2 (dua) program,
yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, serta Program
Pengembangan Ekspor. Indikator SS 2 didukung anggaran masing-masing
sebesar Rp 614.146.350,- dan Rp 113.651.400,-. Efisiensi sasaran strategis ini
masing-masing sebesar 1,32 poin dan 50,81 poin.

Sasaran strategis 3 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional. SS 3 didukung anggaran sebesar Rp 4.965.802.985,-.
Efisiensi sasaran strategis ini (-11,97) poin.

Sasaran strategis 4 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri, serta Program Pengendalian 1zin Usaha Industri, .
SS 4 didukung anggaran sebesar Rp 806.844.850,-. Efisiensi sasaran strategis
ini 36,96 poin.

Sasaran strategis 5 didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri. SS 5 didukung anggaran sebesar Rp 1.155.456.316,-

. Efisiensi sasaran strategis ini 81,50 poin.
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G. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.24
Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
. . . . Target Realisasi Capaian
No. Program dan Kegiatan Sasaran Kinerja Indikator Kinerja — — —
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bidang DAGRI
Prog. | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatnya Kemudahan Proses Persentase Izin Usaha 100,00 37.397.250 100,00 36.021.220 100,00 96,32
Perizinan Dan Pendaftaran Perdagangan yang Difasilitasi
Berusaha
Keg. | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan | Meningkatnya penerbitan Persentase penerbitan 100,00 37.397.250 100,00 36.021.220 100,00 96,32
Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi rekomendasi SIUP MB dan B2
Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan distributor bagi distributor yang terlayani
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Provinsi
Prog. | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Meningkatnya Kualitas Sarana Persentase sarana prasarana 10,00 99.354.400 10,00 98.000.564 100,00 98,64
Perdagangan Dan Distribusi distribusi perdagangan yang
Barang Yang Efesien, Merata Dan terfasilitasi
Terintegrasi
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Meningkatnya ketersediaan sarana Persentase sarana prasaran 10,00 99.354.400 10,00 98.000.564 100,00 98,64
Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta distribusi perdagangan dan pasar perdagangan sesuai standar
Pasar Lelang Komoditas lelang komoditas sesuai dengan
standar
Prog. | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Meningkatnya Kelancaran Persentase Stabilisasi Harga 515) 1.550.525.250 5,30 1.456.094.265 103,64 93,91
dan Barang Penting Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Barang Penting
Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Meningkatnya jaminan Ketersediaan Persentase Ketersediaan Barang 100,00 56.075.200 100,00 29.112.132 100,00 51,92
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Provinsi Penting di Tingkat Daerah Provinsi Penting di Tingkat Daerah
Provinsi
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Meningkatknya Pengendalian Harga, Persentase Rekomendasi 100,00 1.464.417.550 100,00 1.410.822.133 100,00 96,34
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Informasi Ketersediaan Stok Barang Penyelesaian Permasalahan
Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Pengendalian Harga dan
Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Ketersedian Barang Kebutuhan
Sistem Informasi Perdagangan Lintas Kabupaten/Kota yang Pokok dan Barang Penting
Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kab/Kota yang ditindak lanjuti
Perdagangan
Keg. | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Meningkatnya pengawasan pupuk Persentase Realisasi Penyaluran 90,00 30.032.500 71,52 16.160.000 79,47 53,81
Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan bersubsidi di tingkat daerah Provinsi Pupuk Bersubsidi
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
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Prog. | Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Meningkatnya Penggunaan Dan Persentase peningkatan omzet 10,00 124.368.300 9,60 82.860.920 96,00 66,63
Negeri Pemasaran Produk Dalam Negeri pelaku usaha yang
diikutsertakan pada kegiatan
pameran produk dalam negeri
Keg. | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri Meningkatnya keikutsertaan pelaku Persentase pelaku usaha yang 10,00 51.457.600 10,00 33.832.800 100,00 65,75
usaha pada kegiatan pameran produk mengikuti kegiatan pameran
dalam negeri produk dalam negeri
Keg. | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Meningkatnya omzet pelaku usaha Persentase Promosi Produk Lokal 10,00 58.475.900 10,00 49.028.120 100,00 83,84
Dalam Negeri yang diikutsertakan pada bimtek yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
produk dalam negeri
Keg. | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Meningkatnya pemahaman Persentase masyarakat yang 80,00 14.434.800 0,00 0 0,00 0,00
Dalam Negeri masyarakat terkait pentingnya paham pentingnya penggunaan
penggunaan produk dalam negeri produk dalam negeri
Bidang DAGLU
Prog. | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Meningkatnya Kemudahan Proses Persentase Izin Usaha 100,00 113.651.400 100,00 105.337.414 100,00 92,68
Perizinan Dan Pendaftaran Perdagangan luar negeri yang
Berusaha Difasilitasi
Keg. | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Meningkatnya Pelayanan Permohonan | Persentase Permohonan Surat 100,00 113.651.400 100,00 105.337.414 100,00 92,68
Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Penerbitan Surat Keterangan Asal Keterangan Asal (SKA) dan
Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku layanan Klinik Ekspor Sulteng
Importir (API) yang terlayani
Prog. | Pengembangan Ekspor Terwujudnya Pengembangan Nilai ekspor 23.470,96 614.146.350 | 22.316,46 603.967.966 95,08 98,34
Ekspor
Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Meningkatnya Promosi bagi Produk Persentase pelaku usaha yang 100,00 614.146.350 100,00 603.967.966 100,00 98,34
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah terfasilitasi promosi
Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Bidang PSDI
Prog. | Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatnya realisasi Persentase angkatan kerja yang 100,00 622.934.000 100,00 352.244.237 100,00 56,55
Pembangunan Industri terfasilitasi
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Terfasilitasinya angkatan kerja Jumlah angkatan kerja yang 20,00 622.934.000 20,00 352.244.237 100,00 56,55
Pembangunan Industri Provinsi melalui kegiatan vokasi terfasilitasi
Prog. | Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatnya Kualitas Perizinan Persentase 1zin Usaha Industri 100,00 183.910.850 100,00 170.964.780 100,00 92,96
Berusaha Sektor Perindustrian yang Diterbitkan
Keg. | Penerbitan Izin Usaha Industri (1UI), 1zin Meningkatnya Pengawasan dan Persentase izin usaha Industri 100,00 183.910.850 100,00 170.964.780 100,00 92,96
Perluasan Usaha Industri (IPUI), 1zin Usaha Pengendalian Izin Usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)
Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Bidang SP2I
Prog. | Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatnya realisasi Persentase Realisasi Investasi 93,04 4.927.745.250 86,26 4.324.482.212 92,71 87,76
Pembangunan Industri Sektor Industri dan Kawasan
Industri
Keg. | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Meningkatnya Persentase Persentase Pertumbuhan jumlah 4,70 4.927.745.250 7,79 4.324.482.212 165,83 87,76
Pembangunan Industri Provinsi pertumbuhan industri industri
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Prog. | Pengelolaan Sistem Informasi Industri Meningkatnya Pemanfaatan Tersedianya informasi industri 89,00 38.057.735 75,00 33.378.157 84,27 87,70
Nasional Informasi Industri secara lengkap, akurat dan
terkini
Keg. | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, Terawasinya industri kewenangan Persentase industri kewenangan 67,02 38.057.735 33.378.157 0,00 87,70
IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis provinsi yang melapor pada SIINas provinsi yang melapor pada
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) SlINas
UPT PSMB
Prog. | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Meningkatnya Tertib Niaga Dan Persentase Layanan Pengujian 86,00 440.935.431 68,27 392.024.891 79,38 88,91
Mutu Produk dan Kalibrasi yang
terakreditasi dan Non
akreditasi
Keg. | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Terlaksananya Kalibrasi alat ukur Persentase kalibrasi alat ukur 100,00 440.935.431 90,98 392.024.891 90,98 88,91
Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota industri dan usaha berdasarkan standar | ukur industri dan usaha
internasional (SI) berdasarkan standar internasional
(SH
Terlaksananya Pengujian mutu Persentase pengujian komoditi 100,00 45,61 45,61
komoditi berdasarkan Standar berdasarkan Standar Nasional
Nasional Indonesia (SNI) Indonesia (SNI)
UPT P2IPK
Prog. | Perencanaan dan Pembangunan Industri Meningkatnya realisasi Cakupan Bina Pelaku IKM 15,00 1.155.456.316 14,18 1.104.624.943 94,55 95,60
Pembangunan Industri
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Terlaksananya fasilitasi layanan IKM | Jumlah layanan bagi Pelaku IKM 1.069,00 1.155.456.316 979,00 1.104.624.943 91,58 95,60
Pembangunan Industri Provinsi
UPT P2K
Prog. | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Meningkatnya Tertib Niaga Dan Persentase Penanganan 100,00 1.077.726.800 100,00 1.007.984.600 100,00 93,53
Mutu Produk Pengaduan Konsumen
Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh | Terlaksananya fasilitasi pengaduan Persentase fasilitasi pengaduan 100 945.669.400 100,00 916.092.570 100,00 96,87
Daerah Kabupaten/Kota Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai | Konsumen yang ditindaklanjuti
ketentuan sesuai ketentuan
Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Terlaksananya Pengawasan Barang Persentase barang beredar yang 80,00 132.057.400 91,81 91.892.030 114,76 69,58
dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Beredar dan/atau Jasa yang sesuai diawasi yang sesuai dengan
dengan Ketentuan Perundang- Ketentuan Perundang-Undangan
Undangan
Jumlah 10.986.209.332,00 9.767.986.169,00 88,91
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Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja ini dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 didukung oleh 5 (lima) program, yakni Program Perizinan
dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. SS 1 didukung anggaran
sebesar Rp 3.330.307.431,- dan terealisasi sebesar Rp 3.072.986.460.

Sasaran strategis 2 memiliki 2 indikator yang didukung oleh 2 (dua) program,
yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, serta Program
Pengembangan Ekspor. Indikator SS 2 didukung anggaran masing-masing
sebesar Rp 614.146.350,- dan Rp 113.651.400,- dengan realisasi masing-
masing sebesar Rp 603.967.966,- dan Rp 105.337.414,-.

Sasaran strategis 3 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional. SS 3 didukung anggaran sebesar Rp 4.965.802.985,- dan
terealisasi sebesar Rp 4.357.860.369.

Sasaran strategis 4 didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri, serta Program Pengendalian 1zin Usaha Industri. SS
4 didukung anggaran sebesar Rp 806.844.850,- dan terealisasi sebesar Rp
523.209.017.

Sasaran strategis 5 didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan
dan Pembangunan Industri. SS 5 didukung anggaran sebesar Rp 1.155.456.316
dan terealisasi sebesar Rp 1.104.624.943.
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3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan APBD tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi

Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2025, pagu Belanja Daerah Rp.
38.657.951.981,30 dengan realisasi Rp. 33.878.850.789,00 (87,64%). Realisasi
anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Belanja

Reiggfng URAIAN ANGGARAN 2025 REALISASI 2025 % Capaian
1 2 3 4 5 = (4/3)*100
4 PENDAPATAN DAERAH 218.500.000,00 204.239.950,00 93,47
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 218.500.000,00 204.239.950,00 93,47
4.1.02 Retribusi Daerah 173.500.000,00 186.239.950,00 107,34
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 45.000.000,00 18.000.000,00 40,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 218.500.000,00 204.239.950,00 93,47
5 BELANJA DAERAH 38.657.951.981,30 33.878.850.789,00 87,64
5.1 BELANJA OPERASI 32.049.110.105,30 27.509.114.342,00 85,83
5.1.01 Belanja Pegawai 15.389.417.000,30 12.238.154.912,00 79,52
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.859.693.105,00 14.470.959.430,00 91,24
5.1.05 Belanja Hibah 800.000.000,00 800.000.000,00 100,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 32.049.110.105,30 27.509.114.342,00 85,83
5.2 BELANJA MODAL 6.608.841.876,00 6.369.736.447,00 96,38
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.608.841.876,00 6.369.736.447,00 96,38
JUMLAH BELANJA MODAL 6.608.841.876,00 6.369.736.447,00 96,38
JUMLAH BELANJA 38.657.951.981,30 33.878.850.789,00 87.64
SURPLUS/DEFISIT (38.439.451.981,30) (33.674.610.839,00) 87,60

Tabel 3.26
Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis
ANGGARAN
No. URAIAN ROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH REA(:;?ASI KEUQ/N)GAN
PERUBAHAN(Rp) P g
1 Bidang DAGRI

Prog. | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 37.397.250 36.021.220 96,32

Keg. Penerbitan Surat 1zin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya 37.397.250 36.021.220 96,32
Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan
Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

Prog.  Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 99.354.400 98.000.564 98,64

Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan 99.354.400 98.000.564 98,64
Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 1.550.525.250 1.456.094.265 93,91
Penting
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Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 56.075.200 29.112.132 51,92
Penting di Tingkat Daerah Provinsi
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang 1.464.417.550 1.410.822.133 96,34
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam
Sistem Informasi Perdagangan
Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam 30.032.500 16.160.000 53,81
Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
Prog.  Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 124.368.300 82.860.920 66,63
Keg. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 51.457.600 33.832.800 65,75
Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 58.475.900 49.028.120 83,84
Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 14.434.800 0 0,00
Bidang DAGLU
Prog. | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 113.651.400 105.337.414 92,68
Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi 113.651.400 105.337.414 92,68
yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka
Pengenal Importir (API)
Prog.  Pengembangan Ekspor 614.146.350 603.967.966 98,34
Keg. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan 614.146.350 603.967.966 98,34
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada
lebih dari 1 (satu) Daerah Kahupaten/Kota dalam Provinsi
Bidang PSDI
Prog.  Perencanaan dan Pembangunan Industri 622.934.000 352.244.237 56,55
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan 622.934.000 352.244.237 56,55
Industri Provinsi
Prog.  Pengendalian Izin Usaha Industri 183.910.850 170.964.780 92,96
Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul), 1zin Perluasan Usaha 183.910.850 170.964.780 92,96
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan lIzin
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Bidang SP21
Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri 4.927.745.250 4.324.482.212 87,76
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan 4.927.745.250 4.324.482.212 87,76
Industri Provinsi
Prog.  Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 38.057.735 33.378.157 87,70
Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk 1UI, IPUI, IUKI, dan IPKI 38.057.735 33.378.157 87,70
Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
UPT PSMB
Prog.  Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 440.935.431 392.024.891 88,91
Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh 440.935.431 392.024.891 88,91
Daerah Kabupaten/Kota
UPT P2IPK
Prog.  Perencanaan dan Pembangunan Industri 1.155.456.316 1.104.624.943 95,60
Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan 1.155.456.316 1.104.624.943 95,60
Industri Provinsi
UPT P2K
Prog.  Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 1.077.726.800 1.007.984.600 93,53
Keg. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah 945.669.400 916.092.570 96,87
Kabupaten/Kota
Keg. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh 132.057.400 91.892.030 69,58
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah 10.986.209.332 9.767.986.169 88,91
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Tabel 3.27

Realisasi APBD TA 2025 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

ANGGARAN
NO URAIAN ROGRAM / KEGIATAN SETELAH REALISASI (Rp) KEUQ/’:)GAN
PERUBAHAN(Rp)
1 SEKRETARIAT
Prog. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 19.207.409.045 15.996.428.049 83,28
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 376.917.250 365.926.821 97,08
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.810.158.300 13.648.975.022 81,19
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 121.135.500 120.079.820 99,13
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.145.000 56.825.000 97,73
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.492.675 354.642.411 96,77
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 230.882.900 220.628.900 95,56
Daerah
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 481.703.620 479.318.952 99,50
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 761.973.800 750.031.123 98,43
Daerah
9 UPT. PSMB
Prog. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 7.309.956.079 7.007.520.935 95,86
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 284.430.000 239.476.000 84,20
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.813.113 82.631.890 98,59
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 6.550.618.826 6.319.582.655 96,47
Daerah
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.726.848 240.833.050 90,97
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 126.367.292 124.997.340 98,92
Daerah
3 UPT. P2IPK
Prog. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 784.053.125 744.765.220 94,99
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 391.740.000 384.515.000 98,16
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.423.315 43.666.240 96,13
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 0 0 0,00
Daerah
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.436.310 194.518.969 97,53
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 147.453.500 122.065.011 82,78
Daerah
UPT. P2K
4
Prog. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 370.324.400 362.150.416 97,79
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 231.960.000 228.760.000 98,62
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.045.700 27.545.008 98,21
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.606.800 45.030.949 92,64
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 61.711.900 60.814.459 98,55
Daerah
Jumlah 27.671.742.649 24.110.864.620 87,13
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3.3 Penghargaan

a.

Nasional
Indonesian Market Surveillance (INAMS) Award yang diselenggarakan oleh Direktorat

Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia, bekerja sama dengan United Kingdom Mission to ASEAN.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada
pemerintah daerah serta petugas pengawas yang telah memanfaatkan Sistem Indonesian
Market Surveillance (INAMS) secara optimal dan konsisten dalam pelaporan serta
pengawasan barang beredar dan jasa di pasar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan
untuk memperkuat komitmen penggunaan INAMS sebagai sistem pelaporan nasional
hasil pengawasan barang beredar dan jasa.

Sejak disosialisasikan secara menyeluruh pada tahun 2023 hingga Desember 2025,
tercatat sebanyak 2.553 laporan hasil pengawasan telah dilaporkan melalui sistem
INAMS. Adapun jumlah provinsi yang telah berpartisipasi mencapai 37 Dinas Provinsi

yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia.
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Gambar. 8 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah,
Richard Arnaldo, SE., M.SA., menghadiri kegiatan Indonesian Market Surveillance
(INAMS) Award

Pada tahun 2026, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa memberikan

apresiasi dan penghargaan kepada daerah dan petugas pengawas yang menunjukkan

kinerja optimal dalam pelaporan pengawasan melalui sistem INAMS.
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Penilaian INAMS Award dilakukan berdasarkan pembobotan 60 persen kuantitas dan

40

persen kualitas. Kuantitas dinilai dari jumlah laporan pengawasan yang diinput oleh

petugas di masing-masing provinsi, sedangkan kualitas dinilai dari laporan yang

dilengkapi dengan pengujian dan pengecekan silang serta minim revisi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih

peringkat ke-2 dari 10 besar provinsi terbaik di Indonesia, dengan peringkat

sebagai berikut:

1.

2
3
4
5.
6
7
8
9

Jawa Barat

. Sulawesi Tengah
. Jawa Tengah

. Bangka Belitung

DKI Jakarta

. Kalimantan Utara
. Kepulauan Riau

. D.1. Yogyakarta

. D.I. Aceh

10. Papua Barat

Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat pengawasan barang beredar

dan meningkatkan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

b. Antar OPD

Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih Peringkat 4 dengan Predikat “B” (Baik)
dan nilai 61,38. Penilaian ini tertuang dalam Berita Acara Nomor
000.5.15/1794/Bid.BINWAS tanggal 3 Desember 2025 yang dilaksanakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tengah

meraih peringkat ke-2 dengan predikat “Informatif” pada Penganugerahan
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Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2025.

e Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih
predikat “A” dengan nilai 85,55 pada SAKIP Award Tahun 2025 atas hasil evaluasi

Tahun 2024, yang menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja dengan kategori

“Memuaskan.”

EPPID SE%) ilidag W

DISPERINDAG SULTENG RAIH PERINGKAT Il
PREDIKAT “INFORMATIF"

DISPERINDAG SULTENG RAIH PREDIKAT
"A" PADA SAKIP AWARD 2025

e s g s 0 P

E—

Gambar. 9 Penghargaan Tahun 2025
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian yang telah disajikan sebelumnya, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah berupaya secara maksimal

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi tersebut berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja mengacu kepada

Tujuan,Sasaran, dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja

Utama sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah yang berpedoman pada RENSTRA Tahun 2021-2026 dan
RENSTRA Tahun 2025-2029.

Pencapaian tersebut adalah :

>
1.

RENSTRA Tahun 2021-2026

IKU 1 Laju pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan (%) dengan
realisasi sebesar 5,12% dan tingkat capaian sebesar 72,42%.

IKU 2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar
11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 92,09%.

IKU 3 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan
realisasi sebesar 5,9% dan tingkat capaian sebesar 81,94%.

IKU 4 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi
sebesar 41,24% dan tingkat capaian sebesar 94,99%.

RENSTRA Tahun 2021-2026

IKU 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) dengan realisasi sebesar 41,24%
dan tingkat capaian sebesar 94,99%.

IKU 2 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%) dengan
realisasi sebesar 5,9 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 146,85%.

IKU 3 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar
11.003,93 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 99,66%.

IKU 4 Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) dengan realisasi sebesar 132,25%
dan tingkat capaian sebesar 143,50%.
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5. IKU 5 Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD) dengan realisasi
sebesar 19.325,87 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 105,04%.

6. IKU 6 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang) dengan realisasi sebesar
137.860 orang dan tingkat capaian sebesar 101,80%.

7. IKU 7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)
dengan realisasi sebesar 2,32% dan tingkat capaian sebesar 177,10%.

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar
Rp. 38.657.951.981,30 dengan realisasi Rp. 33.878.850.789,00 atau sebesar 87,64%
untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 95%.

Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain :

v'  Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang
pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan
serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu
dimanfaatkan secara optimal.

v' Masih rendahnya kualitas SDM dalam hal pemahaman akan pentingnya
penerapan standar industri bagi produk industri dalam rangka peningkatan daya
Saing.

v" Pemasaran hasil produk industri masih bersifat lokal.

v' Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang SNI dan spesifikasi
teknisnya.

v' Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuntungan dan dampak
ekonomi penerapan SNI.

v' Terbatasnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dari sisi jumlah,
cakupan pengujian dan penyebarannya.

v" Masih kurangnya sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha dan
masyarakat.

v' Kurangnya komitmen penerapan SNI dan lemahnya koordinasi pengawasan
penerapan SNI.

v' Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
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v" Masih kurangnya investasi komoditi untuk mengelola bahan baku menjadi
produk yang siap ekspor.

v" Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha industri
pengolahan terhadap pentingnya penerapan standar industri terhadap
peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri.

v' Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri dalam rangka pencapaian peningkatan
produktivitas sektor industri.

v Belum tersedianya database terkait ketersedian dan keberlajutan Sumber Daya
Alam sebagai bahan baku industri dari instansi teknis terkait dalam rangka
pembangunan industri unggulan daerah.

v' Terbatasnya kemampuan kompetensi teknis aparatur terkait standardisasi,
produksi, dan manajerial di sektor industri.

Rekomendasi

Rekomendasi upaya pemecahan masalah di sektor perdagangan adalah :

v

Meningkatkan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan
barang penting lainnya agar tidak terjadi fluktuasi harga yang dapat
mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlancar suplai barang

kebutuhan pokok dan barang penting lainnya..

Meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan terkait informasi ekspor dan
pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang berpotensi

ekspor.

Rekomendasi di sektor industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan

tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal

proses inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global,

manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan,

efisiensi energi dan tanggung jawab sosial. Sehingga upaya pemecahan masalah

adalah sebagai berikut
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v' Diperlukan peran pembinaan dari aparat pembina untuk dapat
mensosialisasikan terkait penerapan standard industri yaitu SNI bagi produk
yang telah terbit SNInya.

v Diperlukan adanya upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi
sektor industri

v" Memberikan dukungan dalam bentuk promosi dalam bentuk akses pasar yang
lebih luas skala nasional dan skala internasional bagi produk unggulan daerah.
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SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . RICHARD ARNALDO, SE.,MSA

Jabatan . KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama . ANWAR HAFID

Jabatan . Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik
dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem
Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-
MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.
Palu, (s September 2025

K Kedua, Pihak Pertama,
WESI ENGAH KEPALA DINAS PERINDPUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS LAWESI|I TENGAH

RICHARD ARNALDO, SE.,MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya PDRB Sektor | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 40,97 - 41,45
Industri Unggulan
2. | Meningkatnya Pemerataan Koofisien Variasi Harga Antar wilayah 11,1
Distribusi Dan Harga kebutuhan Tingkat Provinsi (%)
Barang Pokok Antarwilayah Di
Provinsi Sulawesi Tengah
3. | Meningkatknya Ekspor Barang | Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta | 11.041,52
dan Jasa USD)
Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%) 90,74 - 92,16
4. | Meningkatnya Nilai Ekspor | Nilai Ekspor Produksi Industri Non 18.398,59
Produk Industri Non Migas Migas (Juta USD)
5. | Meningkatnya Tenaga Kerja Di | Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri 135.417
Sektor Industri (Orang)
6. | Meningkatnya Proporsi Jumlah | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan 1.31
Industri Kecil dan Menengah | Menengah Pada Level Provinsi
Pada Level Provinsi
PROGRAM ANGGARAN KET
1 Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Rp. 26.971.309.898, APBD
Provinsi
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp. 156.519.250 APBD
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  Rp. 96.664.400 APBD
4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Rp. 1.350.978.700 APBD
dan Barang Penting
5 Program Pengembangan Ekspor Rp. 530.024.550 APBD
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp. 1.436.665.171 APBD
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Rp. 124.833.300 APBD
Negerl
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp. 6.124.837.446 APBD
9 Program Pengendalian lzin Usaha Industri Rp. 133.911.250 APBD




10 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Rp. 44.257.735 APBD
Nasional
11 Program Perdagangan Dalam Negeri Rp. 158.955.000 APBN
12 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 326.959.000 APBN
Palu, (& September 2025
ﬂhak Kedua, Pihak Pertama,
BER RISTLAWESI TENGAH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVIN LAWESI TENGAH

RICHARD ARNALDO, SE.,MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006




SULAWESI TENGAH

*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : PIt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.MSA
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan

keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 noveEMer2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
_____KEPALA DINAS PIt.SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

ILAWESI TENGAH
> RIHARD, RNALDO, SE.MSA DONNY IWAN SETIAWAN.ST.MM

e NIPE19821123 200604 1 006 NIP. 19770405 200212 1 009




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
- Meningkatnva Kualitas Tata Kelola
Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan - INDEKS RB PERANGKAT DAERAH = 66
Perindustrian dan Perdagangan
Keg Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluas: &| _ ML SANIE ECImgrat-Lncon $
pelaporan =
- | 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang
Meningkatnya Kualitas Admanistras: Keuangan Perangkat diselesatkan sesuan Ketentuan - e
Daerah dalam penvelesaan Tindaklanjut Hasil Pemerikaan ) S
(TLHP) 2. Persentase Capaian Realisasit APBD .
Perangkat Dacrah
Mcningknm}‘.} Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah _ | Persentase Dolasmen Administrasi Barang Milik Daecah -
Pada Pecangkat Daersh Pada Perangkat Dacrah yang Sesum Ketentuan m
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah
- |Persentase barang mulik daerah yang dipelihara . 1 00
1. Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah 20
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat
Daerah 2. Nilai hasil Survey Implementast ASN .
- |BerAKHLAK 80
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah 1. Nilaa Kematangan Penerapan SPBE pada
= |Perangkat Daerah E 4
Meningkatnya pengawasan kearsipan internal L 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital ' 91
Perangkat Daerah
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona ~|3- Nilai capaian pelaksanaan pembangunan Z1 ) 100
Iﬂlcsritﬂﬁ (ZI
4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformas I
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan "~ |Hukum Perangkat Daerah ) 5
tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat 5. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan
Daerah - |melalui SP4N Lapor - 80
|. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik "
~ |Perangkat Daerah i 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat — — -
Daerah 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada
Aplikasi SKM Tenntegras . 88,31
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jusa Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan
Perangkat Daerah - |Barang/Jasa Pemenntah pada SPSE . 80
Program Anggaran Keterangan
. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi = Rp. 19,207,409,045 APBD
Keg  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja = Rp. 376,917,250
Perangkat Daerah
Admimstrasi Keuangan Perangkat Daerah = Rp. 16,810,158,300
Adminstrasi Barang Milik Daerah pada = Rp. 121,135,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang = Rp. 761,973,800
Urusan Pemernmntahan Daerah
Adminmstras: Kepegawaian Perangkat Dacrah = Rp. 58.145.000
Adnmunistrast Umum Perangkat Daerah = Rp. 366,492,675
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenintahan = Rp. 481,703,620
Dacrah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penumang = Rp. 230,882,900
Urusan Pemenntah Daerah
— Fall. 5 NOVEMBE 2025
S £ - PIBAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.-MSA
Jabatan . Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

|. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tangeung jawab kami;

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

(g

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, & Novemge® 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGRI DINAS

~_ PROVINSESULAWESI TENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
N NO SULAWESI TENGAH

—

D R](,ﬂgw,&RN ALDO, SE.MSA DONNY IWAN SETIAWAN.ST.MM
CNIP- 19821123 200604 1 006 NIP. 19770405 200212 1 009




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nao SASARAN PROGRANM INDIKATOR KINERIJA TARGET
(n (2) (3) 4
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Persentase Izin Usaha Perdagangan vang 20
1 ~  Pendaftaran Berusaha Difasilitasi 07
Keg. Meningkatnya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan Persentase penerbitan rekomendasi SIUP
B2 bagi distributor MB dan B2 bagi distributor vang terlayani 0084
a
Sub.keg Terlayaninya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Persentast Permohonan Rekomendas: SIUP-MB
Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan Bahan dan B2 yang terlayan
. . . = LA
Berbahaya bagi Distributor melalui layanan Perizinan 100%
Berusaha Terntegrasi secara Elektronik
Tersosialisasinya Peraturan penzinan Perdagangan bagi Jumlah Pelaku Usaha yang mengikut
pelaku usaha Sostalisast Peraturan Penzinan Perdagangan
30 orang
Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Kab. Banggai) 3 Pelaku Usaha
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Persentase sarana prasarana distribusi
5 - Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan perdagangan yang terfasilitasi 10%
Terintegrasi
Keg. Meningkatnya fasilitasi sarana prasarana Persentase sarana prasaran perdagangan
perdagangan sesuai standar sesuai standar 10%
Sub.keg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar
Nasional Indonesia Nasional Indonesia 1 Kab/ Kota
(Morowali)
Terbinanya Pelaku Usaha yvang difasilitasi di Pasar Lelang Jumlah Pelaku Usaha vang difasilitasi di pasar
Komoditas lelang komoditas 3 Pelaku Usaha
Sub.keg g : v
Terevaluasinya pelaksanaan fasilitas) pasar lelang Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitas
komoditas pasar lelang Komoditas 1 Laporan
Sub.keg Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kab. Jumlah SRG yang terfasilitas: Pembentukan
Toli-Toli dan Kota Palu Managemennya 1SRG
Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Persentase Stabilisasi Harga Barang
' = Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5.8
- wlgad 4
Keg. Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pokok dan Barang Penting di Tingkat
. 100%
Dacrah Provinsi Daerah Provinsi
Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan
di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota pokok ditingkat distributor dan subdistnibutor di
13 Kab/Kota 4 Laporan
Sub_ keg - - m— - E
= | Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok di 13 Kab/Kota | Kegiatan
Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Jumlah Laporan Ketersediaan Barang
Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distnbutor di 13 Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan
Kab/Kota Sub Distributor di 13 Kab/Kota 4 laporan
Sub.keg

Terbmanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring
Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan
Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13
Kab/Kota

| Kegiatan




keg.  Meningkatknya Pengendalian Harga, Informasi Persentase Rekomendasi Penyelesaian
Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Permasalahan Pengendalian Harga dan
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan 00)%%
Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Barang Penting Kab/Kota vang ditindak
Sistem Informasi Perdagangan lanjuti
Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan | Dokumen
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
Sub.keg Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang
Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan
Penting di 13 Kab/Kota 4 Laporan
Sub.keg  Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam Jumlah Pelaksanaon Operast Pasar
rangka Stabilisasi Harga bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga I
Barang Kebutuhan Pokok Pokok 20 Regiatan
keg,  Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di Persentase Realisasi Penvaluran Pupuk .
tingkat daerah Provinsi Bersubsidi 20%
Terkoordinasinya Penyvaluran pupuk bersubsidi Jumlah Laporan kegiatan koordinasi
lmiyulumu pupuk bersubsidi 5 [_;11’5{]1‘3[1
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Persentase peningkatan omzet pelaku usaha
4 - Dalam Negeri vang diikutsertakan pada kegiatan pameran 10
i
produk dalam negeri
kKee., Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada Persentase pelaku usaha vang mengikuti
kegiatan pameran produk dalam negeri kegiatan pameran produk dalam negeri 10%
Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam
produk dalam negen keikutsertaan pameran produk dalam negen 2 UMKM
Sub.keg = . P— : Sp—
© | Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitass Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi
Promosi Penggunaan Produk Dalam Negen Promosi Penggunaan Produk Dalam Negen | Laporan
keg,  Meningkatnya omzet pelaku usaha yang Persentase Promosi Produk Lokal yang
diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri Difasilitasi/ Dilaksanakan 10%
Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek
produk dalam negen Digital Marketng produk dalam negen 80 UMKM
Sub.keg = : e— - —
I'ersusunnya Laporan evaluas: Pelaksanaan Fasilitas: Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi
Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negen Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negen | Laporan
Keg. |Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya Persentase masyarakat yang paham pentingnya
penggunaan produk dalam negen penggunaan produk dalam negen 80%
Program Anggaran Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan =  Rp. 37,397,250 APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Rp. 37,397,250
Sub.keg Fasilitasi Penzinan Berusaha Terintegrasi secara = Rp. 37,397,250
Elektronik
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan = Rp. 99,354,400 APBD
Keg.  Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi =  Rp. 99,354,400
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distnbusi Regional = Rp. 39,792,900
dan Pusat Distribusi Provins:
Sub.keg Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang = Rp. 44,979,000
Komoditas
Sub.keg Pelaksanaan kegiatan fasilitast dalam rangka implementasi = Rp. 14,582,500

SRG di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi




Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting = Rp. 1,550,525250 APBD
keg., Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok =  Rp. 56,075,200
Sub.kep Koordinasi dan Sinkromisasi Ketersediaan Barang = Rp. 35.756,750
Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub
Distributor
Koordinast dan Sinkromsasi Ketersediaan Barang Penting 20,318,450
di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
Keg.  Pengendalian Harga, Informasi Ketersedinan Stok =  Rp. 1464417550

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota vang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan

Sub.keg Pemantavan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distnibust Barang
Lintas Kabupaten/Kota

Rp. 181,879,650

il

Sub.keg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisast Harga Pangan
Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Rp. 1,282,537,900

Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah = Rp 30,032,500
Sub.keg Koordinast dan Sinkromisasi Pengawasan Pupuk = Rp 30,032,500
Bersubsidi dan Pestisida
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri = Rp 124,368,300 APBD
Keg.  Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri = Rp. 51,457,600
Sub.keg Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negen di Tingkat Provinsi = Rp. 51,457,600
Keg.  Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam = Rp. S58,475.900
Sub.keg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negen di = Rp. 58,475.900
Tingkat Provins
Keg.  Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam = Rp. 14,434,800
Sub.keg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam = Rp. 14,434,800
Negen
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SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR SETIAWAN, SE, MM
Jabatan . Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.MSA
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, £ NoveMoeer 202C€
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PERJANIJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3) (4)
Meningkatnva Kemudahan Proses Perizinan
1 ~  Usaha Perdagangan luar negeri . P‘-‘"-‘“-‘P‘“-‘“-‘ Iﬂf' Usaha F‘urdugangan luar - 100%
negeri yang Difasilitasi
Keg Meningkatnva Pelavanan Permohonan Penerbitan | - [Persentase Permohonan Surat Keterangan
Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor z 100%
vang berlaku Sulteng vang terlayani
Terfasilitasinya Pelayanan - |Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang terlayani = 100%
Sub.Keg e . _ * -
Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi| - |[Jumlah mahasiswa tersosialisasi
; ; R - 40 orang
Mahasiswa scbagai upaya menumbuhkan ekosistem
2 - Terwujudnya Pengembangan Ekspor — |Nilai ekspor - 123.470,964 Juta USD

Keg Meningkatnya Promosi bagi Produk Ekspor -
Unggulan Daerah

Persentase pelaku usaha yvang terfasilitasi
promosi

- 100%

Sub.Keg [Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada -
Pameran Dagang Internasional/Nasional

Jumlah Pelaku Usaha/produk yang
Berorientas: Ekspor pada Pameran Dagang
Internasional/Nasional

- 3 Pelaku Usaha

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi
Ekspor pada Pameran Dagang Lokal

Jumlah Pelaku Usaha vang Berorientasi
Ekspor pada Pameran Dagang Lokal

) 27 Pelaku Usaha

Sub.Ke _

TS Terevaluasinya Pelaku Usaha vang mengikuti Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang 3 Lavor,
Pameran Dagang Lokal - |mengikuti Pameran Dagang Lokal i el it
Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan 14 petani
Unggulan Go Ekspor Go Ekspor yang mengikuti FGD
Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi 15 penggiat kopi

Tengah yang mengikuti identifikasi
Program Anggaran Keterangan
l. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan = Rp. 113,651,400 APBD
Keg  Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Rp. 113,651,400
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA = Rp. 113,651,400
2. Program Pengembangan Ekspor = Rp. 614,146,350 APBD

Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor

571 BNALDO. SE.MSA
o NIP 49821123 200604 1 006

= Rp. 614,146,350
= Rp. 186,341,000
= Rp. 332,014,200
95,791,150

I
=
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SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ni :

Nama : EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industr

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.MSA
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

[. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 - Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi 100%
Keg  Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan Jumlah angkatan kerja vang terfasilitasi
vokasi 50 Orang
Tersusunnya dokumen teknis rencana Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan 1
— pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi industri provinsi (RPIP) yang tersusun
Sub.keg
k. Terfasilitasinya penyusunan rencana Jumlah laporan rencana pembangunan industri 1
pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota. (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi
Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri 1
Sub.keg \apoian; -
Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana 2
industri pembangunan industri (Laporan)
_ Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industn Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia
Sub.keg (Laporan) 1
Terlatihnya Tenaga Kerja Industri Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang) 15
Sub.keg — —
Terfasilitasinya HAKI Jumlah Sertifikat HAKI yang Tetfasilitasi 45
Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 1
Sub k (sosialisasi)
S Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang 1
terevaluasi (laporan)
5 ) hl[*{]jﬂﬂklllfl}'ll Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan 100%
Perindustrian
Keg  Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian [zin Persentase izin usaha Industri vang terawasi dan
Usaha Industri terkendali (%) 17%
Sub.keg |Terawasinya Perizinan Berusaha sektor Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian
perindustrian yang terawasi 3
Sub.keg |Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian 3
perindustrian yang terkendali
Program Anggaran Keterangan
. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri = Rp. 622,934,000 APBD
Keg  Penvusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana = Rp. 622,934,000
Pembangunan Industri Provinsi
Sub.keg Penyusunan Rencana Pembangunan Industr = Rp. 144,604,150
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencama Pembangunan = Rp. 106.924.000
Industri
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan s R 371.405.850

Pembangunan Sumber Daya Industn




Keg

Sub.keg

Sub.keg

" “KEPATADIN

Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha Industri (I1U1), lzin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (1PKI)
Kewenangan Provinsi

Fasilitasi Venfikasi Pemenuhan Persyaratan/standar
kegatan usaha sektor perindustrian dalam rangka
penerbitan perizinan berusaha berbasis ristko melalu Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Termtegrasi
dengan Sistem Online Single Submission Risk Base
Approach (OSS RBA)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Penzinan
Berusaha sektor penindustnan yang menjadi kewenangan
Provinsi

=

(L TA L PIHAK KEDUA
AYPERINDUSTRIAN DAN
~ PERDIAGANGAN

#

Rp. 183,910,850 APBD

Rp. 183,910,850
Rp. 125,207,900
Rp. 58,702,950
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SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO ,SE.MSA
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PFHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami; -

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
Palu, 6 NoveMBE® 725
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
" PROVINSI SULAWESI TENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
. " SULAWESI TENGAH
&
g

RICHARD ARNALDO, SE. MSA MIRA YULIASTUTIL ST.MP
T NIP-19821123 200604 1 006 NIP. 19730831 200012 2 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

melakukan pelaporan

yang melapor

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
i ) - . Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri
1 - Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri dan Kavcisin Tudiistes B 93,04%
Keg Meningkatnya Persentase pertumbuhan industri Persentase Pertumbuh lah industri
- 4,7%
4‘ Terlaksannya Penerapan Peraturan mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah tentang 1
_J Perwilayahan dan Peraturan Peraturan lainnya Perwilayan dan Peraturan lainnya =
Terlaksannya koordinasi terkait perkembangan Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, 1
perwilayahan, kawasan industri kawasan industri ]
Terpenuhinya penerapan standarisasi pelaku Jumiah pelaku industri yang mengikuti 50
Sub.keg|industri sosialisasi standarisasi produk -
Terbinanya Pelaku usaha industri Jumlah pelaku usaha industri yang terbina 210
Terfasilitasinya Pelaku usaha industri Jumlah pelaku usaha industri yang 130
Sub.keg terfasilitasi -
| Terbinanya Sentra Industri Jumlah sentra yang terbina 10 Sentra
- = ” . Tersedianya informasi industri secara lenghkap, -
2 Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri akurat dan terkini 89%
Keg Terawasinya industri kewenangan provinsi yang Persentase industri kewenangan provinsi yang
melapor pada SIINas melapor pada SIINas 5 67,02%
| Terlaksananya Pelayanan Permintaan/Bantuan Jumlah pelayanan informasi/konsultasi 2
data dan informasi industri industri .
= Tersedianya data directory IKM Jumlah data IKM yang terverifikasi 200
Terpublikasinya Informasi Perkembangan Jumlah Informasi Perkembangan Pelaku
Pelaku Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem "
Informasi Pengolahan Data Industri (SIPEDAS) Informasi Pengolahan Data Industri (SIPEDAS)| ~
Sub.keg yang terpublikasi
Tersusunnya Buku Profil Industri Sulawesi Jumlah Buku Profil Industri Sulawesi Tengah | - 1
=T Terlakasananya Integrasi Data (antara SliNas jumlah data yang terinput dan tervalidasi 1
dan SIPEDAS SulTeng) pada SIPEDAS yang bersumber dari SlINas
Terpantaunya kepatuhan perusahan dalam Jumlah perusahan dalam melakukan 50
melakukan pelaporan pada Sistem Informasi pelaporan pada Sistem Informasi Industri
Sub.keg |Industri Nasional (SliNas) Nasional (SlINas) yang terpantau
Terpantaunya kepatuhan pelaku Industri dalam Jumlah pemantauan kepatuhan perusahaan 2




Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Keg  Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Provinsi
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan
Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakalt

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUL, [PUL, IUKI,
dan IPKI Kewenangan Provinsi Berhasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data
Industri. Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup
Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nastonal
(SINas)

Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis
Industri Provins: melalui STNas

Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam
Penvampaian Data ke S1TNas

_PIHAK KEDUA
KEPAL&,;)“_“N‘AS PERINDUSTRIAN DAN
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= Rp.

= Rp.

4,927.745.250 APBD
4,927.745.250

21,262.200

74,290,000

4.832,193,050

38,057,735 APBD

38,057,735

9.832.950

12,167,135

16,057,650

Palu. £ NOUEMBED-

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DAN PEMBERDAY AAN INDUSTRI

"

-

-

MIRA YULIASTUTI, ST.MP

Nip.19730831 200012 2 002



SULAWESI TENGAH
w

/
\

- ~
\, AW
1 2
iy

’
”

-

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ni :

Nama : NOLVANITA LADJIDJL,S.Ag.M.M
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikast Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama - RICHARD ARNALDO, SE.MSA
Jabatan - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanjt:

|. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

!x..l'

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Palu, & Novemeer 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
... KEPALA DINAS KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
.+ “PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVI I TENGAH

RICHARD ARNALDO, SE.MSA NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M
NIP.'19821123 200604 1 006 NIP\ 19730801 200701 2 029




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(3)

4)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Pada Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

76,51-88,30

Keg  |Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Persentase Capalan Realisast APBD 90
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas Administrast Umum Persentase layanan ketatausahaan yang tepat 100
Perangkat Daerah waktu
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan N
Barang/Jasa Perangkat Daerah Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu 100
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Persentase layanan jasa penunjang tepal 100
Penunjang Urusan Pemerintahan Dacerah waktu
h1Lﬂ'|!'l!llu"l'EI'l'ﬁ'd Pt[n{..llhdfd;lﬂ bar: dng milik daerah Persentase h;u’;”]g milik daerah vang 100

dipelihara
Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi 86%
yang terakreditasi dan Non akreditasi
, . : _ : Perseniase Kanbrast alal uUkur ukur imdusliri
Keg  [Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan N . B
: . : dan usaha berdasarkan standar internasional 100
usaha berdasarkan standar internasional (SI) (S
Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Persentase pengujian komoditi berdasarkan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Standar Nasional Indonesia (SNI) 100
Program Anggaran Keterangan
L Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi = Rp. 7,193,857 805 APBD
Admunistrasi Keuangan Perangkat Daerah = Rp :H{-‘I_'HLI']H{]
Administrasi Umum Perangkat Daerah = Rp. 813,115
Pengadaan barang milik daerab penunjang urusan Pemerintah = Rp. 5[]’- *J-i"{ 876
Daecrah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = Rp. 264,726,848
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan = Rp. 126,367,292
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen = Rp. 529,227,358 APBD

Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikast Mutu Produk di = Rp. 440935431

Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

J]‘HIAB. KEDUA
| muh,xﬁm. PERINDUSTRIAN DAN
4 *‘"_; R Afr \.N f-..—\h
{ & r 7.
F Lt / i i .*
L Y RICHARNARNALDO, SE.MSA
' “NIP. 198243 zunﬁ-m | 006
) _ A ':'-.

Palu.  Novcmeel 2025
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SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 1n1 :

Nama : HAPIT TOLLA,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.MSA
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

|. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjad
tanggung jawab kami;

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan

)

keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 Nembel- 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
__ KEPALA DINAS KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
_PROVINSIJULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

l,-*"":-,;"?“J
RICHARDARNALDO, SE.MSA HAPIT"TOLLA.SE
NIP: 19821123 200604 1 006 NIP. 19731121 200701 1 009




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Pada Perangkat Dacrah Indeks Kepuasan Masyarakat 90
; . v : Yersentase Capai alisast APBD 90
Keg Meningkatnya Kualitas Administras: Keuangan Fepscpiase Chpam Icansas
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas Administrast Umum Persentase layanan ketatausahaan vang tepat s
Perangkat Daerah waktu
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa ‘ _ - -
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu
Meningkatnya pemeliharaan barang mulik daerah Persentase barang milik daerah yang i
dipelihara
- Meningkatnya realisasi Pembangunan Cakupan Bina Pelaku IKM (%) 16w
Industri
Keg |[Terlaksananya fasilitasi layanan IKM Jumlah layanan bagi Pelaku IKM 1069
Program Anggaran Keterangan
l Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi = Rp. 784,053,125 APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 391,740,000
Administrasi Umum Perangkat Dacrah Rp. 45,423,315
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp. 199,436,310
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp. 147,453,500
Urusan Pemerintahan Daerah
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri = Rp. 1,155.456,316 APBD

Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Provinsi

-

Sy i

O mIAK KEDUA

KEPALA DINASPERINDUSTRIAN DAN
 PERDIMGANGAN

; .

\ /7
RICHARDARNALDO, SE.MSA

ONIPCI9821123 200604 1 006

Rp.  1.155,456,316

Palu. & NOUEMBER 2015

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

HAPIY TOLLASE

NIP. 19731121 200701 | 009




SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan . Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RICHARD ARNALDO, SE.MSA
Jabatan . Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjan;i:

l. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan

)

keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 MpueM pen 2025
PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
- PROVINSI SHLAWESI TENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
2R SULAWESI TENGAH
 RICHARD ARNALDO, SE.MSA DEDDY SUARMAN, SE.. MM

- NIP. 19821123 200604 1 006 NIP. 19691109 199903 1 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGLET
(1) (2) (3) (4)
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Pada Perangkat Daerah - Indeks Kepuasan Masyarakat 90
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuvangan | - |Persentase Capaian Realisasi APBD 90
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Persentase layanan ketatausahaan yang 00
Perangkat Daerah " |tepat waktu
keg |Meningkatnya kualitas Pl{l*l}’i:diilﬂn Jasa Persentase layanan jasa penunjang tepat )
Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah * loakini 100
Meningkatnva pemeliharaan barang milik daerah Persentase barang milik daerah yang 100
~ |dipelihara
- Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu - Persentase Penanganan Pengaduan 100
Produk Konsumen
Meningkatnya fasilitasi perlindungan konsumen | - |Persentase [lasilitasi pengaduan
di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai 100
ketentuan
keg |Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar - |Persentase barang beredar yang diawasi
dan/atau Jasa di Seluruh Daerah yang sesuai dengan Ketentuan Perundang- Q)
Kabupaten/Kota Undangan
Program Keterangan
] Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi = Rp370,324,400 APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah E Rp231.960,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah = Rp28,045,700
Yonverdia: aca Pe - ’ =
] LH}L{.iI:LlIl Jasa Penunjang Urusan Rp48.606,800
Pemerintahan Daerah
Yoarvionl b o pey e . T 1l I3 j P 1 1 =
Pemeliharaan annb Milik Daerah Penunjang Rp61.711,900
Urusan Pemerintahan Daerah
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rpl.,077.726,800 APBD
Yalalre q . A ® " *
Pelaksanaan Pcrhn;!ungan Konsumen di Seluruh Rp945,669,400
Daecrah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar = Rp132,057.400

T KEPRUA DIN:

W
L ..
T—
- ||‘ e
v
o

dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

TS PIHAK KEDUA
s PERINDUSTRIAN DAN

- -

a

il W/
RICHARD ARNALDO. SEMSA
NIP. 19824123 200604 1 006

Palu,  NOEMBES® 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DEDDY SUARMAN, SE., MM

Nip. 19691109 199903 1 006




| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIANA, SE, MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PFHAK PERTAMA

Nama : DONNY ITWAN SETIAWANST.MM
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PPHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjaniji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

!\ :
Palu, l) B 2015
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Pit. SEKRETARIS DINAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

:_;97-}[}4[;5 200212 1 009 . NIP. 19731202 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ne SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
L] (3] 3) (%)
Sub Keg Tersediamya Gaji dan Tunjangen ASN Jumlsh Orang yang Menerma Gaji dan 134
Tumianem ASN -
Sub Keg. Tersedianya honorarium PHL Jumiah PHL. yang menerima honorarinn 54
SubKeg. Teriaksananya Penatausahasm dan Jumlah Dokumen Penataswsahaan dan
Pengujian/Verifikasi Kevangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD < 500
Sub Keg. Terlaksananya Koordinaa dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksamaan Alumtansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Al 12
Sub Keg. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Jumlah L aporan Keuangan Akhir Tahun
Tahun SKPD SKPD . 1
Sub Keg. Tersedianya Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan o
Tanpggapan Pemeriksasn dan Tindak Pemeriksaan dan Tindak Lanjut b
Sub Keg. ‘Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah [.aporan Keuangan Bulanan/
Bulanan/Triwulanan/Semestera n Triwulanan/ Semesteran SKPD = 14
Sub Keg. Tersedianya Dolnmmen Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran - 1
Sub Keg. Terlaksananya Pengawasan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Dacrah Pengendalian Barang Milik Daerah pada . 1
pada SKPD SKPD
Sub Keg. Tertoksananya Rekonsiliasi dan Jumlzh Laporan Rekonsiliasi dan
Penryusuman Laporan Baramg Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah | _ 1
Draerah pada SKPD pada SKPD
Sub Keg. Terlaksananya Penatausahasn Barang Jumiah Laporan Penatausahasn Barang
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD = 1
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelibara | | 48
atan Kendarzan [inas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya
Sub Keg. Terlaksananya Pemneliharaan Peralatan Jumiah Peralatan dan Mesin Lamnya yang 287
dan Mesin Lainnya Dipelihara )
Sub Keg. Terlaksananya Jumlzh Sarana dan Prasarana Gedung
| Perneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Kantor atau Bangunan Lainnya 4
Prasarana Gedung Kantor atau yangDhpelihara/T)irehabilitasi
Bangunan Lainnya
Sub Kegistan Anggaran Keternngan
Sub Keg. Penyedisan Gaji dan Tun ASN Rp!5,385,417,000
Sab Keg. P i ds pelak: tugas
Pl Rp#50,950,000
Pelaksanaan Pumm dan Rp364,090,050
PengunianVerifikas: Kevanzn SKPD
Koordmasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD Rp119,409 850
Koordinast dan Penyusuman Laporan 400
Keuanszan Akhir Tahun SKPD WA
Pengeloiaan dan Pemynapan Bahan Tanggapan Rp15,760,000
Pemenksaan SR
Koordinas: dan Penyusunan Laporan
K Byl 7T 1 /Semes leran Rp9,305,000
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
; Rp15,000,000
Sab Keg. i Pembi , Penga , dan P daki Rp52,887,000
Bawrang Milik Dacrah pada SKPD
2 Rekonsshas: dan Pemyusunan Laporan Barang Rp15,050,060
Milik Daerak pada SKFD
3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Rp53,198,500
SKPD
Sub Keg. 1 Penvedaan Jz2sa Pemehharaan, Puaya
Pemehiharaan dan Pajak Kendaraan Rp466.936 300
Perormgan Dhnas atawe Kendaraan Dinas
Sub Kep. ? Pemelikaraan Peralatan dan Mesin Lannrya
Rp161.460,000
SubKeg. 3 Pemeliharaan/Rehabibitas: Sarana dam
Prasarana Rp113,577,500
Gedung Kantor atae Bangunan Lamnya
Pady, b‘ i S
Ub iy 205
PIHAK PETAMA

Kepala Sub Bagian Kenangan Dan Asset

N ]
Mip. 19731202 200212 31004



| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama : LEVIANA MANGOPO, ST
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PPHAK PERTAMA

Nama :NOLVANITA LADJIDJL S. Ag, MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian i, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palw, () 6 NOY 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
SEI-],TIELKASI MUTU BARANG DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 1025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ne SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3} (1)
Teriayaninya permohonan kalibrasi alal ukur Persentase permohonan kahibras) alat ukur procheksi
produksi dan usaha dan usaha yang terlayam 100%
Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui Hasil penilaian surveillance
surveillance
100%
Sub Keg.
Terukumya layanan kalibrasi melalui uji Nila) hasil uji profisiensi
{prodisiens: - 100%
Rekalibras) alat standar Jumlah alat yang di rekalibrasi 10 Alas Kerja
Tersusunmya dokumen analisis kebutuhan Jumlsh dokumen analisis kebutuhan layanan katibrasi e 3 Dokumen
i
Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Jumlah Tenaga Teknis vang terbimbing 7 orang
Peralatan Ukur
Sub Kegiatzn Anggarss Keterangan
SubKeg. 1 Pengembangan Layanan Kalibrasi Rp102,424,050

e () 6

2025

PIHAK FETAMA

M

K ki

Nip. 198516341 201101 2 006

plibrasi




| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I

Nama : SARFAN, S.Ap
Jabatan : Plh. Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

I. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pals. 06 MY 2029

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN Pib. KEPALA TATA USAHA UPTD
SERTIFIKASE MUTU BARANG PENGUJIAN SERTIFIKASEI MUTU BARANG

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 PROVINSI SULAWESI TENGAH

SARFAN,S.A
Nip. 19691205 199103 1 007




PERJANFIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESE TENGAH

Ne SASARAN KEGIATAN/! SUB XEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
L)) @ 3) 4
Seb Keg Ti rva b pengelola kousngan Femleh pegawa yang owencrima bonoranum
dan BMD #
Sub Keg. Tarsedunya Kongponon hnstalas
Listri < Juxniuh Paket Komponen Instalass Listrk/Penarangan i
{Baogoman Kamior yang Disediskan
Sub Keg. Tersedhinya Poalatan dan Perlenghapan el Paket Peralaan dan Perdlenghapan Kantor yang 1
Roantor Disediskan
Sub Keg. 'Tersedianys Barang Catakan dan Penggandasn Jur:lah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yamg 1
Dhsexhakan
Sub Keg. ‘Terlaksansoys Pemyclonggarssn Rapae Jumlsh 1.sporan Pestyclonggaram Rapal Koordinas i
Koordinasi den Komsolies SKPD cdan Komsurlbesi SKPD
Fsﬂzlﬁq_ Torlak pemgadesn peralaam dan mesm Jumnish {imt Porniptan dwm Mesin Lamnya yang 15 it { 5 alnt gtmma dan [0
Lainaya Dhsediaka alxt 3}
Sub Keg. Tersusuntrya laporme Pesyediann JasaSurst Jumlah 1 aporan Pemyodivm JasSarat Monyurs i
Momyural
Tersusunnya lapovan Penyediaan Jasa Jurnlah 1.aporan Penyedizan JasaK omunikasi, Samber 12
Sub Keg Komunsicasi, Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Tersusumiya lapovan. Pemyodizan Jass Jumiah Laporan Poryobom FasaPelayanan Umom }
Pelayanan Limum kantor Kanior yang Disediak an
Ti dianya Jasa P fih dan Jsniah Kendaramn Perorangan Dinas atau Fendarasn
Pajak Kendarsan Perorangan Dmnas Dinas Jabatan vamg Dhpeihara dun dibayarkan 6
atau Kendaraar Dinas Jabatan v
T dianya Jasa P ik Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operassonal atan Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan [ P o Sl Yl ds 6
K Di ional Penzinannya
SubKeg | Terlaksananya Pemeliharsan Peralstsn Jumlah Peralame dan Mesitt Launtya yang Dipelibars
dan Mesin Lamnya £
Terlaksananya Jumish Sarmna don Prassrams Gedung Kamtor stau
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan gy | ainecarmng (ipifian Cirelifitasi
Prasarana Cedung Kantor atan 1
Bangunan Lainmya
Sub Kegiatan Asggaran Keterangan
Sub Keg. Penyediasn Ads Pelak Tugas
i Rp284.430,000
Sub Keg. Penyedizan Komponen Instalas Rpl 615,173
Listrit/Pencrangan Bangunas Kantor ks
Sub Keg, Penyediann Peralatan dan Perlenghopan Rpi9,830,590
Kantor o
et Peotdiians Firvo G dhs Prmpgandem Rp16.086,350
Sub Keg. Peny¢lenggarnan Rapat Koordmas: dan Rp46,281,000
Konsultasi SKPD '
Sob Keg. Pengadun peralatan dan mesim Lassiya Rp6,550,618,826
Sob Keg. Penyedimmn Jasa Surat Menywra Rpl2,688 000
Sab Keg Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Rpl91,083,196
Air dan Listrik o
Sub Keg Penyediaan Jase Pelayann Umum Kantor Rp60,955 652
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penel dan Pajak K Rpd 050,000
Perorangan Dinas ®au Kendarsan Dinas
Jabatan
Sub Keg. Penyedigan Jasa Pemeltharsas, Biava
Pemeliharaan, Pejak dan Parizinan Kendarasn Rp38,150,000
Dinas Operasional atau | apangan
T Pomcliharam Poriatan dan Mesin Laimtrys Rpd1,760 000
Sub Keg. pengadaan Meubel Rp46.669 950
Sub Keg Pemelibarann/Rehabilitass Sarama & P
i Rp42.407,292

e I'Qmﬁrcjn\a!!n\! 2025

Pit. Kepala Sub Bagian Tats Usaha
UPTD Pengujian Sertifilasi Mutu Barang

Nip. 19691205 199103 1 007




SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYAWATIL, S.Pt
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOLVANITA LADJIDJIL, S. Ag, MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sankst.

Pal, () 6 NOY 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
FIKASTMUTU BARANG DINAS SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
N IPAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(ESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
AAWDIIDIL, S. Ag,. MM WIDYAWATLS.Pt
BK01 200701 2 029 NIP. 19750607 200112 2 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINS] SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
) 3) 4
Terpantaunya Mutu Produk Unggulan Jumlah Produk Unggulan yang terpantau
E 2 Prowduk
R e i Sumlah paket kelengkapan lsboratorium pengujian

Pengujian dan Bahan Kemia uotuk dan bahan kimia yang tersedea | Paket
Pemamtauan Mutu Produk

Terl inya permoh Peng mutu P 7 k Pengujian Mutu Barang yang

barang = |wiaymm 100%
Terscienggaranya Bimick Peapwjian wriuk Jumlah kegiatan Bitek Progujian uwntuk Penambahan

Penambahan Ruang [ingkup Nuirisi Pangan . |Ruvang Lingkup Nutrisi Pangan 1 Kegiman

SubKeg.  |Tersechanya kelengkapen fab 3 Jumlah paiet kelengkapan laboratonum pengujian dan

pengujian dan bahan kimiz . {bahan kimis yang tersedia 1 Paket
Teruk kinerja Jaky RED melzlu up Nilsi hasil uji profisicnsi
{profisiensi % 100%
T kuahitas Layanan L embag: Hasil pemilaan surveillance

Sertifikasi Produk melalui surveillance ( . 100%
Penambahan Ruang Lingkup Produk §

Sab Kegintan Anggaram Keterangan

SubKeg. 1 Pemantanan Mutu Produk Rp75,097,100
2 Penpembangan Layanan Pengujian Rp224.706,581
3 Pengembangan Layanan Sertifikasi Produk Rp38,707,700
i) -
. (] NOV 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Selisi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

CR
WIDYAWATI, S.Py
Nip. 19750607 200112 2 004




| SULAWESI TENGAH ]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY EDWARD KUMAAT, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut PEHAK PERTAMA

Nama :DONNY IWAN SETIAWAN,ST.MM
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu Wi D09

» 06 NUY 2029

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

x ETARIS DINAS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
N PERDAGANGAN PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

., 4 ‘_,.-"'r'-

2 e

DONNY IWANSETIAWANST.MM ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP: 19770405 200212 1 009 NIP. 19820321 200904 1 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
) ) 3 @
Sub Keg. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat 10
Perangkat Daerah Daerah
Sub Keg. Tersedianya Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD I
Sub Keg. Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD |
REA-SKPD
Sub Keg. Tersedianya Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1
Sub Keg. Tersedianya Dokumen Perubahan Jumiah Dokumen Perubahan DPA SKPD |
DPA-SKPD
Sub Keg. Tersusunnya dokumen capaian IKU Jumiah laporan capaian IKU PD dan
Perangkat Daerah. dan dokumen dokumen evaluasi kinerja PD lainnya
evaluasi kinerja Perangkat 5
[Draerah. lainnya
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp277,825,800
Perangkat Daerah i
Koordmas: dan Penyusunan Dokumen RKA- Rp10,824,750
SKPD =i
Koordinasi dan Penyasunan Dokurnen Rp2,800,000
Perubahan RKA-SKPD SR
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp6,809,950
Koordinasi dan Penyusunan Peyubahan DPA-
s Rpd,526,550
Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah Rp74,130,200

P ) 6 NOY 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

OY EDWARD KUm’F S
Nip. 19820321 200904 1 004




| SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLA, SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PFTHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan., Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pats, () 1117 2005

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN KEPALA TATA USAHA UPTD
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI
KERAJINAN DAERAH DINAS PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERIND) DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERPAGANGAN
PROVINSY: % gy,@qf ESI TENGAH

i e \"

 HAPITFOLLA.SE
NIP. 19731121 200701 1 009 NIP. 19780622 201001 1 007




FERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2028
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SULAWESE TENGAH
No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 ) @) [J]
SubKeg | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlsh Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 1 Dokumen
ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Keg | Tersedianya Komponen Instalasi Jumiah Paket Komponen Instalasi 1
Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor ListrikPencrangan Bangunan Kantor yang
Disediakar
SubKeg | Tersedianya Peralatan den Perlengkapan Jumiah Paket Peraiatan dan Perlengkapan Kantor 1
Kantor yang Diseditkan
SubKeg |Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1
Penggandaan vang Disediskan
Sub Keg | Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah [aporan Penyelenggara rapat koordinasi 1 Laporan
dan konsulasi SKPD
SubKeg | Tersedianyn Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumiah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, 12
Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
SubKeg. | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan 1
Unmium Kantor yang Disediakan
SubKeg | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas atay Kendsraan Kendaraan Dinas Jabatan vang Dipelihara dan 14
[rinas Jabawn dibayarkan Pajaknya
SubKeg |Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Mesin Lainnya Dipelihara 46
Sab Kegiatan Anggaram Keterangan
SRS peyyediasy Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp391,740,000
SubKeg.  Pemyediaan Komponen Instalas: Rp2,410,965
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor T
S KRt pysifinen Porisin dan Parisughapan Eanti: Rp31.695,050
Sub Keg.  Penyediann Barang Cetakan dan Penggandaan Rp2.477,300
Sub Keg  Fasilitasi kunjimgan tamu Rp8.840,000
Sub Keg.  Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Rp159,436,310
dan Listrik Wi
SubKeg  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp40,000,000
Sub Keg  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
];mcl:haman dan Pajak Kendaraan Perorangan Rp82,033,500
nas atau Kendaraan Dinas Jabaman
SubKeg  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lamnya Rp45,420,000

Rr'p.imlfzrﬂq o

™ 06 N0V 2025

PIHAK PETAMA
fa Sub Bagian Tata U
Produk Industri EAngas Dan Kerajican




[ SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VERADIAN SAPHIRE,SP.MM
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLASE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pab. 11/ 2005

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEN[BANGAN PRODUK KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
A PRODUK PANGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

iy

VERADIAN $SAPHIRE . SP.MM
NIP. 19731121 200701 1 0609 _NIP. 197503.19 199603 2 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTREAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Neo SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(L] ) @) “@
Sub Keg. Peayusunan,Penerapan dao Evaleasi Reacans Presentase Layanan Mutn Produk Pelskn Usaba 100%
Pembangunan Industri Proviesi. Industri yang Berknalitas
Koodinasi, Siakrowisasi dan pelaksanaan
pemberdaysau industri
Sasaran | Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi
Jurnlah layanan bagi pelaku usaha [KM, Mahasiwa,
taku usaha IKM P dan Masyarakat

pe . = Pelajar dan Masyarakat yang terfasilitasi 210
Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu

- e ¥ Jumlah Pelaku Usaha IKM yang terbina 50
produk
Terfasilitasinya promosi dan pemasaran 3

Jumiah Promosi dan pemasaran produk TKM
produk IKM Pangan terfisilitasi 2408 100
Teretribusinya Pendapatan Asli Daerah " L
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan
Sumber layanan Galeri Rumah Cokelat prrp y Rp 25000000
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana T
koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Jusmlah Dokm?en P.e;iﬁamnn kefau? pemberdayaan 1 Dokumen
pemberdayaan indusiri pangan hEAT i o gl
Sub Kegiatan Asggaran Keterangan
SubKeg. 1 Koordinasi, Sinkromisasi, dan Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat

PIHAK KEDBUA
pengembangan produk
"E\?{w_:n daerah

Kepala U

Rp125,370,970

Palu,

PIHAK PETAMA

Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

YERADIAN SAP

P MM

Nip. 19750319 199603 2 001




[ SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN. M, ST, MM
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAPIT TOLLA,SE
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.
a6 ) 205
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
FSPBAWESI TENGAH
" HAPKE TAKUA.SE RIDWAN. M, ST, MM
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
I & 3 “)
Penyusaunss,Pencrapan dan Evaluasi Rencads Presentase Layanan Mutw Produk Pelakn Usaha 100%
Keg dan Sub Pembangunuan Industri Provinsi. Industri yang berkualitas
Keg Koodinast, Sinkronisasi dan pelaksansan
pemberdayaan industri,
Sasaran Terfasilitasinya konsultasi dan jasa layanan Jumlah Jasa dan layanan Konsultasi bagi pelaku
kemasan produk dan kerajinan bagi pelaku usaha [KM dan Masyarakat yang terfasilitasi 460 Pelaku IKM dan
usaha IKM dan Masyarakat Masyarakat
Terbinanya IKM dalam Peningkatan mutu Jumlah Pelaku [saha IKM yang terbina
produk kemasan dan kerajinan 110 Pelaku IKM
Terfasilitasinya Promosi dan Pemasaran Jumlsh Promosi dan Pemasaran Produk IKM
Produk [KM Kerajinan
1 Dokumen
Terkelolanya website layanan IKM kemasan | Jumlah Website admin rumah kemasan dan layanan
IKM yang terkelola 1 Dokumen
Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi
rencana koordinasi, sinkronisasi, dan Jumtah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan R
pelaksanaan pemberdayaan Industri kemasan Industri Kemasan dan Kerajinan
dan kerajinan
Teretribusinya Pendapatan Asli Daerah — Asti Dacrah (PAD) melalui L
ber | Rumah K. endapatan Asli melalui Layanan
(PAD) sum ayanan Rum emasan * Rp80,000,000
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Sub Keg. 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp897,930,782

“Nip, }97_31;21;_@
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| SULAWESI TENGAH |

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWATA,SE
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pal 06 Ny 2005

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS

PER sTRIAN DAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I,HST SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NIP. 19710610 199103 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) 2) 3} 4

Terfasilitasinya aduan konsumen Jumiah aduan konsumen yang difasiiitasi a3

Sub Keg. - - = = = -
Terverifikasi dan terevaluasinya Jumiah laporan verifikasi dan evaltuasi 4 Laporan
kinerja BPSK secara berkala kinerja BPSK P
Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Jumiah usulan BPSK di Kab Banggai

p 1BPSK

Kab Banggai
Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan Jumiah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi 3 kegiata

Sub Keg. prosedur pengaduan konsumen BPSK dan prosedur pengaduan konsumen A
Tersaksananya Survey IKK {Indeks Jumlah responden yang mengisi Kuisioner

100 Orang

Keberdayaan Konsumen)
Terfasilitasinya BPSK Kab/Kota Jumlah BPSK. Kab/Kota yang terfasilitasi 4 BPSK
Tersosialisasinya Kinerja LPKSM di Jumlah masyarakat tersosialisasi terkait

SubKee  ldaerah Kabupaten Parigi Moutong terkait kinerja LPKSM 25 Orang
Sub Kegiatan Angparan Keterangan

SubKeg | Pemberdayaan K dan Kelembagaan
Perlindungan Keonsumen Rp373,436,050
2 Peningkatan Hubunpan Kerja dengan Lembaga
Perlindungan Konsumen Rp53,863,350
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Rpt6.570,000
Palu, n 6 995
FAUS |

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayssn Konsumen
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama : RIDWAN N.ALILSE
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan farget kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, (6 [/ 202

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
PERLIND :AN KONSUMEN DINAS JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
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’ ‘QESI TENGAH PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(&) 2) 3} (4)
Tedaksananya_ Pengawasan Barang Jumiah laporan pengawasan barang beredar 2 Laporan
i par r vang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen
Teriaksananya Pengawasan Kegiatan Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan 1 Laporan
SubKeg. |Lerdagangan dan Tertib Niaga Perdagangan dan Tertib Niaga
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis 4 Ocang
SDM Petugas Pengawas Perdagangan bi
';elrlaksananva Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi 1 kegiatan
elaksanaan Pengawasan Barang pengawasan barang beredar
Sub Keg. Terlaksananya Penegakan Hukum di | _ Jumiah Kasus Yang ditangani B iz
Bidang Perlindungan Konsumen dan
Sub Kegiatan Augparan Keterangsn
SubKeg. 1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan
Peagawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
sesual Parameter Ketentuan Perlindungan Rp74,117,650
Konsumen
2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran
Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen Rp57,939,750
.
Palu, U b
= 1hl pmhuma PIHAK PETAMA
Kegphfl] P’l‘ﬂ"‘?glf;.sunn Teknis Kepaia Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakkan Hokum

/i ?engawasanl}a:rmﬁndungan
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SULAWESI TENGAH ]

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIYANI, SE
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DEDDY SUARMAN, SE., MM
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanii:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, ( § Ny 2075

PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN KEPALA TATA USAHA UPTD
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
() @) 3) )
Sub Keg. Tersedianya Administrasi Pelaksanamm Jumniah Dokumen Hasil Penyedigan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN |
Sub Keg. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4
Kantor yang Disediakan
Sub Keg. Terlaksananya Penyelenggarazn Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat |
Koordinasi dan Konsuliasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Keg. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomumikasi, 12
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Sub Keg. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumlah [ aporan Penyediaan JasaPelayanan 1
Kantor Umurn Kantor yang Disediakan
Sub Keg, Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas atan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 4
Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
dan Mesin Lainnya Dipelihara 13
Sub Keg. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lamnya
Bangunan Lainnya vangDipelihara/Dirchabilitasi !
Sab Kegiatan Anggaran Keterangan
Sub Keg- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ;
1 000
Tugas ASN Rp231,960,
Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rp?7,695,700
kantor
Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Rpalasma
Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik el et
Sub Keg. Penyediazan jasa pelayanan umum kantor Rp!,350,000
Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Bpaapee o0
Jabatan
Sub Keg. Pel_-neliharaan Peralatan dan Mesin Rp6,740,000
Lainnya
SubKeg  pemeliharaan/Rebabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Rp15,005,000
Lainmya
el NIEL
i, ) 6 NOV 2025
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